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 Kata Pengantar 
Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan yang baik merupakan salah satu dasar 
bagi pembangunan sistem hukum nasional. Perda yang baik 
tersebut dapat terwujud apabda didukung oleh metode dan 
standar yang tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam 
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Undang-undang ini dimaksudkan 
untuk mengatur suatu ketentuan yang baku mengenai tats 
cars pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk 
perda. Ketentuan tersebut secara garis besar terbagi menjadi 
beberapa tahapan, seperti perencanaan, persiapan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 
penyebarluasan. 
Tahapan perencanaan pembentukan perda dimulai 
dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang bertujuan 
mendesain Perda secara terencana, bertahap, terarah, dan 
terpadu. Daftar Raperda yang ada di dalam Prolegda setiap 
tahun mencerminkan skala prioritas yang disusun oleh 
DPRD dan pemerintah daerah sampai dengan tahapan 
terakhir, yakni tahapan pengundangan dan penyebarluasan, 
suatu Raperda diharapkan akan menjadi perda yang mampu 
memenuhi unsur-unsur pembuatan perda yang baik, yaitu 
unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. 
DPR dan DPRD saat ini tidak lagi bisa disamakan dengan 
DPR dan DPRD vada mass lalu vans kurang berveran dalam 
melaksana- 
 CARA PRAKTIS MENYUSUN DAN MERANCANG PERDA 
(Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual) 
kan fungsi legislasinya. DPR dan DPRD saat ini bisa 
memainkan peranan check and balances dengan lebih efektif 
dari setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah 
melalui kinerja fungsi dewan, khususnya fungsi legislasi 
(legislation function). Namun harus disadari bahwa setiap DPR 
dan DPRD tidak akan mampu mencapai kinerja yang efisien 
dan efektif tanpa adanya dukungan yang memadai dan 
profesional dari supporting system yang ada. Terkait dengan 
fungsi legislasi, dewan saat ini mendapat sorotan yang tajam 
dari berbagai pihak, baik itu kaitannya dengan tingkat 
produktivitasnya (produk legislasinya) maupun menyangkut 
kualitas dari produk legislasi yang dihasilkannya, termasuk 
kaitannya dengan pelibatan partisipasi masyarakat di dalam 
suatu proses penyusunan dan perancangan suatu perda. 
Kesulitan di dalam penyusunan suatu Perda sering kali 
muncul sebagai akibat kurangnya perhatian dan 
pemahaman para. perancang (legal drafters) untuk 
memperdalam pengetahuan aturan hukum dan situasi yang 
sedang berkembang di dalam masyarakat. Di dalam 
merumuskan penyusunan program legislasi yang efektif, 
pars perancang perlu memahami beberapa faktor, seperti 
kewenangan, landasan, syarat dan prinsip, serta fungsi 
dan materi muatan peraturan yang akan disusun. 
Faktor-faktor ini pads dasarnya merupakan patokan untuk 
membuat perancangan program legislasi secara tepat dan 
berstandar. Dengan demikian, diperlukan peran dan kon-
tribusi tenaga perancang sebagai tenaga fungsional yang 
berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, 
dan merumuskan. suatu Raperda. 
Harus dipahami ju%a, bahwa pembentukan perda 
sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 
merupakan salah satu unsur penting di dalam rangka 
pembangunan sistem hokum nasional sebagaimana 
dipaparkan di atas. Pembentukan peraturan per-
undang-undangan termasuk perda adalah merupakan suatu 
proses yang dinamis yang terus-menerus mengalami 
perubahan sesuai dengan dinamikamasyarakat. Dinamika 
tersebut berubah semakin cepat di era globalisasi dewasa ini 
yang dipacu oleh kemajuan teknologi 
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informasi yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan 
global. Oleh karena itu, idealnya upaya pembentukan suatu 
peraturan daerah secara komprehensif paling tidak harus 
memerhatikan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu masa lalu yang 
terkait dengan eksistensi daerah itu, masa kini yaitu 
kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan 
strategisnya dan dengan memandang ke masa depan yang 
dicitacitakan. 
Selain SDM yang berkualitas, proses pembentukan perda 
sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 
harus didukung oleh pedoman (guidance) yang mudah 
dipahami dan mudak bersifat komprehensif. UU No. 10 
Tahun 2004 telah memberikan pedoman umum bagi semua 
pihak yang terkait di dalam sebuah proses penyusunan 
suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan 
daerah. Namun demikian, dalam praktiknya peraturan 
daerah tersebut perlu diejawantahkan lebih rinci, runtut, dan 
jelas. Praktik pengejahwantahan ini tidak berarti melakukan 
penafsiran terhadap ketentuan pengaturan UU No. 10 Tahun 
2004. Akan tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana 
melakukan penyederhanaan dari mulai proses 
perencanaan Raperda mana yang akan dibuat, penelitian 
terhadap Raperda mana yang akan dilaksanakan, 
penyusunan naskah akademik dan drat suatu Raperda, serta 
hal-hal khusus lainnya seperti ragam bahasa, di dalam 
sebuah buku panduan praktis penyusunan perancangan 
peraturan daerah yang dilengkapi dengan manual untuk 
lebih memudahkan pembaca khususnya para drafters untuk 
mengaplikasikannya di dalam proses pembuatan suatu per-
aturan daerah. 
Buku ini diharapkan nantinya akan menjadi pegangan 
bagi akademisi (khususnya bagi mereka yang ingin 
mendalami mata kuliah Teknik Perancangan Perundang-undangan 
dan mata kuliah Pemecahan Masalah & Pembuatan Kebijakan), 
Legal Drafters (Para Anggota DPR RIIDPRDIPara Aparat Pemda), 
peneliti maupun stakebolders lain yang akan melakukan 
proses perancangan suatu Raperda. 
Uraian tersebut di atas menjadi pertimbangan utama 
untuk me- 
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nyusun buku Panduan Praktis Penyusunan Perancangan Peraturan 
Daerah yang dilengkapi dengan manual ini. Buku ini terdiri 
dari 8 (delapan) bab. Bab 1 tentang Dasar Pemikiran dan 
Keberlakuan Per= aturan Perundang-undangan; Bab 2 
tentang Asas-asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; Bab 3 tentang Filosofi, Mekanisme, 
Syarat, dan Teknik Perancangan Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan; Bab 4 tentang Fungsi dan Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan; Bab 5 tentang 
Kegunaan Bahasa Hukum dalam Perancangan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; Bab 6 tentang Proses 
Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
Bab 7 tentang Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Pe-
rancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
dan Bab 8 tentang Metode Penyusunan Naskah Akademik 
dalam Perancangan Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Buku ini juga dilengkapi dengan 
Lampiran-lampiran, yaitu: Lampiran 1 tentang Manual 
Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah; Lampiran 2 
tentang Alur dan Materi Muatan Peraturan Daerah; Lampiran 
3 tentang Alur dan Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi; 
Lampiran 4 tentang Alur dan Materi Muatan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota; dan Lampiran 5 tentang Gambar 
Bentuk Luar Peraturan Daerah secara sederhana. 
Dengan komposisi tersebut diharapkan buku Cara Praktis 
Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah ini dapat menjadi 
pedoman (guidance) yang mudah dipahami, komprehensif 
dan bisa menjadi pegangan bagi para perancang, akademisi, 
peneliti, dan pihakpihak lain yang berkepentingan. Akhirnya 
buku kecil ini juga diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan pembangunan 
hukum nasional di Indonesia pads umumnya. 
Sebagaimana dikatakan dalam legends para dewi Yunani 
yang keluar dari pikiran Dewa Zeus, maka "tidak ads buku 
yang keluar dari pikiran pengarangnya dengan lengkap", 
Oleh sebab itu, pendapat-pendapat dalam buku ini diramu 
dan dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dari 
berbagai buku dan artikel tentang penyusunan rancangan 
perundang-undangan, pembangunan dan sosiologi 
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hukum dengan didukung oleh berbagai pengalaman baik 
sebagai pengajar mats kuliah Teknik Perundang-undangan; 
Pemecahan Masalah & Pembuatan Kebijakan; Hukum. 
Pemerintahan Daerah; Negara Hukum dan Demokrasi; 
Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum; dan Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara, serta Legal Audit dan Legal 
Opinion. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku 
ini dapat terlaksana berkat budi baik, bantuan, bimbingan 
dan dorongan semangat dari berbagai pihak, selama 
penulisan dan penyusunan buku ini. Oleh karena itu, 
dengan segala kerendahan hati beserta rasa hormat yang 
tulus ikhlas penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada kedua orang tua penulis, H. Abdul Halim, Amd., dan 
Hj. Salamiah Halim, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., 
M.H. dan drg. Hj. Ayunsri Harahap Syahrul, terimalah karya 
ini semoga memberi arti dan makna di kehidupan kita ke 
depan dan semoga sisa waktu yang ada dapat kita maknai 
dengan segenap karya dan pengabdian dalam suasana 
kebahagiaan yang penuh dengan limpahan curahan rahmat 
Allah Yang Maha Pengasih. 
Secara khusus kepada istriku tercinta A. Nurmawati, S.H. 
dan bush hatiku Rini Rezeki Naqhlah Amalia; Widya Dhana 
Swara; dan Aji Narpati Cakra Sudhana, semogalah karya ini 
menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa memberi arti 
eksistensi kita kepada sesama dalam membangun 
peradaban kemanusiaan di muka bumi ini. 
Kepada suadara-6udara penulis, semogalah buku ini 
mampu menjadi pemicu spirit barn dalam menapaki sejarah 
perjalanan kehidupan kita, dalam mengabdi kepada-Nya 
sebagai insan yang senantiasa menyadari eksistensi 
kehambaannya di bumi ini. 
Kepada segenap dosen (Guru kami) baik itu di jenjang 
S3 maupun pads jenjang pendidikan sebelumnya, atas 
curahan ilmu dan nasihat seorang guru kepada penulis 
selama ini, semoga Allah SWT. membalas jasa dan budi baik 
semuanya. 
Secara khusus penulis ingin mempersembahkan rasa 
terima 
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kasih yang tak terhingga kepada Dr. H. Harifin A. Tumpa, 
S.H., M.H. beserta ibu Hj. Herawati Sikki Harifin sekeluarga 
atas perhatian dan dorongannya kepada penulis selama ini, 
terutama ketika penulis menjalani studi. Demikian halnya 
kepada Kakanda Dr. H. S. Muh. Ikhsan Saleh, S.H., M.Si., 
M.H., sekeluarga sungguh tak terhitung dan tak ternilai 
perhatian, bantuan dan segalanya yang telah kakanda 
sekeluarga berikan kepada adinda. Semogalah Allah SWT. 
meridhai persaudaraan ini hingga dapat kekal abadi hingga 
akhir zaman. 
Akhirnya kepada segenap pihak yang tak dapat 
disebutkan satu per satu pads kesempatan ini, terimalah 
persembahan rasa terima kasih ini, semoga keikhlasan 
akan berbuah aural dan pahala di sisi Allah SWT. sehingga 
kits semua dapat menjadi manusia-manusia yang 
berakhlak, sabar dan syukur, hingga dapat meraih 
keridhaan Allah SWT. Amin. 
Makassar, 11 Maret 2009 
Hamzah Halim & Kemal Redindo 
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Sebagai salah satu sumber hukum, peraturan perundang-undangan tidak selalu 
menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas, karena 
hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi 
oleh banyak faktor dan kepentingan. Di dalam Kajian Ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor 
yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara 
baik, yakni : Mempunyai dasar keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan filosofis. 
Faktor penggunaan bahasa yang baik tampaknya juga ikut mempengaruhi sebuah 
peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibayangkan akibat yang timbul jika 
peraturan perundang-undangan terjadi ketidakjelasan arti dalam perumusan, atau 
rumusan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai arti, inkonsistensi dalam penggunaan 
peristilahan, sistematika yang tidak baik dan bahasa yang sukar dimengerti dan lain 
sebagainya. 
Disamping keberlakuan yuridis, sosiologis, filosofis dan penggunaan bahasa yang 
baik sebagai parameter sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, faktor politik 
juga dapat dimasukkan sebagai parameter untuk menilai peraturan perundang-undangan. 
Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat 
yang sedang membangun dimana pembangunan merupakan keputusan politik, sedangkan 
pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum.1 
Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya, politik 
kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dalam 
hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh 
politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada 
hukum. Penelitian yang dilakukan. Mahfud MD menunjukkan bahwa konfigurasi politik 
yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi 
politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif.2 
Dalam kaitan kondisi politik dan hukum sangat menarik untuk dikemukakan 
pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mencetuskan suatu teori mengenai tiga 
keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yaitu : 
                                                 
1
  Lihat Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu KaJian Sosiologis dan Filosolis), PT Toko Gunung Agung, 
Jakarta, 2002 hal 99 
2
  Untuk pemahaman yang mendalam tentang hubungan kondisi politik dengan produk hukum baca Moh. 
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998. 
 2 
1. Hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan refresif; Hukum represif 
banyak mengandalkan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak 
rakyat. Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan terpeliharanya dan 
diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas dan penyelesaian 
pertikaian. Pada umumnya hukum represif menunjukkan ciri sebagai berikut : (1) 
institusiinstitusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum diidentikkan 
dengan raison d'etat ; (2) perspektif resmi mendominasi segalanya. Di dalam 
perspektif ini penguasa cenderung mengidentifikasikan kepentingannya dengan 
kepentingan masyarakat; (3) kepentingan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan 
dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-
keluhannya, apabila keadilan semacam itu memang ada, adalah terbatas; (4) badan-
badan khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas; (5) 
suatu rezim hukum rangkap melembagakan keadilan kelas dengan 
mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial; (6) hukum dan 
otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan.3 
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan refresi dan 
melindungi integritasnya sendiri. 
Karakter khas dari hukum otonom dapat di ringkas sebagai berikut : (1) hukum 
terpisah dari politik. Secara khas sistem hukum ini menyatakan kemandirian 
kekuasaan peradilan dan membuat garis tegas antara fungsifungsi legislatif dan 
yudikatif; (2) tertib hukum mendukung "model peraturan" (model of rules). fokus pada 
peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat. Pada saat 
yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun resiko campur 
tangan lembaga-lembaga hukum dalam wilayah politik; (3) "prosedur adalah jantung 
hukum". Keteraturan dan keadilan (faimess) dan bukannya keadilan substantif 
merupakan tujuan utama dan kompetensi utama dari tertib hukum; (4) "ketaatan 
pada hukum" dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-
peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui 
proses politik kehakiman. 4 
3. Hukum responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Adapun karakteristik utama dari hukum responsif yakni : (1) dinamika 
perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan; (2) tujuan 
membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim 
hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan 
semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata; (3) karena hukum memiliki 
keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik dan lalu 
meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah 
institusi hukum namun yang juga bisa mengancam memperlemah integritas 
institusional; (4) di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan 
                                                 
3  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society In Transition: Toward Responsive 
Law, Harper and Raw Publisher, New York, 7978, hal 29-52 
4
 Bruggink, Op. Cit, hal 53-72 
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dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung kepada model 
institusi hukum yang lebih kompeten. 
Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, dibuat dengan 
maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat atau dengan kata lain untuk efektif atau 
hukum tersebut berperan sesuai fungsinya. 
Apabila yang dibicarakan masalah berfungsinya atau efektifnya hukum dalam 
masyarakat, biasanya perhatian diarahkan pada kenyataan bahwa apakah hukum 
benar-benar berlaku atau tidak. 
Di dalam teori hukum biasanya dibedakan antara 3 macam hal berlakunya 
hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut: 
1. Hukum berlaku secara Yuridis, apabila ketentuannya didasarkan pada norma yang 
lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang 
telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan keharusan antara 
suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann). 
Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu 
merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah 
hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. sistem kaidah hukum yang 
demikian itu terdiri atas suatu keseturuhan hirarki kaidah hukum khusus yang 
bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang 
lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.5 
Keberlakukan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan diperinci dalam syarat-
syarat: Pertama, Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 
perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 
badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang--
undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala 
akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal 
harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka 
UU tersebut batal demi hukum. 
Kedua, Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-
undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan 
perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk 
ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan 
tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa 
sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau 
kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya keputusan Presiden maka keputusan 
tersebut dapat dibatalkan. 
Ketiga, Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak 
diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau 
tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan daerah 
                                                 
5  keberlakukan yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum 
murni (Reine Rechtlehre) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih lanjut perhatikan 
J.J.H. Bruggink, 1996. Refleksi Tentang Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti, hal 150-
152 
 4 
dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah, kalau ada Peraturan 
daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum. 
Keempat, Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang 
bertentangan dengan UUD.6 
Dalam kaitan dengan dasar berlaku secara yuridis dari peraturan perundang-
undangan maka Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan 
beberapa pendapat: 
1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan 
kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. 
2. W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi 
syarat-syarat pembentukannya. 
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan 
(Hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya.7 
2. Hukum berlaku secara Sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah 
tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima 
oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau 
diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). 
Dasar berlaku secara empiris/sosiologis maksudnya adalah jika para warga 
masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakukan 
empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga 
masyarakat. Jika dari penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku 
dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakukan 
empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan 
yang hidup dalam masyarakat.8 
Dengan dasar sosiologis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterima 
oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi 
Purbacaraka mencatat dual landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya 
suatu kaidah hukum, yaitu : 
1. Teori kekuasaan, Secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan 
penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. 
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan berdasarkan penerimaan 
dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.9 
Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat. Lawrence 
M. Friedman10 menyatakan bahwa The legal sistem is not a machine, it is run by 
human being. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses 
pemberlakukan/penegakan hukum. 
                                                 
6  Bagir Manan, Dasat-dasar...op. cit. Hal. 14 -15 
7
  Soerjono S. dan Purnadi P. , Perihal Kaidah Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1993 hal 88-89 
8   Bruggink, Op. Cit. hal , 149-150 
9  Soerjono S dan Purnadi P., Perihal... Op.Cit hal. 91-92 
10
  Lawrence M. Friedman, 1975. The Legal System: Social Science Perspective, New York: Russel sage 
Foundation 
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Lebih lanjut Friedman menyebutkan bahwa Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang 
cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni : Pertama, 
Faktor substansi hukum substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola 
perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti 
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, 
mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 
Substansi juga mencakup Living Law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan 
yang ada dalam kitab undang-undang.  
Kedua, Faktor struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian 
yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia 
misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka 
termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis 
pengadilan, yurisdiksinya jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta 
bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang 
menghentikan gerak. 
ketiga, faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukumkepercayaan, 
nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana 
pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 
disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati 
yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.11 
Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu 
adalah sebagai berikut : (1) struktur diibaratkan sebagai mesin;(2) substansi adalah 
apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu; dan (3) kultur hukum 
adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau 
mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 
3. Hukum tersebut berlaku secara Filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum 
sebagai nilai positif tertinggi (Soekanto, 1979:46-47). 
Setiap masyarakat selalu mempunyai "Rechtsidee" yakni apa yang masyarakat 
harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya 
keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau 
rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, 
pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain 
sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, 
artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum 
diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-
nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.12 
Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan 
keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. 
Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari 
aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur 




  Bagir Manan, Dasar-dasar…Op. Cit hal 17 
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yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum-hukum akan kehilangan 
maknanya.13 
Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-
nilai yang terkandung cita hukum kedalam norma hukum tergantung pada tingkat 
kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk 
peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut 
dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. 
Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila 
sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang 
hendak dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam 
cita hukum tersebut. 
Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari 
berbagai kalangan, karena Pancasila selama berkuasanya rezim Orde "Baru" telah 
dijadikan sebagai instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi 
terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan "luar" kekuasaan Orde "Baru" 
dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Dibalik hujatan dan 
kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai Pancasila tetaplah seperangkat nilai 
luhur yang harus terus dipertahankan, karena Pancasila merupakan titik 
pertemuan (kalimatun sawa) dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di 
negeri ini. Dalam kaitan ini menarik dikutip pendapat Nurcholish Madjid14 berikut 
ini: 
Pancasila merupakan pendukung besar, karena dari semula ia mencerminkan 
tekad untuk bertemu dalam titik kesamaan antara berbagai golongan di negara 
kita. Sikap mencari titik kesamaan ini mempunyai nilai keislaman, seperti telah 
diuraikan, Namun isi masing-masing sila itu juga mempunyai nilai-nilai keislaman, 
maka kaum muslim Indonesia secara sejati terpanggil untuk ikut berusaha mengisi 













                                                 
13  Baca Esmi Warassih P., 2001. "Fungsi Cita Hukum Dalam Penyusunan Peraturan 
Perundangan Yang Demokratis" dalam Arena Hukum Majalah Hukum FH Unibraw No. 
15 tahun 4, November 2001, hal. 354-361 
14  Nuroholish Madjid, 2000. Islam, Dokirln dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, hal. xcviii 
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Lebih lanjut tentang dasar keberlakuan hukum tersebut di atas, Purbacaraka 
dalam (Soekanto, 1988:14-15); (Lubis, 1989:7-8) berpendapat, bahwa agar suatu 
ketentuan hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki, maka terhadap 
ketentuan hukum tersebut harus memenuhi ketiga dasar keberlakuan hukum 
tersebut di atas, disebabkan karena sebagai berikut: 
1) Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah 
tersebut merupakan kaidah mati (dode regel). 
2) Kalau hukum berlaku secara sosiologis (maka mungkin hukum berlaku dalam arti 
teori kekuasaan) maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. 
3) Apabia hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya 
merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) 
 
Di dalam hubungan ini perlu pula dikemukakan pandangan Burkhartdt Krems 
dalam Attamimi (1990:317-318) yang menyatakan bahwa proses pembentukan suatu 
peraturan perundang-undangan meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan 
isi peraturan di satu pihak, dan kegiatan menyangkut pemenuhan bentuk peraturan, 
yaitu metode pembentukan peraturan dan proses serta prosedur pembentukan 
peraturan di lain pihak. Dua kegiatan tersebut idealnya dilaksanakan serentak, 
meskipun setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
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sendiri-sendiri, apabila peraturan perundang-undangan tetap berlaku sebagaimana 
mestinya, baik secara yuridis, secara politis, maupun secara sosiologis. 
Berdasar pada uraian di atas, maka penulis dapat menjelaskan, bahwa agar 
suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat berlaku efektif, maka 
idealnya dasar pemikiran yang mendasari proses pembuatan suatu peraturan 
perundang-undangan adalah dasar pemikiran yuridis, sosiologis dan filosofis. 
Metode pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat 
menentukan apakah kelak peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dapat 
mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya (efektif). Karena itu, bantuan 
dari disiplin ilmu terkait semacam sosiologi hukum, ilmu pengetahuan tata hukum dan 
ilmu tentang perencanaan sangat bermanfaat sebagai ilmu bantu dalam proses 
pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. 
Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu 
peraturan perundang-undangan yang baik, maka peraturan perundang-undangan 
tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang ditetapkan dalam 
proses dan prosedur pembentukannya.  
Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak tiga 
dasar pemikiran, yaitu: 
 
1. Dasar Filosofis 
Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang 
menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu 
rancangan/draft peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia dasar 
filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah 
suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan 
Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia. 
Peraturan Hukum (Peraturan Perundang-undangan) merupakan 
pembadanan dari norma hukum/kaidah hukum dan merupakan sarana yang paling 
lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum. Peraturan 
hukum menggunakan sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat 
ditangkap oleh masyarakat, dengan menggunakan konsep-konsep/ pengertian-
pengertian untuk menyampaikan kehendaknya (Rahardjo, 1991:41 - 42). 
Peraturan hukum itu diturunkan dari asas hukum dan bahwa asas hukum 
itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Di samping itu, asas hukum juga 
merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini 
berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-
asas tersebut. Kecuali disebut dasar/ landasan, asas hukum ini juga lazim disebut 
sebagai dasar/ alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio 
legis dari peraturan hukum (Rahardjo, 1991:45). 
Asas hukum yang sangat umum dapat disebut sebagai dasar pemikiran 
yang mendasari suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran 
yang mendasari suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, di samping 
asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus. 
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Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, dan karena 
mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara 
peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis 
masyarakatnya (Rahardjo, 1991:45). 
 
(a) Pendapat Para Ahil tentang Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
 
Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum. 
Van der Vlies menyatakan bahwa di negeri Belanda asas hukum 
pembuatan peraturan perundang-undangan berkembang melalui lima sumber, 
yaitu saran-saran dari Raad Van Staat (semacam Dewan Pertimbangan Agung 
di Indonesia dahulu), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan 
peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, 
putusan-putusan hakim, petunjuk teknik perundang-undangan dan hasil akhir 
komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan, 
dengan bahan hukum sekunder Iainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut 
adalah sangat penting (Attamimi, 1990:322). 
Para ahli memandang bahwa asas-asas tersebut dibagi menjadi asas-
asas yang bersifat formil dan asas-asas yang bersifat materiil. Asas-asas formil 
yaitu asas yang berkenaan dengan tata cara pembuatan dan bentuknya, dan 
asas-asas materiil yaitu asas-asas yang berkenaan dengan materi muatan 
peraturan perundang-undangan. 
Adapun pendapat ahli antara lain sebagai berikut: 
 
1) Montesquieu 
Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-
asas yakni sebagai berikut: 
i. Gaya harus padat (Concise) dan mudah (Simple); kalimat-kalimat bersifat 
kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang 
membingungkan. 
ii. lstilah yang diinginkan hendaknya sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan 
tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim 
untuk perbedaan pendapat yang individual 
iii. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, 
menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik 
iv. Hukum hendaknya tidak halus (not be subtle), karena hukum di bentuk 
untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan latihan 
logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata. 
v. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, 
pembatasan, atau pengubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-
benar diperlukan. 
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vi. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif/dapat diperdebatkan; lebih 
berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih 
menimbulkan pertentangan-pertentangan. 
vii. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan 
masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak 
mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakekat 
permasalahan; sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan 
membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan 
menggoyahkan kewibawaan negara (Attamimi, 1990:324). 
 
2) Jeremy Bentham 
Jeremy Bentham mengemukakan ketidaksempurnaan (Unperfections) 
yang dapat mempengaruhi undang-undang (Statute Law) dan dapat dijadikan 
asas-asas bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. 
Ketidaksempurnaan tersebut dibagi dalam 2 derajat/ tingkatan. 
Ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal yang meliputi: 
i. anti ganda (ambiguity) 
ii. kekaburan (abscurity) 
iii. terlalu luas (over butkines) 
sedang ketidak sempurna deraat ke 2 disebabkan hal-hal yang meilputi: 
i. ketidaktepatan ungkapan (Unsteadines in respect of expression) 
ii. ketidak tepatan tentang pentingnya sesuatu (Unsteadiness in respect of 
import) 
iii. berlebihan (Redundancy) 
iv. terlalu panjang lebar (long in dedness) 
v. membingungkan (entalement) 
vi. tanda-tanda yang memudahkan pemahaman (nakedness in respect of helps 
to intellection) 
vii. ketidakteraturan (disordsliness) 
(Attamimi, 1990: 325) 
 
3) Lon. L. Fuller 
Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan 
perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur 
masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan 
berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memperhatikan asas-asas 
yang diambilnya dari principles of legality, yaitu: 
(i) Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang 
bersifat ad-hoc. 
(ii) Peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan. 
(iii) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu tidak ditolak maka peraturan itu tidak bisa 
dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. 
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(iv) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. 
(v) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
(vi) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan. 
(vii) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan 
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 
(viii) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaanya sehari-hari. 
Kedelapan asas tersebut lebih dari sekedar persyaratan adanya suatu 
sistem hukum melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem 
hukum yang mengandung moralitas tertentu (Rahardjo, 1991:51-52) 
 
4) I. C. van der Vlies 
I. C. van der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan 
perundang yang patut (Beginselen Van behoolijke rejel geving) ke dalam asas 
formal dan materil (Soeprapto, 2002:96— 97), yaitu: 
Asas-asas formal meliputi: 
(i) Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidendelijk doelstelling). 
(ii) Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ) 
(iii) Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel) 
(iv) Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaar heids 
beginsel) 
(v) Asas consensus (het beginsel van consensus) 
Asas-Asas yang materiil meliputi: 
(i) Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van 
duidelijk terminologie an duiden deiijke sistematiek) 
(ii) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarhekI) 
(iii) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het recht 
gelijkeheidsbeginsel) 
(iv) Asas kepastian hukum (het rechzekerheids beginsel) 
(v) Asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu (het 
beginsel van de individuele rechts bedeling) 
5) Hamid S. Attamimi 
Hamid S. Attamimi di dalam disertasinya setelah membahas 
berbagai bahan menyangkut asas hukum umum dan asas-asas 
pembentukan peraturan perundangan baik yang berasal dari Cita Hukum 
Negara Republik Indonesia, norma fundamental negara Indonesia, Asas 
negara berdasar hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan 
asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi yang dianut oleh pemerintah 
negara Republik Indonesia, serta pendapat para ahli, maka berdasarkan 
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asas-asas tersebut akhirnya  merumuskan asas-asas yang khusus bagi 
perundang-undangan Indonesia yang disebutnya sebagai asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut. Asas-
asas tersebut meliputi : 
a. asas-asas formal, dengan perincian: 
1) asas tujuan yang jelas; 
2) asas perlunya pengaturan; 
3) asas organ/lembaga yang tepat; 
4) asas materi muatan yang tepat; 
5) asas dapatnya dilaksanakan; dan 
6) asas dapatnya dikenali; 
b. asas-asas material, dengan perincian: 
1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental 
Negara; 
2) asas sesuai dengan Hukum Dasar negara; 
3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar atas Hukum; 
dan 
4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem 
konstitusi (Attamimi, 1991:345-346). 
 
2. Dasar Yuridis 
Dasar Yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber 
hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-
undangan. 
Meskipun secara normatif dan ideal konstitusional Indonesia adalah negara 
hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktik, baik 
pada masa kini maupun masa depan tergantung pada budaya hukum dan politik 
yang berkembang di dalam masyarakat kita. Ada semacam mitos 
konstitusionalisme yang berkembang di banyak negara termasuk Indonesia, bahwa 
dengan memiliki dokumen konstitusi yang menjamin tegaknya negara hukum, 
maka segala persoalan akan selesai. Meskipun memang dalam banyak literatur 
kita ketahui bahwa sebuah negara hukum menghendaki orientasi kepada 
ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. 
Orientasi kepada negara hukum tidak semata-mata pada lembaga-lembaga 
yang akan menopangnya, tetapi juga bergantung pada keyakinan yang diterima 
secara luas bahwa proses hukum itu merupakan cara penyelesaian yang terbaik 
dan bahwa prinsip-prinsipnya adalah abadi. Jadi jika ada keyakinan yang kuat 
bahwa hukum adalah di atas segala-galanya, maka masyarakat akan menggunakan 
hukum sampai pada batas yang paling mungkin dilaksanakan. Keyakinan seperti itu 
bukannya tidak rasional, melainkan cukup masuk akal, karena aturan-aturan yang 
dibuat dan disepakati bersama itu bertujuan mencapai kemaslahatan dalam 
kehidupan bersama. Jadi hukum mengatasi kepentingan-kepentingan individu dan 
golongan. Kesadaran seperti di atas tampaknya belum menjadi kenyataan dalam 
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kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Mahendra dalam Achmad Ruslan, 
2005:64). 
Di dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, para ahli 
hukum Tata negara Indonesia pada umumnya sependapat bahwa kedudukan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Iebih tinggi daripada Batang Tubuh 
Undang-Undang Dasar itu. Sebab, di dalam pembukaan itulah tertuang rumusan 
dasar filsafat negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara Republik 
Indonesia. Rumusan itu bersifat singkat, namun memuat norma-norma yang paling 
mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk 
penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil 
dalam proses penyelenggaraan negara. 
Dilihat dari sudut pandang filsafat, maka rumusan dasar filsafat negara 
terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, kendatipun ia 
berada di luar sistem hukum, memainkan peranan normatif sebagai Ieitstern atau 
sebagai bintang yang akan memandu perumusan norma-norma hukum yang 
berada di bawahnya. 
Rumusan dasar filsafat negara atau ideologi negara yang dikandung oleh 
pembuakaan UUD 1945 ialah Pancasila. Rumusan Pancasila itu dapat pula disebut 
sebagai rumusan dasar dari cita hukum (rechtsidee) negara Republik Indonesia. 
Sebagai cita negara, ia dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam 
masyarakat (volksgeemenschapsidee) yang telah ada sebelum negara itu didirikan. 
Memang, sebelum negara Republik Indonesia berdiri, masyarakatnya telah ada 
sejak berabad-abad yang silam (Mahendra dalam Achmad Ruslan, 2005:65). 
Sebagai negara berdasar atas hukum (Rechtsstaat) yang modern, Negara 
Republik Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk 
mencapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi 
dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Pengubahan-
pengubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-
rencana perinciannya, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang mendukungnya, dan peraturan-peraturan kebijakan 
yang menunjang pelaksanaannya. 
Hakikat pembangunan di negara kita dewasa ini, balk pembangunan jangka 
panjang maupun pembangunan jangka pendek, ialah kehendak untuk mencapai 
tujuan-tujuan negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 dan rumusan-rumusan GBHN yang pernah ada yang merinci 
strateginya serta PELITA-PELITA yang merinci taktiknya. Sedangkan pembangunan 
itu sendiri pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila. 
Pembangunan yang sedang diselenggarakan, yang tidak lain adalah 
pengamalan Pancasila ke dalam kenyataan, diperlukan pengenalan, pengetahuan, 
dan pemahaman yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan. Untuk itu 
diperlukan ilmu di bidang peraturan perundang-undangan. 
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea 
keempat, dirumuskan dengan jelas bunyi Pancasila yang bukan dalam bentuk 
pokok-pokok pikiran, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 
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Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 
ialah Pancasila yang berwujud dalam hukum, dalam norma hukum, dalam hal 
pembukaan dari hukum dasar, dari Undang-undang Dasar. 
Apakah hubungan antara Pancasila yang berwujud dalam cita hukum dan 
Pancasila yang berwujud dalam negara hukum tertinggi? Sebagaimana kita 
ketahui, cita hukum selain mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar 
suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan maknanya 
sebagai hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah suatu 
hukum positif itu adil atau tidak adil. Demikian juga, dalam hal Pancasila 
merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila 
mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia 
merupakan tata hukum yang benar, dan di samping itu mempunyai fungsi regulatif 
yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan 
hukum yang adil atau tidak (Oesman dan Alfian, 1996:69). 
Terkait dengan hal ini relevan dengan teori hierarchy of norms (Hans 
Kelsen, 1949:123-124) bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia 
diciptakan/dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi, hubungan 
hirarkis norma-norma hukum tersebut menggambarkan bahwa suatu norma 
hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya 
(norma yang lebih rendah). Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan 
norma yang lain dapat dipresentasikan sebagai suatu hubungan super- dan sub-
ordinasi. Sebuah norma yang menentukan pembentukan norma yang lain adalah 
norma yang superior, sedangkan norma yang diciptakan menurut hubungan ini 
adalah norma yang inferior. 
Lebih tegas, Hans Kelsen (Achmad Ruslan, 2005:68) mengemukakan 
sebagai berikut: 
Since a legal norm is valid because it is created in a way determined by 
another legal norm, the latter is the reason of validity of the former. The 
relation between the norm regulating the creation of another norm and this 
other norm may be presented as a relationship of super- and sub-
ordination... The norm determining the creation of another norm is the 
superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm. 
Pendapat Hans Kelsen di atas dapat dimaknai bahwa setiap peraturan 
perundang-undangan mensyaratkan dasar validitasnya dan norma lain yang 
membentuknya (norma yang lebih tinggi). Jadi, konsep hierarchy of norms Hans 
Kelsen dapat dijadikan acuan teoritis dalam hal mekanisme pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, konsep tersebut kelihatannya 
membutuhkan anasir lain pada aspek materil setiap peraturan perundang-
undangan. 
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Pada konteks itulah, materi muatan setiap peraturan perundang-undangan, 
peran dan aspek filosofis, sosiologis, dan politis sangat urgen dan strategis untuk 
melengkapi konsep Hans Kelsen tersebut. 
Kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Peter 
Noll (Achmad Ruslan, 2005:69) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-
undangan yang disebutnya gesetzgebungslehre itu meneliti isi dan bentuk norma 
hukum dengan tujuan mengembangkan kriteria, arah, dan petunjuk bagi 
pembentukan norma yang rasional. Terhadap sebutan ilmu pengetahuan 
perundang-undangan oleh Peter Noll, penulis mengistilahkan dengan ilmu 
perundang-undangan. Masalah pokok yang ditelitinya ialah bagaimana hukum 
yang melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal, sedangkan titik 
tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan sosial dapat 
dipengaruhi melalui norma perundang-undangan sesuai dengan arah yang 
diharapkan. Pengembangan dan pemantapan metode perundang-undangan 
merupakan bagian dari ilmu hukum. Dan meskipun tidak secara tegas 
menyebutkan sebagai bagian dari ilmu hukum yang interdisipliner, Ia menegaskan 
bahwa Gesetzgebungslehre merupakan suatu disiplin hukum (junstische DiszipIin) 
dalam arti ilmu pengetahuan yang ditekuni dan kegiatan yang digeluti oleh para 
ahli hukum.  
Selanjutnya, apa yang oleh Noll disebut gesetzgebungslehr, oleh Jurgen 
Rodig disebutnya Gesetzgebungstheorie meskipun dengan beberapa perbedaan 
yang prinsipil. Pendekatan Rodig yang regelungstheoretisch mengharuskan 
gesetzgebungstheorie-nya menjadi bagian yang tidak terlepas dan 
Regelungstheorie yang umum dan yuridis. Oleh karena itu, bagi Rodig, undang-
undang formal (formelle gesetz) hanyalah salah satu bentuk pengaturan yuridis, 
sedang apa yang kita kenal dengan Teori Perundang-undangan 
(gesetzgebungstheorie) tidak terbatas pada gesetz saja. Dengan demikian, Rodig 
memandang gesetzgebungstheorie sebagai bentuk multidisipliner dan pengolahan 
ilmu hukum yang menggunakan perspektif dan metode teoritis dan disiplin-disiplin 
lain, dengan tujuan meneliti gejala perundang-undangan. Seianjutnya, menurut 
Rodig, gesetzgebungstheorie mengandung dua segi, yaitu statik dan dinamik. Yang 
pertama menyangkut proses perumusan isi peraturan, dan yang terakhir 
menyangkut proses pemilihan isi peraturan dan alternatif-alternatif yang tersedia 
(Attamimi, 1992:13). 
Pada konteks ini Burkhardt Krems berpendapat lain. Menurutnya, ilmu 
pengetahuan perundang-undangan yang ia sebut gesetzgebungswissenschaft 
mempunyai dua arah penelitian, yaitu gesetzgebungstheorie dan 
gesetzgebungslehre. Yang pertama berorientasi kepada menjelaskan dan 
menjernihkan pemahaman-pemahaman, sedangkan yang terakhir berorientasi 
kepada melakukan perbuatan/tindakan yaitu membentuk peraturan. (Attamimi, 
1992:13). Terhadap istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan yang 
dikemukakn oleh Krems, untuk sistematika berpikir, penulis mengistilahkan ilmu 
perundang-undangan dalam anti luas, yang terdiri atas teori perundang-undangan 
dan ilmu perundang-undangan dalam anti sempit. 
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Lebih lanjut, Krems menyatakan bahwa dalam lingkup ilmu perundang-
undangan yang sempit yang ia istilahkan dengan gesetzgebungslehre mempunyai 
tiga subbagian disiplin, yaitu: proses perundang-undangan atau 
gesetzgebungsverfahren (slehre), metode perundang-undangan atau 
gesetzgebungsmethode (nlehre), dan teknik perundang-undangan atau 
gesetzgebungstechnik (Iehre). (Attamimi, 1992:15). 
Pada aspek proses perundang - undangan atau gesetzgebungsverfahren 
(slehre), maksudnya bahwa proses perundang-undangan meliputi berbagai tingkat 
penyelesaian, seperti tingkatan persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian, dan 
pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Namun demikian pada aspek ini 
seorang ahli perancang perundang-undangan harus memprioritaskan sisi tingkatan 
persiapan dan tingkatan penetapan. Pada sisi tingkatan persiapan, produk 
perundang-undangan masih dalam taraf ide dan taraf penyusunan yang lazim 
disebut naskah akademik. Pada sisi tingkatan penetapan, dibutuhkan pengetahuan 
dan pemahaman yang benar menyangkut prosedur dan tata kerja yang ditentukan 
sistem pemerintahan yang berlaku (Attamimi, 1992a:4). 
Menyangkut sisi metode perundang-undangan atau 
gesetzgebungsmethode (nlehre), pemaknaannya adalah merealisir esensi 
peraturan perundang-undangan, yakni bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan 
tertentu, mengarahkan, mempengaruhi, dan menertibkan prilaku warga negara 
dan aparatur negara melalui peraturan perundang-undangan (Attamimi, 1992a : 4 
-5). 
Selanjutnya yang dimaksud dengan teknik perundang-undangan atau 
gesetzgebungstechnik (Iehre) di dalam konteks ini adalah bagaimana pembahasan 
teks materi muatan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan 
pengertian yang kabur dan absurd (Attamimi, 1992a:5-6). Terkait dengan hal ini, 
Robert C. Dick, Q. C. (1972:2-3) menyatakan: “drafting is really an art and not a 
science” Seni yang dimaksud dalam konteks ini adalah dibutuhkannya kemampuan 
tertentu menuangkan norma-norma dalam proses penyusunan peraturan 
perundang-undangan pada aspek pembahasaannya. Hal ini dapat diketahui 
sebagaimana Dick, lebih lanjut, mengatakan: “drafting is concidered a mere literary 
exercise...“. 
Beranjak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, pada satu sisi, terdapat aspek seni kebahasaan 
(literary) di dalamnya yang menjadi sub bagian dari teknik perundang-undangan 
(gesetzgebungstechnik). Namun di sisi lain, pada bagian teknik perundang-
undangan (gesetzgebungstechnik) tetap dititikberatkan juga aspek penggunaan 
sistematika yang baku bagi penuangan ketentuan-ketentuan pada materi muatan 
sebuah peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan teori - teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa 
landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ 
dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Seperti, 
landasan yuridis dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan 
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yuridis dibentuknya Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang 
tersebut.  
 
Landasan yuridis ini dapat dibagi dua, yaitu: 
1. Landasan yuridis dan sudut formal; yaitu landasan yuridis yang memberikan 
kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan 
tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan landasan 
yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat 
peraturan daerah. 
2. Landasan yunidis dan sudut materil; yaltu landasan yang memberikan dasar 
hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 
Tahun 2004 yang memberikan kewenangan dibuatnya Perda tentang 
Pembentukan Kelurahan. Hal pembentukan kelurahan tersebut di atas 
merupakan landasan yuridis dari sudut materil. 
 
3. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang 
merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya 
pembuatan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada 
dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Sebagai contoh 
di bidang perikanan, salah satu instrumen pengaturan adalah perizinan perikanan. 
Dalam hubungan ini dibuatlah Perda untuk menghindari terjadinya penangkapan 
ikan yang melebihi penangkapan semestinya, demikian pula penggunaan alat 
tangkap ikan yang tidak sesuai, karena dengan melebihi jumlah yang ditentukan 
serta penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dapat merusak sumber daya 
perikanan, sedang hal ini tidak dikehendaki oleh masyarakat. Karenanya perlu 
dihindari dengan membuat Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan. Perda 
tentang Izin Usaha Perikanan tersebut mengatur berbagai hal agar sumber daya 
perikanan tetap dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan bahkan 
melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menguntungkan masyarakat 
dan negara melalui usaha perikanan yang dalam ketentuannya juga mengatur 
mengenal pungutan retribusi izin usaha perikanan. 
 
4. Dasar Hukum 
Sebelum menguraikan tentang dasar hukum, terlebih dahulu perlu 
diuraikan mengenal sumber-sumber hukum, agar pembahasan dalam buku ini ini 
menjadi jelas posisinya, dan hal ini akan membawa implikasi pada fungsi peraturan 
perundang-undangan, sebagai salah satu dari sumber hukum. 
Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam sumber hukum materil dan 
sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983:84-85), sumber hukum materil 
adalah perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang 
menjadi penentu isi hukum. sedangkan sumber hukum formal adalah yang 
menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum. 
Achmad Ali (2002:108) menyebut sumber hukum formal adalah: (1) undang-
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undang; (2) kebiasaan; (3) traktat atau perjanjian internasional; (4) yurisprudensi; 
(5) doktrin; (6) hukum agama. Urutan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum 
Eropa Kontinental yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dan 
hukum. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon, yurisprudensi ditempatkan 
lebih utama daripada undang-undang. 
 
Dasar Peraturan Perundang-undangan Dalam UUD 1945 
1) Sendi kerakyatan (Demokrasi). 
Dasar Kerakyatan tertuang di dalam sila empat dasar negara “kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, 
badan perwakilan sebagai musyawarah paham kerakyatan (demokrasi) adalah 
badan yang menjalankan fungsi legislatif disamping fungsi pengawasan dan 
anggaran. 
Rakyat yang menjadi sumber dan sekaligus pembuat peraturan untuk 
mengatur diri mereka sendiri dan pemerintahannya. Semua peraturan pada 
dasarnya harus dibentuk secara demokratik (Manan, 1997:182-185). 
Untuk mewujudkan prinsip tersebut diadakanlah sistem perwakilan di 
Indonesia pada tingkat pusat yaitu MPR, DPR, dan pada tingkat daerah adalah 
DPRD Propinsi kabupaten dan Kota. 
MPR menetapkan dan mensyahkan UUD. DPR membentuk undang-undang 
dengan bersetujuan bersama Presiden dan DPRD Propinsi Kab dan kota 
membentuk Peraturan Daerah (Perda) dengan persetujuan bersama Gubernur, 
Bupati dan Walikota dengan DPRD. 
Meskipun dalam kenyataan tidak semua peraturan perundang-undangan di 
bentuk oleh lembaga perwakilan, tetapi sendi kerakyatan (Demokrasi) tetap 
dilaksanakan melalui cara delegasi melalui Undang-undang atau kewenangan yang 
diatur dalam undang-undang. 
2) Sendi Negara berdasar atas hukum 
Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara Hukum telah ditegaskan 
dalam UUD 1945 yang sudah di amandemen. Negara berdasar atas hukum ini 
salah satu asas yang penting adalah Asas Legalitas. Untuk mewujudkan asas 
legalitas tersebut perlu dibuat aturan hukum antara lain dengan bentuk peraturan 
Perundang-undangan. 
Sesuai dengan sendi kerakyatan tersebut. Peraturan dibentuk secara 
demokratis, oleh sebab itu secara materil tidak dapat dipisahkan antara sendi 
kerakyatan dan sendi negara berdasar atas hukum. 
Negara hukum semacam ini lazim disebut negara hukum yang demokratis 
(democratische rechstaat) (Manan, 1997:104). 
3) Sendi negara atas dasar konstitusi ( konstitusionalisme). 
Pada negara berdasar atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara 
berdasar atas hukum, oleh sebab kedua sendi ini bertujuan untuk membatasi 
keharusan pemerintah dengan menolak tiap bentuk kekuasaan tanpa batas 
(Absolutisme). Pembatasan kekuasaan menurut Sendi Konstitusialisme dilakukan 
dalam menciptakan UUD (konstitusi tertulis). Meskipun kata konstitualisme tidak 
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ada dalam konstitusi, tetapi unsurnya terdapat dalam konstitusi (UUD 1945) yakni 
adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia, hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kekuasaan tak terbatas (Absoulutisme) 
yang menjadi dasar sendi Konsititusionalisme. 
Untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan dilakukan melalui 































Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
 
Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental di dalam suatu 
sistem hukum kita temukan kembali dari banyak teoritisi hukum. Paul Scholten misalnya 
menguraikan asas hukum sebagai "pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 
belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan di dalam aturan-aturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan 
dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”16 
Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan 
"jantungnya" peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan 
yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-
peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali 
disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis 
kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada 
dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya."17 
Oleh karena itu Paton menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hukum itu 
hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekadar 
kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas 
hukum, hukum itu bukan merupakan sekadar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu 
disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. 
apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan 
pertimbangan etis disitu. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang 
demikian itu, atau setidak-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearah itu.18 
Dari definisi yang diberikan oleh Scholten tersebut di atas, Bruggink menyatakan 
bahwa peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum 
dalam bentuk kaidah perilaku. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas 
hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari meta-kaidah.19 
Di dalam hal pertama (bentuk yang kuat), asas hukum itu dapat dipandang sebagai 
suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan demikian secara 
prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini, 
misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah argumentasi berkenaan dengan 
penerapan kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen 
bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan 
pedoman (bagi pelaku). 
Di dalam hal kedua (bentuk yang lemah), asas-asas hukum itu tampaknya dapat 
dianggap termasuk dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, namun 
                                                 
16
  Lihat dalam J.J.H Bruggink, 1996. Refleksl Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 119 " 
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memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan 
gradual saja antara asas hukum dan kaidah perilaku. Di dalam pandangan ini, maka asas 
hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini 
memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu 
menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu maka asas dapat 
dinyatakan termasuk tipe meta kaidah. Asas hukum itu juga sekaligus merupakan 
perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada 
perilaku yang dikehendaki.20 
Para ahli juga memberikan uraian tentang beberapa perbedaan antara asas hukum 
dengan kaidah perilaku (aturan hukum). Pendapat yang banyak dianut oleh banyak 
teoritisi adalah bahwa asas hukum bersifat umum sedangkan kaidah perilaku (aturan 
hukum) bersifat khusus. Dengan "umum" dimaksudkan bahwa asas hukum memiliki 
wilayah penerapan yang lebih luas ketimbang kaidah perilaku. Makin besar wilayahnya, 
makin lebih umum kaidah hukumnya, makin lebih abstrak aturan hukum yang 
dirumuskannya. 
Di dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum sebagai kaidah penilaian 
fundamental adalah kaidah hukum yang paling umum. Bahwa suatu kaidah hukum adalah 
"umum", berarti bahwa ia dalam penerapannya harus dikhususkan dengan 
mengarahkannya pada situasi faktual. Ini sesungguhnya berarti bahwa kaidah hukum itu 
tidak cukup jelas mengharuskan, bagaimana orang seharusnya berprilaku dalam situasi 
faktual itu. Dalam hal kaidah perilaku yang terjadi justeru yang sebaliknya. Kaidah hukum 
yang khusus ini, yang timbul dari aturan hukum yang dirumuskan lebih konkrit, 
memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbuatan. Asas hukum sebagai kaidah 
hukum yang umum hanya memberikan suatu ukuran nilai. Ukuran nilai itu baru di dalam 
kaidah perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus memperoleh bentuk yang sedemikian 
rupa, sehingga memunculkan pedoman yang jelas bagi perbuatan, misalnya dengan jalan 
memberikan suatu hak atau meletakkan (membebankan) suatu kewajiban.21  
Perbedaan kedua antara asas hukum dan kaidah perilaku (aturan hukum) antara 
lain diajukan oleh Paul Scholten dan berada dalam garis pikiran dari perbedaan pertama. 
Scholten berpendapat bahwa aturan hukum memiliki isi yang jauh lebih konkrit, yang 
menyebabkan aturan itu dalam penemuan hukum dapat diterapkan secara langsung. 
Berlawanan dengan itu asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara 
tidak langsung, yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. 
Aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan 
aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan hukumnya menimbang-nimbang 
berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lain.22 
P.W. Brouwer menyatakan bahwa perbedaan antara asas hukum dan aturan 
hukum terdapat dalam kekuatan inferensial. Selanjutnya ia menunjukkan bahwa 
perbedaan ini tidak dapat dijabarkan dari perumusan dari ukuran, melainkan dari cara 




  Ibid, hal 124 
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  Ibid, hal 125 
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bagaimana orang menggunakan aturan tersebut. Sebagai contoh ia mengajukan ukuran 
"tiada hukum tanpa kesalahan". Kita menggunakan ukuran ini sebagai aturan, jika kita 
menerima bahwa ketidakberadaan kesalahan secara logis niscaya dengan sendirinya 
membawa pada kesimpulan bahwa tiada hukuman boleh dijatuhkan. Kita menggunakan 
ukuran ini sebagai asas, jika kita menganggap ketidakberadaan kesalahan sebagai alasan 
untuk eventual (dalam hal tertentu) tidak menjatuhkan hukuman, tetapi alasan ini tidak 
perlu selalu harus diikuti. 
Di dalam perspektif pembentukan peraturan, Montesquieu di dalam karyanya 
L'esperit des Lois mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi di dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni; 
1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa 
pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya 
merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; 
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga dengan 
demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual; 
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan 
menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis; 
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia 
ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan ratarata, bahasa hukum 
tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya penalaran sederhana yang 
bisa dipahami oleh orang rata-rata;  
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, 
pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan; 
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif) adalah bahaya merinci 
alasan-alasan karena hal itu akan menimbulkan konflik; 
7. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya mempertimbangkan masak-
masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-
sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan, sebab hukum yang 
lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan 
mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.23 
Lebih lanjut terdapat 8 (delapan) Azas atau Principle of Legality yang disebutkan 
oleh Lon L. Fuller dalam bukunya Morality of Law, yaitu : 
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini 
adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan bersifat ad 
hoc. 
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu 
tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah 
                                                 
23  Pendapat ini dikutip oleh Sumali dari Disertasi Hamid. S. Attamimi. l.ihat Sumali, 
Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu), UMM Press, 
Malang, 2002 hal. 124-125 
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laku. Membolehkan pengaturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan 
yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Suatu sistem 
tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 
5. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat 
dilakukan. 
6. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga 
menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 
7. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya 
sehari-hari.24 
Sementara itu Van der Vlies membagi asas di dalam pembentukan peraturan yang 
patut kedalam asas yang formal dan material. Adapun Asas yang Formal meliputi: 
1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketepatan letak 
peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, 
tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan 
dibentuk tersebut. 
2. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang 
menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;  
3. Asas perlunya pengaturan. Merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif 
maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema 
pemerintahan; 
4. Asas dapatnya dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan 
secara efektif; 
5. Asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang 
ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen. 
Sedangkan Asas-Asas Materiil meliputi : 
1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap peraturan 
hendaknya dapat dipahami oleh rakyat; 
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik 
ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum; 
3. Asas kepastian hukum (asas legalitas), artinya peraturan yang dibuat mengandung 
aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda. 
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud 
memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu 
yang menyangkut kepentingan individual.25 
Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang--
undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan 3 (tiga) macam Asas yang secara 
berurutan disusun, sebagai berikut : 
                                                 
24 Pendapat Fuller dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya, llmu Hukum, Alumni, 
Bandung, 1986 hal. 91-92 
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1. Asas Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai rechtsidee juga 
merupakan norma fundamental negara; 
2. Asas Bernegara berdasarkan Atas Hukum dan Asas Pemerintahan berdasarkan Sistem 
Konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas 
ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas 
penyelenggaraan pemerintahan 
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.26 
Berbagai pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana 
dijelaskan di atas sebagian besar sudah diakomodasi menjadi hukum positif. Di dalam 
Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU P3) disebutkan Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, antara lain: 
1. Asas Kejelasan Tujuan 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat 
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat 
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh pejabat/ 
lembaga yang tidak berwenang 
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dengan Materi Muatan 
Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-
undangannya. 
4. Asas Dapat Dilaksanakan 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan 
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
6. Asas Kejelasan Rumusan 
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau 
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  
7. Asas Keterbukaan 
Di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan 
terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang 
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seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan 
perundang-undangan. 
Di dalam Pasal 6 UUP3 dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-
undangan mengandung asas : 
1. Pengayoman 
Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan 
dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.  
2. Kemanusiaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional. 
3. Kebangsaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan 
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
4. Kekeluargaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan. 
5. Kenusantaraan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila. 
6. Bhineka tunggal ika 
Materi muatan peraturan, perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya 
yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
7. Keadilan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan 
secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, 
gender, atau status sosial. 
9. ketertiban dan kepastian hukum; 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan 
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
Materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan 




Bagian Ketiga  
Filosofi, Mekanisme, Syarat Dan Teknik Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
 
A. Filosofi Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
 
Pembuatan peraturan perundang-undangan mempunyai suatu filosofi, seperti 
dikemukakan oleh Seidman (2001:43) bahwa: 
panduan ini menggunakan pemikiran fllosofis pragmatis. Hanya dengan 
mempelajari fakta mengenai permasalahan yang ada dan merefleksikan hal-hal 
tersebut, seorang pembuat keputusan dapat menentukan apa yang akan dilakukan 
selanjutnya. 
Itu berarti, bahwa Seidman menganut filosofi pragmatism dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dikenal pula: filosofi positivisme yaitu bahwa 
walaupun seorang dapat mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah yang terjadi, 
masalah yang seharusnya terjadi semata-mata tergantung kepada nilai-nilai sang pembuat 
keputusan. (Seidman, 2001 :43). 
Menurut penulis, ada kemungkinan penggabungan kedua filosofi perancangan di 
atas, yang dapat disebut filosofi positivisme pragmatisme, yaitu perancangan dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada nilai-nilai, kemudian 
menyesuaikannya dengan hal-hal yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
berdasarkan pengalaman yang disusun secara logis. Dengan demikian peraturan 
perundang-undangan yang menjadi hasil pembuatan peraturan perundang-undangan 
tidak hanya merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan, akan tetapi juga berisi nilai-
nilai etis dan bertumpu pada moral masyarakat. 
Filosofi yang mendasari pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan 
akan berimplikasi pada Iangkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan suatu 
rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, akan menghasilkan suatu 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Yang Baik 
 
1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (UU P3) yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 24 Mei 
2004 maka mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi 
di dalam satu undang-undang. 
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Di dalam Pasal 1 angka 1 UU P3 diatur bahwa proses atau mekanisme 
pembentukan undang-undang terbagi kedalam beberapa tahapan, yakni perencanaan, 
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan 
penyebarluasan. 
Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan 
skala prioritas undang-undang yang dibuat oleh DPR dalam suatu jangka waktu tertentu. 
Proses ini diwadahi oleh suatu program yang disebut dengan program legislasi nasional 
(Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan 
undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.27 
Hasil penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dan pemerintah dibahas bersama 
antara DPR dan pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPR melalui 
badan legislasi. 
Badan legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan prolegnas di lingkungan 
DPR dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari DPD dan/atau 
masyarakat.28 
Ada tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan perancangan sekaligus 
mengusulkan rancangan undang-undang, yakni Presiden, DPR dan DPD. Mekanisme 
perancangan dan pengusulan yang berlangsung di tiga lembaga negara tersebut akan 
diuraikan di bawah ini. 
 
a. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang yang berasal dari RAPERDA Usulan 
Presiden 
 
Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden berdasarkan UU P3 melalui 
beberapa tahapan yang harus dilalui yang terdiri dari tahapan persiapan, teknik 
penyusunan, dan perumusan. 
Selanjutnya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Perpu, Rancangan Peraturan 
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden membagi mekanisme perancangan 
undang-undang di intern pemerintah dalam 2 (dua) macam, yakni Perancangan RAPERDA 
berdasarkan Prolegnas dan perancangan RAPERDA yang tidak berdasarkan prolegnas. 
Perancangan RAPERDA yang berdasarkan prolegnas dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut : 
1. Pemrakarsa dalam menyusun RAPERDA dapat terlebih dahulu menyusun Naskah 
Akademik yang dilakukan secara bersama-bersama dengan departemen yang tugas 
dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat. 
Pelaksanaan Penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi 
atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian; 
2. Di dalam penyusunan RAPERDA, pemrakarsa membentuk panitia antar departemen 
yang terkait dengan lingkup substansi RAPERDA. Dalam rangka pembentukan panitia 
                                                 
27 Pasal 1 angka 1 Perpres No. 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan 
Pengelolaan Program Legislasi Nasional 
28
 Ibid, Pasal 8 
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antar departemen pemrakarsa mengajukan surat keanggotaan panitia antar 
departemen kepada menteri/pimpinan lembaga terkait. 
3. Ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan RAPERDA 
dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh 
keputusan atau arahan; 
4. Ketua panitia antar departemen menyampaikan perumusan akhir RAPERDA kepada 
pemrakarsa disertai dengan penjelasan secukupnya. Pemrakarsa dapat 
menyebarluaskan RAPERDA kepada masyarakat dalam rangka penyempurnaan oleh 
panitia antar departemen;  
5. Pemrakarsa menyampaikan RAPERDA kepada pimpinan lembaga/ menteri terkait 
dalam rangka harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan dan 
selanjutnya memberikan pertimbangan dan paraf persetujuan paling lambat 14 hari 
sejak RAPERDA diterima; 
6. Jika pemrakarsa melihat adanya perbedaan diantara pertimbangan yang diberikan 
maka pemrakarsa beserta menteri/ pimpinan lembaga menyelesaikan perbedaan 
tersebut; 
7. Apabila upaya penyelesaian tidak membawa hasil maka Menhukham melaporkan 
secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan perumusan ulang 
RAPERDA dilakukan pemrakarsa bersama Menhukham; 
8. Apabila RAPERDA tersebut tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi 
maupun dari segi perancangan perundang-undangan, Pemrakarsa mengajukan 
RAPERDA tersebut kepada Presiden guna disampaikan kepada DPR; 
9. Setelah Presiden menerima RAPERDA dan jika Presiden berpendapat bahwa masih 
mengandung permasalahan, maka presiden menugaskan Menhukham dan 
pemrakarsa mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RAPERDA dalam jangka 
waktu 30 hari kerja sejak penugasan RAPERDA disampaikan kepada Presiden. 
 
b. Mekanisme Pembentukan Undang Undang yang berasal dari RAPERDA Usulan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) 
 
Ada beberapa alat kelengkapan atau badan yang biasanya mengusulkan dan 
melakukan proses perancangan suatu RAPERDA, yaitu Fraksi, Badan Legislasi29, dan 
komisi, gabungan komisi dan minimal 13 anggota DPR secara kolektif. 
                                                 
29  Badan legislasi merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bertugas antara lain : 
(a) merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan 
RAPERDA untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran dengan 
tahapan : (1) menginventarisasi masukan dari anggota fraksi, komisi, DPD dan 
masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Baleg; (2) keputusan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) merupakan bahan konsultasi dengan pemerintah; (3) hasil 
konsultasi dengan pemerintah dilaprkan kepada rapat paripurna untuk ditetapkan; (b) 
menyiapkan usul Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR berdasarkan program 
prioritas yang telah ditetapkan; (c) menyempurnakan usul inisiatif RAPERDA yang 
disiapkan anggota, komisi, atau gabungan komisi, apabila diminta, dan selanjutnya 
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RAPERDA yang berasal dari Fraksi dipersiapkan oleh partai dimana partai 
membentuk tim pakar yang menyusun masukan masyarakat melalui dewan pengurus 
pusat dan dewan pengurus daerah partai guna dijadikan bahan dalam menyiapkan 
RAPERDA yang akan diusulkan.30 
Pengajuan RAPERDA usul inisiatif DPR disampaikan secara tertulis oleh beberapa 
anggota DPR atau pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Badan 
legislasi (Baleg) kepada pimpinan DPR. Pengajuan tersebut juga menyertakan keterangan 
atau naskah akademik yang mendasari pemikiran atas RAPERDA yang diajukan, daftar 
nama pengusul dan tanda tangan, serta nama fraksinya.31 
Selanjutnya pimpinan DPR akan meminta Badan Musyawarah (Bamus) untuk 
menjadualkan RAPERDA usul inisiatif tersebut untuk dibahas dalam rapat paripurna guna 
mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR untuk dijadikan RAPERDA usul DPR. 
Di dalam rapat paripurna berikutnya setelah diterimanya RAPERDA usul inisiatif, 
pimpinan DPR akan menginformasikan kepada anggota DPR mengenai masuknya 
RAPERDA inisiatif tersebut dan sekaligus juga membagikan naskah RAPERDA kepada 
anggota DPR. Tahapan berikutnya rapat paripurna akan memberikan kesempatan kepada 
fraksi yang ada untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya rapat paripurna akan 
memutuskan apakah RAPERDA tersebut secara prinsip dapat diterima RAPERDA usul DPR. 
Keputusan di dalam rapat paripurna dapat berupa : (1) persetujuan tanpa 
perubahan; (2) persetujuan dengan perubahan; dan (3) Penolakan. 
Jika rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui dengan perubahan, maka DPR 
akan menugaskan komisi, baleg atau panitia khusus (pansus) untuk menyempurnakan 
RAPERDA tersebut. Setelah rampung penyempurnaan, RAPERDA tersebut akan 
                                                                                                                                                    
disampaikan kembali kepada penguisul untuk diproses lebih lanjut; (d) melakukan 
pembahasan, perubahan atau penyempurnaan RAPERDA yang secara khusus 
ditugaskan Bamus; (e) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap 
materi undang-undang melalui koordinasi dengan komisi; (f) melakukan evaluasi 
terhadap program penyusunan RAPERDA; (g) melakukan evaluasi dan penyempurnaan 
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik; (h) memberikan masukan kepada pimpinan DPR 
atas RAPERDA usul dari DPD; dan (i) membuat inventarisasi masalah hukum dan 
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan 
sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya, Selengkapnya 
Lihat Pasal 42 Tatib DPR; Kemudian Undang-Undang P3 mengamanatkan suatu tu9as 
khusus kepada Baleg sebagai alat kelengkapan DPR. Tugas tersebut secara implisit 
tertuang dalam Pasal 16 yaitu: (a) penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah 
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 
leglslasi; dan (b) penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat 
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 
 
30
  Erni Setyowati dkk, 2005. Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi, Jakarta Pusat Studi 8 Kebijakan 
Indonesia, hal 27 
31  Pasal 119 dan Pasal 128 Tata Tertib DPR 
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disampaikan kepada pimpinan DPR. Dan lebih lanjut pimpinan DPR akan menyampaikan 
surat kepada Presiden mengenai RAPERDA usul DPR tersebut. 
Sedangkan jika rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui tanpa perubahan, 
maka pimpinan DPR akan menyampaikan RAPERDA kepada Presiden dan juga kepada 
pimpinan DPD jika RAPERDA tersebut berada di dalam lingkup kewenangan DPD. 
Mekanisme penyiapan dan perancangan RAPERDA dapat digambarkan dalam bentuk 
skema di bawah ini : 
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Skema  
Mekanisme Penyiapan dan Perencanaan RAPERDA 
 
Minimal 13 anggota DPR, atau 
komisi Atau gab Komisi, atau 
Baleg mengajukan RAPERDA ke 
pimpinan DPR 
Pimpinan DPR membagikan 
RAPERDA kepada anggota DPR 
dalam rapat paripurna 
Pengambilan keputusan oleh 
















Komisi Badan Legilasi atau 
Pansus menyempurnakan 
RAPERDA 
Pimpinan DPR menyampaikan 
RAPERDA kepada presiden, 
dan juga DPD jika dalam 
lingkup wewenang DPD 
Presiden menunjuk menteri 
yang mewakili pemerintah dl 




oleh Rapat Paripurna  
Pendapatan Akhir Fraksi  
Laporan hasil pembicaraan 
tingkat I  
Pembahasan berdasarkan 
DIM bersama pemerintah    
Rapat dengar pendapat 
Umum  
Jawaban pemerintah atas 
pemandangan umum fraksi 
(dan DPD)  
Pemandangan Umum 
fraksi, dan juga DPD bila 
RAPERDA dalam lingkup 






















c. Mekanisme Pembentukan Undang Undang yang Berasal dari  UU Usulan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) 
 
RAPERDA yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh Panitia Perancang Undang-
Undang (PPUU)32 atau Panitia Ad Hoc (PAH)33. Sedangkan usul pembentukan RAPERDA 
dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/4 (seperempat) jumlah anggota DPD.34 
Usul pembentukan RAPERDA harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan, dan 
pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama propinsi dan tanda tangan pengusul. Baik 
usul RAPERDA maupun usul pembentukan RAPERDA disampaikan kepada PPUU. 
Selanjutnya pimpinan PPUU akan menyampaikan usul RAPERDA atau usul 
pembentukan RAPERDA kepada pimpinan DPD. Pada sidang paripurna berikutnya 
pimpinan sidang harus memberitahukan dan membagikan naskah usul RAPERDA atau usul 
pembentukan RAPERDA kepada anggota. 
Sidang paripurna akan memutuskan apakah usul RAPERDA atau usul pembentukan 
RAPERDA tersebut diterima, ditolak, atau diterima dengan perubahan. Sebelum sidang 
paripurna memutuskan untuk menerima atau menolak, pengusul terlebih dahulu diberi 
kesempatan untuk menjelaskan usulannya dan selanjutnya anggota juga diberi 
kesempatan untuk memberikan pendapat. 
Jika sidang paripurna memutuskan menerima usulan yang diajukan dengan 
perubahan, maka DPD akan menugaskan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) untuk 
membahas dan menyempurnakan usulan tersebut. Naskah RAPERDA yang telah selesai 
diperbaiki tersebut kemudian disampaikan kembali kepada pimpinan DPD untuk 
dikirimkan kepada pimpinan DPR dan Presiden disertai dengan penjelasan dan naskah 
akademisnya. Sedangkan jika keputusan sidang paripurna memutuskan menerima usulan 
yang diajukan tanpa perubahan, maka usulan RAPERDA tersebut akan langsung dikirimkan 
oleh pimpinan DPD ke pimpinan DPR dan Presiden.35 
Setelah pimpinan DPR menerima RAPERDA usulan DPD kemudian 
memberitahukan kepada anggota DPR pada rapat paripurna DPR berikutnya. Kemudian 
DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPD yang isinya mengenai 
                                                 
32  PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang memiliki tugas dan wewenang : (a) 
merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul 
pembentukan rancangan dan usul rancangan RAPERDA...; (b) membahas usul 
pembentukan usul RAPERDA dan usul RAPERDA berdasarkan urutan prioritas yang 
telah ditetapkan; (c) melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RAPERDA; 
(d) membuat inventarisasi masalah maupun yang sudah maupun yang belum 
terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan PPUU pada masa keanggotaan 
berikutnya; (e) melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan kode 
etik anggota DPD. Selengkapnya lihat Pasal 55 Tata tertib DPD 
33 Panitia Ad Hoc adalah alat kelengkapan DPD yang memiliki tugas dan wewenang di 
bidang legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Selengkapnya lihat Pasal 39 Tatib 
DPD. 
34
   Pasal 109 Tata Tertib DPD . 
35
  Pasal 111 Tata Tertib DPD  
 33 
tanggal diumumkannya RAPERDA usulan DPD kepada anggota DPR dalam rapat paripurna 
DPR (Pasal 132 tatib DPR). Selanjutnya Bamus, komisi atau baleg untuk membahas 
RAPERDA usulan DPD tersebut. Badan yang ditunjuk tersebut (komisi atau Baleg) akan 
mengundang anggota alat kelengkapan DPD untuk membahas RAPERDA yang menjadi 
usulan DPD tersebut. 
Hasil pembahasannya lalu disampaikan pada rapat paripurna DPR. Dan setelah itu 
Pimpinan DPR akan menyampaikan RAPERDA usulan DPD yang telah dibahas bersama 
DPR kepada Presiden. Penyampaian naskah RAPERDA kepada Presiden disertai dengan 
permintaan untuk menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan di 
DPR (Pasal 132 tatib DPR). 
Setelah Presiden menerima surat dari pimpinan DPR, maka Presiden akan 
melakukan tindakan sebagaimana yang ia lakukan ketika menerima naskah RAPERDA usul 
DPR. 
  
d. Pembahasan RAPERDA antara DPR bersama Presiden 
Pembahasan RAPERDA yang berlangsung antara DPR bersama Presiden 
berdasarkan Tata Tertib DPR berlangsung dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan, yakni 
pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat baleg ataupun Pansus. Sedangkan 
pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. 
Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan urutan, sebagai berikut : 
1. Agenda awal pembahasan tingkat I biasanya diawali dengan menyepakati jadwal 
pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Dan juga disepakati pula bahan-bahan 
yang digunakan selama proses pembahasan; 
2. Setelah terjadi kesepakatan tentang jadwal dan bahan yang digunakan di dalam 
proses pembahasan, maka setiap fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan 
pandangannya terhadap draft RAPERDA serta proses yang akan digunakan di dalam 
pembahasan RAPERDA tersebut; 
3. Pandangan fraksi-fraksi dan DPD jika RAPERDA di dalam lingkup wewenang DPD. Hal 
ini terjadi jika RAPERDA berasal dari Presiden. Sedangkan jika RAPERDA berasal dari 
DPR, maka pembicaraan tingkat I didahului dengan pandangan dan pendapat Presiden 
atau pandangan Presiden dan DPD jika terkait dengan kewenangan DPD;  
4. Tanggapan Presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan 
DPR atas pandangan Presiden. Biasanya jawabannya tidak final. Hal-hal yang masih 
belum mendapat tanggapan akan dibicarakan lebih lanjut dalam tingkat Panitia kerja 
(panja).36 
5. Pembahasan RAPERDA oleh DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi 
masalah (DIM). 
 
Di dalam pembicaraan tingkat I dapat juga dilakukan : (a) rapat dengar pendapat 
umum (RDPU); (b).mengundang pimpinan lembaga negara atau pimpinan lembaga lain 
                                                 
36  Panitia Kerja dibentuk dengan tujuan melakukan pembahasan secara intens terhadap 
substansi RAPERDA yang sedang dibahas 
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apabila materi RAPERDA berhubungan dengan lembaga negara lain; (c) diadakan rapat 
intern. 
Setelah RDPU biasanya anggota DPR akan menyusun DIM dan dilanjutkan dengan 
melakukan pembahasan terhadap DIM yang sudah disusun tersebut. Selanjutnya 
pembahasan akan masuk ke tingkat panja. 
Setelah pembahasan tingkat panja selesai, komisi menyelenggarakan lagi sidang 
komisi. Agendanya terutama adalah laporan hasil kerja panja dan pandangan fraksi-fraksi 
terhadap hasil kerja panja. 
Apabila di dalam pandangan fraksi masih ada yang belum disetujui, maka biasanya 
akan diserahkan kembali ke panja untuk menyelesaikannya. 
Dan jika sampai batas maksimal masih ada hal-hal yang belum disepakati, maka 
masalah tersebut akan dibawa pada pembicaraan tingkat II di dalam sidang paripurna 
untuk diambil keputusan. 
Setelah Komisi, Baleg, Panitia anggaran atau Panitia khusus yang ditunjuk selesai 
melakukan pembicaraan tingkat I dengan menteri yang mewakili Presiden maka, tahapan 
berikutnya di dalam pembahasan suatu RAPERDA adalah pembicaraan tingkat II. 
Pembicaraan tingkat II merupakan tahap pengambilan keputusan di dalam rapat 
paripurna. 
Pembicaraan tingkat II dilakukan dengan didahului pembacaan laporan akhir 
Pimpinan Komisi, Baleg, Panitia anggaran atau Panitia khusus yang membahas RAPERDA 
pada tingkat I. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan pendapat akhir fraksi, lalu 
pembacaan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.37 
Babak akhir pengesahan adalah pengambilan keputusan rapat paripurna atas 
RAPERDA yang dibahas. Pengambilan keputusan biasanya diambil dengan suara bulat dari 
fraksi-fraksi yang ada di DPR, namun jika tidak tercapai, maka akan dilakukan voting. 
RAPERDA yang telah disahkan oleh rapat paripurna DPR selanjutnya akan dikirimkan ke 
sekretariat negara guna ditandatangani oleh Presiden diberi nomor, dan kemudian 
diundangkan. 
 
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah 
Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga 
daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan (Medebewind). 
Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan 
daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di 
bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara 
peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber 
dari kewenangan delegasi. 
Pengaturan tentang mekanisme perancangan Peraturan daerah yang diatur di 
dalam UU No. 10 Tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan 
pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat ini Perpres 
tentang pembentukan Perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan, 
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  Pasal 136 Tata Tertib DPR  
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maka pengaturan lebih rinci tentang perancangan Perda masih mengacu pada 
Kepmendagri dan Otoda Nomor 23 tahun 2001, 
Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, maka di 
daerah dikenal 3 macam Produk hukum daerah, yakni Peraturan Daerah, Keputusan 
Kepala Daerah dan Instruksi Gubernur/Bupatil/Walikota. 
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah bersama-
sama dengan DPRD. Inisitaif pembentukan Peraturan Daerah bisa berasal dari Kepala 
Daerah maupun inisiatif dari DPRD. 
Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah menyatakan 
bahwa Inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari Kepala daerah dilakukan oleh 
Sekretariat Daerah atau Biro/Bagian Hukum dengan mekanisme sebagai berikut : 
1. Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh pimpinan unit kerja berkaitan dengan 
materi muatan yang akan diatur dan rancangan peraturan daerah dapat dibentuk tim 
antar unit kerja dimana ketua tim berasal dari pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh 
Kepala daerah. 
2. Konsep rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh unit kerja harus dilampiri 
dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari : maksud dan tujuan pengaturan, dasar 
hukum, materi yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yang lain 
3. Konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan kepada Sekretariat daerah 
melalui bagian hukum, kemudian Sekretariat daerah menugaskan kepada biro/bagian 
hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. 
4. Biro hukum atau bagian hukum akan mengundangan pimpinan unit kerja maupun unit 
kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep peraturan daerah yang diajukan. 
5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan (konsep final) untuk diteruskan 
kepada Kepala daerah kemudian kepala daerah mengadakan pemeriksaan dengan 
dibantu Sekretaris daerah. 
6. Konsep rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Kepala daerah berubah 
menjadi Rancangan Peraturan daerah. 
7. Rancangan peraturan daerah disampaikan Kepala daerah kepada Ketua DPRD disertai 
pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan. 
Sementara Tata cara penyusunan rancangan Peraturan daerah yang berasal dari 
inisiatif DPRD diatur di dalam Peraturan tata tertib DPRD. Misalnya Pasal 31 Keputusan 
DPRD Kota Malang Nomor 43 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota 
Malang menyatakan bahwa : 
1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang berasal dari fraksi yang bebeda 
dapat mengajukan rancangan peraturan daerah; 
2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada 
pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan tertulis 
diberi nomor registrasi oleh sekretariat DPRD; 
3) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD 
setelah mendapat pertimbangan panitia musyawarah; 
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4) Dalam rapat peripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas 
usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini; 
5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada ; 
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;  
b. Kepala daerah untuk memberikan pendapatnya; 
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat 
Kepala daerah; 
6) Pembicaraan diakhiri keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa 
menjadi prakarsa DPRD; 
7) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD menjadi 
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas 
prakarsa Kepala daerah; 
8) Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak 
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya. 
Adapun alur tentang pembentukan Perda atas usul prakarsa anggota DPRD dapat 
dilihat di dalam skema sebagaimana tampak di bawah ini : 
Skema   





Selanjutnya Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari prakarsa Kepala daerah 
maupun inisiatif DPRD dilakukan pembahasan di DPRD. Pasal 89 sampai dengan Pasal 97 
Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib 
DPRD Kabupaten Malang menyatakan bahwa pembahasan dapat dibagi dalam 4 (empat) 
tahap pembicaraan : 
1. Pembicaraan Tahap Pertama (Sidang Paripurna) 
Bagi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala daerah, maka Kepala 
daerah memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah. Di dalam hal 
rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, maka penjelasan disampaikan oleh 
Pimpinan Komisi atau Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus. 
2. Pembicaraan Tahap Kedua (sidang paripurna) 
Pembicaraan tahap kedua meliputi pemandangan umum anggota (Fraksi) dan jawaban 
Kepala Daerah atas pemandangan umum anggota (Fraksi). Di dalam hal rancangan 
peraturan daerah berasal dari prakarsa DPRD, maka pembicaraan tahap kedua akan 
mendengarkan pendapat Kepala daerah dan jawaban Pimpinan Komisi atau Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas Pendapat Kepala Daerah. 









anggota dewan  
Usul prakarsa dibawa 











DPRD    
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3. Pembicaraan Tahap Ketiga 
Pembicaraan tahap ketiga merupakan rapat-rapat komisi atau gabungan komisi atau 
panitia khusus yang disertai pejabat (eksekutif) yang ditunjuk oleh Kepala daerah. 
Pembicaraan tahap ketiga ini untuk menemukan kesepakatan baik mengenai materi 
muatan maupun rumusan-rumusannya. Di dalam praktek pembicaraan tahap ketiga 
inilah secara riil membuat Peraturan daerah. Pada pembicaraan tahap ketiga wakil-
wakil fraksi dan pemerintah merumuskan kembali semua kesepakatan yang akan 
disetujui DPRD dan pada pembicaraan tahap ketiga peranan individual anggota DPRD 
menonjol. Diskusi, perdebatan dan permusyawaratan sangat intensif dan mendalam.  
4. Pembicaraan Tahap Keempat (sidang paripurna) 
Pembicaraan tahap keempat merupakan terakhir yang didakan dalam rangka 
pengambilan keputusan persetujuan DPRD atas rancangan peraturan daerah, dalam 
sidang ini akan didengar : 
a. Laporan hasil kerja komisi, atau gabungan komisi atau panitia khusus; 
b. Pendapat akhir fraksi sebagai pengantar persetujuan dewan; 
c. Sambutan Kepala Daerah. 
 
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui tersebut, disampaikan kembali 
oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. 
Tindak lanjut lainnya seperti penempatan dalam lembaran daerah sepenuhnya diserahkan 
kepada Kepala Daerah. 
Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah mengatur bahwa pemerintah Daerah 
menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundangkan dan 
mengumumkan Peraturan Daerah (Pasal 10). Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi 
yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 
sedangkan Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan 
untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala 
Daerah Tertentu. 
Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut: 
a. Seri A  : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 
b. Seri B  :  Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 
c. Seri C  :  Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah  
d. Seri D :  Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan 
e. Seri E  : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah Selain 








Skema Prosedur Pembahasan Raperda di DPRD  
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Pembentukan Perda yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Filosofis 
2. Pertimbangan yuridis 
3. Pertimbangan politis 
4. Pertimbangan sosiologis 
5. Pertimbangan ekologis 
6. Per timbangan ekonomis 
7. Pertimbangan kultural 
8. Pertimbangan religitas 
 
D. Teknik Perancangan Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang Baik 
 
1. Ketepatan struktur 
2. Ketepatan pertimbangan 
3. Ketepatan dasar hokum 

























Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-
Undangan 
 
A.  Fungsi Peraturan Perundang-undangan 
Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh 
pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi 
atau delegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif semata-mata berdasarkan 
wewenang delegasi yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat 
mengikat secara umum. 
Aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu dapat berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau tatanan. Ciri mengikat secara 
umum tersebut merupakan ciri pembeda dengan keputusan yang bersifat mengikat 
secara individual dan konkrit, sebagai ciri yang melekat pada keputusan yang berupa 
Ketetapan/penetapan atau keputusan tata usaha negara (Beschikking). 
Sebagai pengertian yang bersifat akademis tentang peraturan perundang-
undangan dan Beschikking (ketetapan) berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada masing-
masing keputusan tertulis tersebut, tetapi dalam praktek ada kemungkinan bahwa suatu 
keputusan tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan menurut ciri yang 
bersifat umum dan sekaligus juga berisi ciri yang bersifat individual dan konkrit. Dengan 
kata lain suatu peraturan perundang-undangan yang berisi ketetapan. Dalam keadaan 
seperti digambarkan di atas tidaklah mudah menentukan apakah suatu aturan benar-
benar merupakan peraturan perundang-undangan atau ketetapan. Sebagai contoh yaitu 
Undang-Undang tentang APBN dan Undang-undang tentang Pembentukan daerah 
kabupaten, atau APBD dan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. 
Apabila dilihat dari segi sifat materi muatannya itu bersifat konkrit dalam arti 
tidak bersifat mengikat secara umum, tetapi mengikat pemerintah saja dan telah jelas 
kabupaten yang dibentuk (untuk tingkat pusat), demikian pula tidak mengikat rakyat 
secara umum di kabupaten tersebut khususnya mengenai peraturan daerah tentang 
APBD, tetapi hanya mengikat pemerintah daerah dalam mengeluarkan anggaran untuk 
satu tahun bagi tingkat daerah kabupaten yang bersangkutan. 
Apabila dilihat dari segi ciri pembentukan saja, maka undang-undang dan 
peraturan tersebut di atas merupakan peraturan perundang-undangan tetapi jika dilihat 
materi muatannya lebih mendekati ciri suatu ketetapan (Beschikking). 
Dari ilustrasi tersebut di atas, dalam kepustakaan dipandang sebagai peraturan 
perundang-undangan formil (Undang-undang Formil) yaitu dilihat dari segi 
pembentukannya, sehingga tetap merupakan suatu bentuk peraturan perundang-
undangan. 
Menurut P. J. P. Tak (Manan, 1997:125) bahwa peraturan perundang-undangan 
memuat unsur, sebagai berikut: 
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1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, maka 
peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum 
tertulis. 
2) Peraturan perundang-undangan terbentuk oleh pejabat atau Iingkungan 
jabatan (Badan, organ), yang mempunyai wewenang membuat peraturan 
yang berlaku umum atau mengikat secara umum. 
3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum tidak dimaksudkan 
harus berlaku mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan 
bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa 
konkrit atau individu tertentu. Karena tidak dimaksudkan sebagai ketentuan 
yang hendak berlaku pada peristiwa konkrit tertentu atau individu tertentu, 
maka Iebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) 
umum dan pada mengikat umum. 
Berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang materinya berlaku 
terhadap hal yang konkrit atau individu serta adanya keputusan yang berlaku terhadap 
hal yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh administrasi negara atau peraturan 
perundang-undangan semu (Pseudowetgeving), maka GM. De Shipper dan J. P. A. F. 
Turiens dalam Manan (1997:127) mengelompokkan keputusan yang bersifat peraturan, 
sebagai berikut: 
a. Keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan. 
b. Keputusan yang mengandung sekaligus unsur-unsur. peraturan perundang-
undangan dan ketetapan. Termasuk kedalam kategori ini adalah perencanaan (Het 
Plan) dan peraturan perundang-undangan semu (Pesudowtgeving), 
c. Keputusan yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
perencanaan dan peraturan perundang-undangan semu di atas. 
 
Sebagai bandingan, (Manan, 1997:126-137) bahwa dalam berbagai kepustakaan 
dan peraturan perundang-undangan di Belanda telah berkembang berbagai bentuk 
keputusan lain, bentuk-bentuk tersebut secara materil terdapat pula di Indonesia. 
Aneka ragam bentuk keputusan tersebut ialah: 
a. Algemene Verbindende Voorchriften (peraturan perundang-undangan. 
b. Beschikking (ketetapan atau penetapan) 
Ketetapan merupakan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi 
ada di lapangan administrasi negara. 
c. Beleidsre gel (peraturan kebijakan) 
Di dalam kepustakaan Belanda ada berbagai nama lain dari peraturan 
kebijakan yakni Pseudowetgeving (Vander Houven). Wewenang badan atau 
pejabat tata usaha negara membuat peraturan kebijakan didasarkan pada asas 
bertindak atau lazim disebut Freles Ermessen. 
d. Het Plan (perencanaan) 
Beberapa karakter het plan: 
1) Perencanaan merupakan ketetapan 
2) Perencanaan sebagian merupakan dan sebagian merupakan peraturan. 
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3) Perencanaan merupakan suatu bentuk hukum tersendiri (een rechtfiguur 
sui generies) 
4) Perencanaan adalah suatu bentuk peraturan (regeling). (Manan, 1997:126-
137), 
 
Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perencanaan (het plan) tidak selalu 
merupakan keputusan tata usaha negara, misalnya GBHN yang ditetapkan oleh MPR 
bukan keputusan tata usaha negara. Repelita ditetapkan dengan keputusan presiden 
adalah keputusan tata usaha negara. 
Demikian pula peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh undang-undang atau 
dengan peraturan daerah bukan atau tidak termasuk keputusan tata usaha negara. 
Dari studi perbandingan di atas, tampak berbagai penamaan peraturan tertulis di 
Belanda terdapat juga di Indonesia dengan nama peraturan perundang-undangan, 
ketetapan atau penetapan, peraturan kebijakan dan sebagainya. Sama halnya di 
Belanda, penamaan-penamaan tersebut bersifat akademik. Artinya dalam bentuk resmi 
tidak akan dijumpai nama tersebut. 
Di dalam bentuk resmi dijumpai adalah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, instruksi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sebagainya 
(Manan, 1997:138). 
Adapun fungsi peraturan perundang-undangan menurut Manan (1997:139-143) 
ada dua kelompok utama fungsi peraturan perundang-undangan yaitu fungsi internal 
dan fungsi eksternal, sebagai berikut: 
1) Fungsi Internal 
Fungsi internal merupakan fungsi sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-
undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal 
peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi yaitu: 
a. Fungsi penciptaan hukum (rechts chepping) yang melahirkan sistem kaidah 
hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu 
melalui keputusan hakim (yurisprudensi), kebiasaan yang timbul di dalam 
praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-
undangan. Secara tidak langsung hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran 
hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di 
Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan 
hukum, merupakan sendi utama sistem hukum nasional. 
Pemakaian perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional 
karena: 
(i) Sistem Hukum Indonesia sebagai akibat sistem Hukum Belanda lebih 
menempatkan sistem Hukum Kontinental yang mengutamakan bentuk 
sistem hukum tertulis (Gescreverecht/Written Law). 
(ii) Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan 
peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utamanya 
dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan. Hal ini 
antara lain karena bangunan hukum nasional yang menggunakan 
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perundang-undangan sebagai instrumen dapat disusun secara berencana 
(dapat direncanankan). 
b. Fungsi pembaharuan hukum. Pembentukan perundang-undangan dapat 
direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. 
Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi dapat pula 
dipergunakan sebagai sarana memperbaharui Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan 
atau Hukum Adat. 
Fungsi pembaharuan terhadap perundang-undangan antara lain dalam rangka 
mengganti peraturan perundang-undangan dan masa Hukum Belanda. Tidak 
kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional 
(dibuat setelah merdeka) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 
perkembangan baru. Di bidang Hukum Adat dan kebiasaan peraturan 
perundang-undangan berfungsi mengganti Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat 
yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaatan perundang-
undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan dan hukum Adat 
sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedepan hukum yang disebut 
belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan. 
c. Fungsi Integrasi 
Pluralisme sistem hukum pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai 
sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu sistem hukum Kontinerital 
(Barat) Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Agama (khususnya Islam) dan Sistem 
Hukum Nasional. Pluralisme Sistem Hukum yang berlaku hingga saat ini 
merupakan salah satu warisan Kolonial yang harus ditata kembali. 
Pembaharuan Sistem Hukum Nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan 
berbagai sistem Hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang 
harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme sistem hukum sepenuhnya 
digantungkan pada kebutuhan hukum masyarakat, kaidah hukum dapat berbeda 
antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan 
masyarakat yang bersangkutan. 
d. Fungsi kepastian hukum. 
Kepastian hukum merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan 
penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan 
perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang Iebih tinggi dan 
pada hukum kebiasaan dan hukum adat atau hukum yurisprudensi. 
Namun perlu diketahui kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak 
semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Untuk benar-benar 
menjamin kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: 
(i) Jelas dalam perumusannya ( Unambiguous) 
(ii) Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. 
Konsisten intern mengandung makna bahwa di dalam peraturan 
perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik 
antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan, dan bahasa. Konsisten secara 
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ekstern adalah adanya hubungan “Harmonisasi” antara berbagai peraturan 
perundang-undangan. 
(iii) Penyusunan bahasa yang dapat mudah di mengerti yaitu menggunakan 
bahasa/ istilah yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi tidak berarti 
bahasa hukum tidak penting, Bahasa hukum baik dalam arti struktur, 
peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus di pergunakan secara ajeg 
karena merupakan bagian dari upaya menjamin terwujudnya kepastian 
hukum. 
2) Fungsi Eksternal. 
Fungsi eksternal sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi ini dapat disebut fungsi sosial hukum dengan 
demikian berlaku juga terhadap hukum kebiasaan dan hukum adat serta hukum 
yurisprudensi. Fungsi sosial ini akan lebih baik dipergunakan oleh peraturan perundang-
undangan karena berbagai pertimbangan yaitu: 
(a) Fungsi Perubahan 
Fungsi perubahan ini, yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Law as a tool 
of Social Engineering) adalah peraturan perundang-undangan diciptakan atau 
dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, 
maupun budaya. Misalnya masyarakat patrilineal atau matrilineal dapat 
didorong menuju masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan 
di bidang perkawinan. 
(b) Fungsi Stabilisasi 
Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan 
keamanan merupakan kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin 
stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi 
seperti pengaturan kerja, pengaturan tatacara perdagangan dan sebagainya. 
Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula 
berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada (Manan, 1997:144). 
(c) Fungsi Kemudahan 
Fungsi kemudahan dapat berfungsi sebagai sarana mengatur berbagai 
kemudahan (fasilitas) peraturan yang berisi insentif seperti keringanan pajak, 
penundaan persewaan atau penagihan pajak, penyerderhanaan tata cara 
perizinan, struktur permohonan dalam penanaman modal merupakan kaidah 
kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya peraturan kemudahan 
akan serta merta membuahkan tujuan pemberian Kemudahan. Dalam 
penanaman modal misalnya, selain kemudahan seperti disebutkan di atas 
diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana 
ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya. (Manan, 1997:144). 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum tidak 
dapat dipersamakan dengan fungsi perundang-undangan. Fungsi hukum dimaksudkan 
sebagai fungsi dari setiap sumber hukum (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya), 
sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari salah satu sumber 
hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
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B. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
Istilah “materi muatan” untuk pertama kali dipergunakan oleh A. Hamid S. 
Attamimi sebagai terjemahan dari atau padanan istilah “het onderwerp” (Attamimi, 
1990:194). Menurut Attamimi, materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan 
negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan peraturan 
perundang-undangan negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem 
pembagian kekuasaan negara yang menentukannya. Di negara-negara yang tumbuh 
dengan sejarah kekuasaan negara yang mula-mula berada di satu tangan (raja atau 
kepala negara) dengan kekuasaan mutlak, kemudian terjadi dualisme karena 
pergeseran kekuasaan yang terbagi antara rakyat dan raja/kepala negara, dan 
akhirnya terjadi perpindahan titik berat kekuasaan dan raja/kepala negara kepada 
rakyat, maka batas ruang Iingkup materi muatan peraturan negara tidak dapat 
ditentukan dengan pasti. Benar apa yang dikatakan Krabbe, di negeri Belanda soal-soal 
politiklah yang menentukan Iingkup materi muatan dan karena itu tidak dapat 
ditentukan batas - batasnya. (Attamimi, 1990:206). Salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan misalnya undang-undang dalam hubungan ini, Attamimi 
menyatakan bahwa karakteristik undang-undang di Negara Republik Indonesia 
berlainan dengan wet di negeri Belanda. Undang-undang Indonesia merupakan 
perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang berada di dalam 
kekuasaan Presiden. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa 
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang; hanya saja 
pembentukannya perlu dilakukan dengan persetujuan DPR. Karena undang-undang 
merupakan wujud yang khusus dari kekuasaan pengaturan oleh presiden, dan berbeda 
dengan kekuasaan-kekuasaan pengaturan Presiden lainnya. Pembentukan undang-
undang tidak dilakukannya sendiri melainkan dengan persetujuan DPR maka “wujud 
yang khusus” itu tentunya selalu merupakan bagian tertentu dan karena itu dapat 
ditetapkan batas-batasnya (Attamimi, 1990:207). 
Sebagai perbandingan wet di negeri Belanda berbeda dengan undang-undang 
di Indonesia. Pasal 81 grondwet Belanda menggariskan, bahwa 
penetapan/pembentukan wet dilakukan oleh pemerintah (regering) dan staten-
general bersama-sama. Kemudian di dalam Pasal 139 dicantumkan, bahwa perubahan 
Grondwet yang telah diterima oleh staten general dan disahkan oleh Raja, langsung 
berlaku setelah diumumkan. Dengan demikian, pembentukan wet dan 
pembentukan/perubahan Grondwet dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sama, 
hanya dengan cara yang khusus, misalnya kamar-kamar pada Staten-General 
dibubarkan terlebih dahulu (Pasal 137 ayat (3) grondwet). Sedangkan undang-undang 
Indonesia dibentuk oleh lembaga tinggi negara yaitu Presiden dengan persetujuan 
lembaga tinggi negara yaitu DPR. Selain itu, UUD dibentuk/diubah oleh lembaga yang 
berlainan sama sekali, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Maka dapatlah 
dimengerti, apabila wet tidak dapat ditetapkan materi muatannya atau tidak dapat 
ditentukan batas-batas Iingkupnya karena wet dan Grondwet dibentuk oleh lembaga-
lembaga yang sama, yang juga menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Undang-undang 
Indonesia berbeda dengan wet, selain karena Iingkupnya bidangnya khusus, juga 
dibentuk oleh suatu lembaga Tinggi Negara dengan persetujuan lembaga Tinggi 
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Kegunaan Bahasa Hukum Dalam Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
 
A. Hubungan Bahasa Dengan Hukum 
Di dalam kajian ilmu hukum, ada pernyataan yang sangat terkenal yang dikatakan 
oleh Marcus Tullius Cicaro, yaitu `Ubi Societas Ibi lus’ yang diterjemahkan sebagai 
ungkapan ‘di mana ada masyarakat di situ ada hukum'. Slogan tersebut sudah menjadi 
kesepahaman bersama dan menjadi simpul mati bahwa setiap masyarakat memerlukan 
adanya hukum untuk mengatur kepentingannya dari gangguan orang lain dan membatasi 
dirinya untuk menghargai orang lain. 
Di dalam kenyataannya, setiap manusia memiliki hasrat untuk berkelompok dan 
mengelompokkan diri dalam sebuah lingkungan kehidupan bersama baik yang berwujud 
negara, propinsi, kabupaten/kota, desa, bahkan juga bermacam-macam kelompok lain, 
seperti lingkungan kelompok keluarga, lingkungan kelompok sejenis, lingkungan kelompok 
seprofesi, lingkungan kelompok masyarakat pendidik, masyarakat ulama, dan masyarakat 
hukum lainnya. 
Sudah pasti setiap kelompok sosial tersebut memerlukan hukum, undang-undang, 
dan memerlukan serangkaian peraturan agar kehidupan dalam kelompok tersebut 
tercapai ketertiban, teratur dan terwujud ketenteraman hidup. Dan sudah pasti, 
peraturan hukum tersebut dinyatakan dan dijabarkan dengan bahasa. Sebagaimana 
tercakup dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka penerapan dan pengelolaan 
hukum dalam suatu masyarakat tidak akan mungkin terlaksana dengan balk tanpa 
bantuan bahasa. 
Menurut Mahadi, Jika sekirannya hukum telah ada akan tetapi tidak dalam 
keadaan tegak, yakni tidak diterapkan menurut mestinya, maka menjadi kewajiban bagi 
setiap anggota masyarakat yang berada dalam lingkup jangkauan hukum tersebut untuk 
mematuhi dan menghormati hukum secara sadar dan tulus ikhlas. Dalam hubungan 
inipun 'bahasa' memperlihatkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Untuk 
membangkitan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan 
hukum, diperlukan suatu alat yang praktis yaitu 'bahasa'. 
Hanyalah dengan bantuan bahasa, manusia dapat dan mampu serta menegakkan 
dan mempertahankan hukum dalam lingkungan suatu masyarakat. Dalam setiap kegiatan 
hukum, baik yang berwujud tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan 
dokumen-dokumen hukum tertulis lainnya, maupun yang berwujud tidak tertulis dalam 
bentuk keterampilan penggunaan bahasa seperti presiden, menteri, anggota dewan, 
gubernur, walikota, bupati, sampai pada perangkat desa seperti kepala desa dan anggota 
BPD, dll, memerlukan bahasa yang bagus sesuai bidang hukum. Bahkan secara tegas, Arief 
Sidharta menyatakan bahwa studi mengenai bahasa dan hukum sangatlah penting, sebab 
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hukum itu hanya mungkin ada dalam bahasa. Tanpa bahasa tidak mungkin hukum itu ada, 
jadi keberadaan hukum itu hanya bisa dibayangkan di dalam bahasa.38 
Bahasa memastikan pengertian masyarakat dan lembaga pemerintah sesuai 
dengan arah kebijakan. Melalui bahasa pula, masyarakat dapat memahami maksud, 
tujuan dan ketentuan dalam suatu peraturan hukum serta kemudian mematuhinya. 
Terlebih lembaga pelaksana dan lembaga peradilan, yang akan menafsirkan dan 
melaksanakan peraturan hukum tersebut. Yang jelas, Hukum itu dibangun di atas bahasa, 
tanpa bahasa hukum tiada. Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan 
hukum dan kepastian hukum. Hukum itu hanya mungkin ada dalam bahasa. Tanpa bahasa 
tidak mungkin hukum itu ada, jadi keberadaan hukum itu hanya bisa dibayangkan di 
dalam bahasa. 
Sutan TakdirAlisyahbana mempertegas bahwa "...baik bahasa maupun hukum 
merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula 
sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu, ... bahasa dan 
hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan 
masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun 
oleh hukum...39 
Hubungan yang erat antara bahasa dan hukum sebagaimana dilukiskan oleh 
Alisyahbana di atas, memang sangatlah tidak mungkin untuk diabaikan. Dalam masyarakat 
manapun, hukum, sebagai salah satu sarana untuk menciptakan peraturan dan ketertiban 
sosial, dirumuskan utamanya melalui bahasa, walau ada simbol-simbol lain yang juga 
cukup penting untuk menetapkan hukum. Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala 
ia dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu 
masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum 
yang dituju. Apabila anggota masyarakat tidak memahami makna ketentuan hukum yang 
dirumuskan, dapat diduga bahwa akibatnya akan menyebabkan aturan hukum tersebut 
tidak berjalan. Dari sisi lain, apabila hukum tidak dirumuskan dengan jelas dan para 
pelaksana dan penerapnya di lapangan pun tidak memahaminya, hal ini jelas akan 
berdampak pada mutu penegakan hukum tersebut. 
Hal ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Indonesia tentunya. Pada masa dan 
sebagian juga masih berlaku sampai kini hukum adat di berbagai wilayah Indonesia, yang 
umumnya tidak dalam bentuk tertulis pun diturunkan dari satu generasi ke generasi lain 
melalui bahasa. Tidak perlu dibayangkan betapa tersendatnya kehidupan masyarakat 
hukum ada tanpa adanya bahasa. 
Cukup mengherankan karenanya, apabila bahasa Indonesia dalam bidang hukum 
ini sangat sedikit memperoleh perhatian dari para pakar hukum sendiri. Sebagai contoh, 
mata kuliah bahasa Indonesia tidak merupakan mata kuliah wajib di semua Fakultas 
hukum di Indonesia. 
 
                                                 
38
  Arief Sidharta, 2002, "Bahasa hukum Indonesia: Diantara Pakem dan Frase" dalam Jurnal Hukum 
JENTERA, Edisi 01, Agustus, 2002, hal. 84 
39
  Harkristuti Narkrisnowo, 2003, Bahasa Indonesia Sebagai Sarana dalam Pengembangan Hukum 
Nasional, makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia, 14-17 Oktober 2003, hal. 1 
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B. Hubungan Bahasa Dengan Ketertiban Masyarakat 
 
Sekali lagi bahwa bahasa merupakan penjelmaan dari nurani manusia yang 
dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan yang berwujud gambar, simbol atau tanda-tanda 
(perlambang) lainnya dalam hal melakukan hubungan antara yang satu dengan yang lain. 
Namun bagaimana sebenarnya hubungan bahasa dengan masyarakat, khususnya dalam 
menciptakan ketertiban masyarakat Secara mendalam? 
Masyarakat adalah suatu; lingkungan hidup manusia yang terikat oleh suatu sistem 
adat-istiadat tertentu. yang merupakan suatu golongan yang berhubungan tetap dan 
mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama berhubungan tetap di sini maksudnya 
adalah bahwa mereka selalu mengadakan komunikasi secara timbal balik demi 
menciptakan kerjasama yang efektif antar sama mereka. Hubungan tetap itulah yang 
hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat penghubung yang disebut bahasa. 
Tuhan menciptakan manusia memang terdiri dari berbagai pribadi-pribadi, akan 
tetapi esensi penciptaannya tidaklah sebagai pribadi, melainkan untuk sesama. Oleh 
karena itu, manusia selalu berhasrat untuk selalu hidup bersama (bermasyarakat) karena 
merupakan suatu kebutuhan paling mendasar dalam melanjutkan kehidupannya. Suatu 
hal yang tidak dapat dibantah, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak 
diciptakan Tuhan sebagai pribadi atau individu yang terpisah dari individu yang lain, 
melainkan sebagai makhluk yang selalu berhasrat untuk hidup bersama dengan manusia 
lainnya. 
Tentu kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles, filsuf terkenal, yang 
berpendapat bahwa manusia sebagai Zoon Politicon' yang diartikan bahwa manusia 
adalah binatang yang berpolitik. Secara sosiologis, pendapat itu dapat ditafsirkan dengan 
manusia itu adalah makhluk sosial. 
Dalam pada itu, manusia harus diartikan bahwa manusia itu selalu hidup 
bermasyarakat, yaitu hidup bergaul dengan sesamanya. Oleh karena itu maka mereka 
pasti mempunyai hasrat untuk mengelompokkan diri dalam suatu wadah yang disebut 
organisasi. Orang tidak mungkin bisa hidup sendiri-sendiri, sekalipun orang yang masih 
primtif pun ingin hidup berkelompok untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya alam 
sekitar dan bahaya dari sesama manusia. Untuk menciptakan kelompok yang serasi itulah, 
manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi guna mempersatukan kelompok 
tersebut. Tanpa bahasa, manusia tak akan dapat menciptakan suatu kelompok atau suatu 
masyarakat walau sekecil apapun kelompok masyarakat itu, karena untuk melangsungkan 
hubungan yang tetap secara timbal balik, manusia membutuhkan alat yang praktis dan 
efektif yang disebut bahasa.40 
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa hidup dengan banyak pengalaman 
dan ilmu pengetahuan serta relasi sosial, karena ada transter pengetahuan dan 
pengalaman yang tentunya tidak akan bisa tanpa bahasa Dalam konteks hidup 
bermasyarakatpun kita bisa saling membantu dan  menghargai, juga karena ada bahasa 
yang menjadikan kita saling mengerti dan memahami. 
                                                 
40
  Zulkarnain, 2003. Bahasa Indonesia Hukum, Fakultas Hukum Univ Widyagama, Malang, ha. 25 
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Bahkan untuk menciptakan kerukunan dan ketenteraman dalam masyarakat 
(khususnya di daerah-daerah yang jauh dari kekuasaan negara), maka anggota masyarakat 
itu menciptakan berbagai peraturan dan tata tertib, baik berupa perintah-perintah 
maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi dengan penuh kesadaran oleh setiap 
anggota masyarakatnya. Peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban 
masyarakat dalam segala hal. Ketertiban juga memiliki arti sebagai perlindungan hak, 
penjaminan pemenuhan hak, prevensi terhadap perilaku tidak tertib dan sebagainya. 
Wujud peraturan tersebut berupa peraturan-peraturan daerah, yang dikeluarkan oleh 
pemerintahan daerah. 
Agar setiap peraturan itu dapat dipahami dan dipatuhi oleh setiap anggota 
masyarakatnya, diperlukan alat yang praktis (tanpa bermaksud mengenyampingkan unsur 
praktis lainnya) yang berupa 'bahasa hukum'. Tanpa bantuan bahasa yang sudah 
disepakati bersama dan dipahami maksudnya, maka aturan-aturan tersebut tidak akan 
dapat tersampaikan dan disadari untuk dipatuhi oleh anggota masyarakat, hal itu akan 
menimbulkan kekacauan dan pelanggaran hukum yang tidak terkendali. 
Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan 
itupun harus dengan bahasa yang telah memenuhi syarat-syarat normatif, yang dalam 
tulisan ini disebut sebagai 'bahasa hukum'. 
Untuk bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat, maka bahasa hukum 
tersebut harus memiliki ciri-ciri: 
1. Jelas atau lugas, untuk menghindari adanya kesamaran dan ketidakabsahan, 
2. Bersifat obyektif dan meniadakan prasangka pribadi, 
3. Memberikan definisi yang cermat terhadap nama, sifat dan kategori yang diaturnya 
untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsirannya, 
4. Tidak emosional dan menjauhkan dari tafsiran yang bersensasi,  
5. Cenderung membakukan makna dari kata-kata, ungkapan, dan gaya bahasanya 
didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan masyarakat,  
6. Tidak fanatik pada satu hal tertentu, 
7. Singkat dan hemat, hanya kata yang diperlukan saja yang dipakai,  
8. Memiliki kemanunggalan arti untuk menghindari penafsiran yang tidak sesuai dengan 
maksud dari peraturan tersebut. 
 
C.  Kegunaan mempelajari Bahasa Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Penegakan Hukum 
 
Betapa eratnya hubungan antara bahasa dengan hukum, sehingga dapat dikatakan 
bahwa hukum itu hanya mungkin ada di dalam bahasa, tanpa bahasa hukum tiada. Bahasa 
merupakan salah satu sarana penegakan hukum dan kepastian hukum. Belajar hukum 
serasa kurang lengkap tanpa mempelajari bagaimana bahasa dan bahasa hukum. Karena 
bahasa hukum memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan bahasa cabang ilmu lain. 
Ketidak mengertian terhadap bahasa hukum adalah suatu kelemahan tersendiri bagi para 
sarjana hukum. 
Mempelajari Bahasa Indonesia Hukum bagi masyarakat, bertujuan untuk 
mengatasi kekurang-sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum baik dalam berbicara 
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atau mengemukakan pendapat tentang hukum, dalam membuat peraturan-peraturan 
hukum di daerah, surat pengaduan, kesaksian, keputusan Kepala Daerah atau untuk 
membuat surat-surat perjanjian antar masyarakat, maupun akta-akta di bawah tangan, 
dan sebagainya. 
Singkat kata, mempelajari bahasa hukum sangat berguna untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa hukum dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan di bidang 
hukum (in casu: pembuatan peraturan perundang-undangan) baik secara lisan maupun 
secara tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen hukum. Selain itu, karena bahasa hukum 
memiliki sifat dan ciri khusus yang sulit dipahami oleh orang awam. 
Di samping itu, sangat banyak istilah-istilah hukum yang pengertian (diartikan) 
berbeda dengan arti secara umum dalam bahasa Indonesia biasa. Terlebih lagi bila 
dikaitkan dengan lapangan hukum yang memakainya, tentu sangat beda dan perlu 
pemahaman yang lebih mendalam. Misalkan saja penggunaan istilah tertuduh, terduga, 
tersangka, terdakwa, dan terpidana; istilah yang mana yang pantas untuk menyebut 
seorang yang sedang dimintai keterangan oleh polisi karena atas laporan masyarakat 
dianggap telah melakukan tindak pidana. Tentu istilah yang pantas adalah 'terduga' atau 
'tertuduh', karena istilah 'tersangka' digunakan untuk pelaku tindak pidana yang dianggap 
cukup bukti untuk segera dilakukan penyidikan. Sedangkan istilah 'Terdakwa' digunakan 
untuk menyebut pelaku tindak pidana yang sudah ditangani (didakwa) oleh jaksa 
penuntut umum. 
Contoh lain, misalnya pelaku perbuatan zina yang 'tertangkap tangan' atau 
`tertangkap basah'. Istilah tersebut bukan berarti mereka (pelaku) tertangkap tangannya 
yang sedang saling 'meraba-raba', atau bukan pula mereka tertangkap pada saat mereka 
'berbasah ria', melainkan berarti perbuatan mereka 'terpergok' yang berarti perbuatan 
seseorang tertangkap secara kasat mata pada saat melakukan.  
Jelaslah bahwa bahasa hukum memiliki corak tersendiri yang tidak mungkin semua 
orang dengan mudah memahaminya. Karenanya perlu dipelajari sehingga setiap orang 
(dalam hal ini: mereka yang harus taat terhadap suatu peraturan di daerah dan mereka 
yang berwenang untuk membuat peraturan daerah, serta mereka yang menjadi aparat 
penegak hukum) mempunyai pemahaman yang sama akan istilah hukum, sehingga 
penegakan hukum bisa terwujud. 
Pada prinsipnya, bahasa hukum itu harus berrasio, jelas dan mengikat, maka 
dalam setiap produk hukum (misalnya: Peraturan Daerah) dan segala dokumen-dokumen 
hukum, demikian pula dengan pejabat daerah yang menuntut keterampilan berbahasa 
hukum yang baik seperti: Bupati/Wali Kota, Anggota DPRD, para Perangkat Daerah 
lainnya, dan masyarakat (dalam bentuk individu maupun yang tergabung dalam Lembaga 
Swadaya Masyarakat/NGO) haruslah menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku 
yang memenuhi unsur: 
a. Gramatikal, yaitu suatu kaidah bahasa berdasarkan struktur kalimat yang baik dan 
benar. 
b. Berrasio, yaitu antara kata-kata yang digunakan secara maknawi harus memiliki 
arti/pengertian yang selaras dan tidak bertentangan dengan logika (rasional). 
c. Beretika, artinya pemakai dari bahasa tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan 
keadaan masyarakat dan kata-kata yang digunakan. 
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Tentunya diharapkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 
D. Bahasa Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
Prinsip utama yang dianut oleh semua sistem hukum adalah hukum itu dapat 
dikomunikasikan terhadap masyarakat. Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk 
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, 
berarti Peraturan Daerah tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. 
Begitu pula halnya dengan ketentuan yang berisi larangan atau pembatasan terhadap 
kebebasan masyarakat, apabila tidak bisa dikomunikasikan, maka Peraturan Daerah 
tersebut tidak akan mungkin berlaku secara efektif. 
Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika 
seluruh anggota masyarakat dapat memahami sebelumnya apa yang diharapkan dari 
mereka, agar mereka dapat menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan hukum. 
berfungsinya hukum dengan baik, menuntut adanya aturan hukum yang mudah diketahui 
secara jelas. Jika aturan hukum dalam Peraturan Daerah tersebut kabur atau tidak jelas, 
maka akan menimbulkan 'ketidakpastian' dan `ketidak-konsekuenan' dalam 
penerapannya. Penyebarluasan melalui komunikasi hukum dengan bahasa hukum yang 
lugas dan mudah diterima terhadap Peraturan-Peraturan Daerah, sangat membantu 
mewujudkan pemahaman hukum masyarakat. 
Salah satu upaya mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum di 
daerah-daerah, maka dapat dilakukan dengan penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah 
dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Hal ini sangat penting karena 
peraturan hukum itu sendiri berisi hal-hal yang bersifat normatif yang mengikat 
masyarakat. 
Oleh karena itu, maka para, pembuat peraturan di daerah harus mempunyai 
keahlian dalam menggunakan bahasa hukum dengan baik. Bagaimana suatu Peraturan 
Daerah dapat dibuat dengan Bahasa Indonesia Hukum yang baik? Disini dikemukakan 
tentang teknis membuat Peraturan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia 
Hukum yang baik dan benar, agar mudah dipahami oleh anggota masyarakat. Beberapa 
hal yang perlu diperhatikan adalah: 
1. Sebelum membuat Peraturan Daerah (PERDA), pembuat peraturan harus mengetahui 
kondisi masyarakat daerah secara menyeluruh (baik tingkat pendidikannya, daya serap 
terhadap pengetahuan, tingkat ekonominya, dan gaya bahasa sehari-hari/bahasa 
pergaulannya) 
2. Pembuat peraturan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan 
ketertiban hukum dalam masyarakat, sehingga peraturan yang dibuatnya benar-benar 
bertujuan luhur untuk mengayomi masyarakat. 
3. Bahasa hukum yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jangan menggunakan 
bahasa hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kalau dipandang perlu, dapat 
menggunakan Bahasa Daerah (misalnya Jawa). 
4. Bahasa hukum yang digunakan harus memiliki kemanunggalan arti. Jangan 
menggunakan bahasa yang bisa menimbulkan banyak penafsiran, sehingga orang bisa 
mengartikan peraturan itu sekehendak hatinya sendiri. 
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5. Bahasa yang digunakan harus bisa diterima secara akal. Jangan menggunakan bahasa 
atau kalimat yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat cenderung menolaknya. 
6. Libatkan tokoh masyarakat yang dianggap paham (Akademisi, LSM dan Pemuka 
Agama). Hal ini untuk menyusun peraturan daerah sebagai kehendak bersama, 
sehingga masyarakat secara bersama menaati peraturan tersebut karena merasa ikut 
membuatnya. 
7. Apabila dipandang perlu (dan memang begitu sebaiknya), bisa melibatkan ahli hukum 
dari perguruan tinggi. 
Jangan lupa, bahwa tidak semua orang bisa melakukan segala sesuatu dengan 
sempurna. Oleh karena itu, apabila Peraturan Daerah sudah dibuat, namun ternyata 
masih banyak kelemahan dari segi bahasanya,` maka komunikasikanlah peraturan 
tersebut kepada seluruh masyarakat dengan menerjemahkan isi peraturan yang berlaku 
dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. 
Selanjutnya, bersandar pada landasan normatif dalam Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU-PPP), maka dari 
segi Ragam Bahasa dalam Penyusunan Peraturan Daerah dapat disederhanakan bahwa: 
terhadap Bahasa dalam Peraturan Daerah, penggunaan kata dan istilah, teknik pengacuan 
dalam muatan pasal-pasal, haruslah menggunakan ragam bahasa perundang-undangan 
(bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia) baik menyangkut kata, 
kalimat maupun pengejaannya dengan menggunakan kalimat yang lugas/tegas, jelas dan 
mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit dan obyektif, serta tidak 
menimbulkan salah tafsiran atau menimbulkan pengertian yang berbeda-beda dari setiap 
pembaca. 
Mengenai yang terakhir ini, maka ketentuan tentang ragam bahasa dalam 
penyusunan Peraturan Daerah dapat dilihat pada bahasan sub bab berikut yang 
menyajikan secara umum tentang ragam bahasa peraturan perundang-undagan. 
 54 
Bagian Keenam 




A. Konsep Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Menurut Achmad Ruslan (2005:105) bahwa dalam kaitan dengan konsep 
perancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat dikemukakan dua 
pendapat ahli, yaitu: 
1) Reed Dickreson 
Reed Dickreson mengemukakan (Hariningsih, 2000:4-7) mengenal langkah-langkah 
dalam perancangan peraturan perundang-undangan meliputi sebagai berikut: 
(a) Langkah-Iangkah kebijakan substantif, yakni: 
(1) Mengetahui apa yang diinginkan klien. 
Tahap ini seorang perancang harus dapat mengembangkan esensi kebijakan 
yang kadang-kadang sangat kabur, untuk diterjemahkan ke dalam ketentuan 
yang disusun secara terpadu. Dalam praktek tahap ini biasanya diawali dengan 
kegiatan melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian 
dokumen atau bahan-bahan kepustakaan; 
(2) Menyelidiki Kerangka Hukum. 
Di dalam tahap mi seorang perancang harus menganalisis semua instrumen 
hukum yang berkaitan untuk mengetahui apakah ada yang harus diubah, 
dicabut, atau ditambah. Hal mi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau 
ketidak konsistenan pengaturan suatu UU (peraturan) terhadap UU (peraturan) 
lain (oleh penulis, kata UU tersebut di atas dapat dianalogikan dengan suatu 
Perda atau peraturan perundang-undangan Iainnya). 
(3) Mengembangkan Rencana Organisasi. 
Di dalam tahap mi, perancang harus memilih konsep yang tepat dan kemudian 
mencocokkan antara konsep yang satu dengan yang lain. Tahap mi adalah tahap 
yang paling sulit bagi seorang perancang, karena harus menutup celah-celah, 
tumpang tindih, atau pertentangan satu sama yang ‘lainnya, serta aspek yang 
mutlak diperhatikan adalah aspek yuridis, filosofis, sosiologis dan politis. 
(b) Langkah-langkah dalam Komposisi. 
(1) Membuat draft pertama. 
Di dalam tahap ini perancangan baru membuat sketsa atau outline untuk 
menuangkan pokok-pokok pikiran tersebut, selanjutnya dimintakan pendapat 
dan pihak lain yang terkait. 
(2) Revisi. 
Di dalam tahap ini, perancang menyusun ulang outline dengan memasukkan 




(3) Dikonsultasikan pada pihak yang ahli dibidangnya. 
Di dalam tahap ini, perancang harus melakukan konsultasi dengan para akhli 
sesuai bidangnya. Dalam praktek tahap ini dilakukan kegiatan berupa: 
– Seminar 
– Lokakarya atau 
– Panel diskusi 
(4) Mengadakan penghalusan 
Pada tahapan ini, perancang melakukan draft final (penghalusan konsep) yakni 
dengan merangkum pendapat dan hasil seminar dan sebagainya. 
2) Robert B. Seidman 
Konsep yang diajukan oleh Seidman yaitu bahwa dalam rangka merancang peraturan 
perundang-undangan yang dapat mengatasi masalah sosial, maka pada intinya ada 
dua tahap yang ditempuh dalam merancang peraturan perundang-undangan, yaitu: 
Pertama tahap penelitian yang ditindaklanjuti dengan laporan penelitian; Kedua tahap 
penyusunan draft peraturan perundang-undangan.  
1) Tahap Penelitian 
Suatu laporan hasil penelitian dari seorang pembuat rancangan harus 
menyertakan metodologi pemecahan masalah untuk menunjukkan bahwa 
rancangan undang-undang yang diusulkan bertumpuh kepada dasar pemikiran 
berdasarkan pengalaman. 
Untuk maksud-maksud mengembangkan perundang-undangan supaya dapat 
mengatasi masalah-masalah sosial maka pemecahan masalah terdiri dari empat 
Iangkah yang masing-masing berdasarkan fakta-fakta yang terkait dan 
dihubungkan dengan logika. Pada tahap ini ada empat Iangkah yaitu, sebagai 
berikut: 
(1) Mengenali masalahnya. 
Langkah ini dimulai dengan persepsi dari pembuat keputusan tentang suatu 
masalah, yang mengilhami proses pembuatan rancangan. Laporan hasil 
penelitian dari pembuat Undang-undang harus dimulai dengan 
mengemukakan fakta-fakta untuk membuktikan hipotesis deskriptif/gambaran 
manivestasi dari masalah tersebut dengan maksud membuat Rancangan 
Undang-undang yang efektif, harus menyebutkan perilaku siapa dan yang 
bagaimana yang menggambarkan masalah tersebut, dengan demikian harus 
mengenali peran pelaku-pelaku sosial terkait yang prilakunya merupakan 
masalah sosial yang akan dicoba untuk diperbaiki melalui Undang-undang. 
(2) Mengusulkan dan menjamin penjelasannya 
Laporan hasil penelitian harus secara sistematis mengusulkan dan menguji 
pilihan-pilihan hipotesis penjelasan tentang sebab-sebab perilaku bermasalah 
dan pelaku peran. Untuk membenarkan hipotesis tersebut laporan harus 
menyatakan/mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan faktor-faktor 




(3) Pengusulan solusi 
Setelah Iangkah kedua diketahui maka usulan mengenai sebab-sebab perilaku 
yang ada dengan memperkirakan perilaku selanjutnya sepanjang sebab-sebab 
yang sama dan hanya sebab-sebab tersebutlah yang berlaku, maka perilaku 
tersebut kemungkinan akan berlanjut terus, sehingga harus dikaji rangkaian 
tindakan-tindakan perundang-undangan termasuk rincian pelaksanaannya, 
yang secara logis mungkin dapat mengubah/menghilangkan sebab-sebab 
perilaku yang bermasalah dan mendorong perilaku ke arah yang Iebih 
diinginkan. Di dalam laporan tersebut dicantumkan (solusinya) mengenai 
ketentuan-ketentuan yang mana saja yang harus dimasukkan dalam suatu 
rancangan. Untuk itu solusi yang diajukan harus mempertimbangkan akibat 
sosial dan ekonomi serta dampak sosialnya terhadap kelompok dan 
kepentingan yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan. 
(4) Memantau dan menilai pelaksanaan 
Tidak ada satupun undang-undang yang seefektif mungkin sebagaimana yang 
direncanakan karena keadaan akan berubah secara terus menerus (dinamis) 
terutama dalam masa transisi. Setelah diundangkan dan dilaksanakannya suatu 
undang-undang, maka para pembuat undang-undang harus memantau dan 
menilai pelaksanaannya, oleh karena itu pembuat undang-undang memerlukan 
masukan untuk menentukan apakah pemegang peran termasuk lembaga 
pelaksana yang ditunjuk berperilaku sebagaimana yang ditentukan dan 
menghasilkan akibat yang diharapkan. 
Langkah kedua dan keempat merupakan kesinambungan yang penting yang 
mendukung logika pemecahan masalah. Di dalam Iangkah kedua pembuat 
rancangan merumuskan dan menguji penjelasan yang dimaksudkan untuk 
menjelaskan perilaku yang bermasalah (Seidman, 2001:111-116). 
 
Untuk mengidentifikasi kategori yang memungkinkan membantu menjelaskan 
perilaku-perilaku yang bermasalah yang dibutuhkan untuk merancang Peraturan 
Perundang-undangan yang efektif suatu teori perundang-undangan memilahnya kedalam 
kategori yang Iebih sempit yaitu: peraturan (Rule), kesempatan (Opportunity), 
kemampuan (Capacity), komunikasi (Communication), kepentingan (Interest), proses 
(process), dan ideologi (Ideology). Bersama-sama kategori-kategori mi disingkat 
“ROCCIPI”. (Dalam teks asli ROCCIPI berasal dan kata Rule, Opportunity, Capacity, 
Communication, Interest, Process and Ideology). (Seidman, 2001:117). 
Untuk menulis suatu bagian penjelasan dan laporan penelitian, seorang penyusun 
rancangan undang-undang harus memeriksa semua kategori ROCCIPI untuk mendapatkan 
masukan tentang proposisi penjelasan yang dapat diuji dan saling berkaitan. Selanjutnya 
hipotesa-hipotesa tersebut membantu menyusun rancangan dalam menentukan 
pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan guna mendapatkan bukti tentang penyebab 
dan perilaku tersebut. Kategori-kategori ROCCIPI dapat dipilih menjadi dua kelompok 
faktor penyebab, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. 
Faktor subjektif yaitu: (a) Kepentingan (atau intrest), kategori ini mengacu pada 
pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini 
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termasuk bukan hanya insentif materil tetapi juga insentif non-materil, seperti 
penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan 
dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang 
menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat Iangsung —hukuman dan 
penghargaan— yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut. Akan 
tetapi, perilaku-perilaku sosial jarang memperhitungkan hukuman tertulis dan suatu 
undang-undang. Tanggapan mereka sebagian tergantung pada apa yang mereka harapkan 
akan dilakukan oleh badan pelaksana. 
Sebuah kata peringatan: Mudah sekali bagi orang untuk mengembangkan kategori 
“kepentingan” sehingga mencakup semua penjelasan yang mungkin untuk perilaku 
tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya 
mereka melepaskannya dari penjelasannya. Bila “kepentingan” berpadu dengan kategori 
penjelasan lainnya, maka hal tersebut tidak lebih baik dari kategori yang terlalu luas dan 
“hambatan dari sumberdaya dan keadaan pelaku peran. Kategori-kategori ROCCIPI 
bertujuan untuk membantu para penyusun rancangan undang-undang untuk menentukan 
kemungkinan penyebab yang saling berkaitan dari perilaku yang bermasalah; (b) Ideologi 
(nilai dan sikap): Ideologi merupakan kategori subyektif kedua yang mencakup motivasi-
motivasi subjektif dari pelaku yang tidak tercakup dalam kepentingan. Motivasi tersebut 
termasuk mulai dari nilai, sikap, dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang 
dunia kepercayaan keagamaan, dan ideologi politik, sosial dan ekonomi yang mendorong 
bagi pelaku peran sehingga melakukan (berperilaku bermasalah). 
Faktor-faktor Objektif, yang terdiri dari: (a) peraturan; (b) kesempatan; (c) 
kemampuan; (d) Komunikasi; (e) Proses. 
 
3) Regulatory Impact Assessments (RIA) 
Perkembangan terakhir (tahun 2003) mengenai upaya dari berbagai negara untuk 
menciptakan suatu peraturan yang efektif/ mencapai tujuannya, telah diterbitkan 
suatu konsep yang berfungsi sebagai kontrol kualitas produk peraturan perundang-
undangan yang diberi nama Regulatory Impact Assessments (RIA) yang merupakan 
hasil rumusan dari best practices (praktik-praktik terbaik) yang diterapkan oleh 
berbagai negara. Berbagai negara, baik negara barat maupun bekas blok Uni Soviet, 
saat ini tengah melakukan reformasi regulasi, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris. 
RIA menggunakan tahapan sebagai berikut: 
1. Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan 
suatu kebijakan (melakukan tindakan), 
2. Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut; 
tahapan ini disebut penilaian risiko (risk assessment), 
3. Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran 
tersebut, 
4. Assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, 
dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan 
ekonomi secara keseluruhan, 
5. Konsultasi dan komunikasi dengan stakeholders, dalam semua tahapan tersebut di 
atas, 
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6. Penentuan opsi terbaik (yang dipilih), 
7. Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan. (Takuji Kameyama, 
dkk, 2003:25-27) 
Sesuai dengan teori dan metode perundang-undangan yang mendasarinya, maka 
pendekatan masalah bentuk dalam perundang-undangan ini berpijak pada dua preposisi: 
Pertama, bahwa isi memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk; Kedua, 
bahwa kriteria utama untuk menilai bentuk-bentuk alternatif untuk suatu 
rancangan undang-undang dan beberapa komponennya terdiri dari kegunaannya 
bagi para pengguna rancangan undang-undang. 
Bentuk suatu undang-undang sangat erat kaitannya dengan isinya, sama hal 
dengan isi menentukan bentuk, maka bentuk pun menentukan isi. Proposisi 
tersebut berlaku untuk setiap aspek dan bentuk, struktur kalimat, pilihan kata, 
sintaksis, tata bahasa, tanda baca (Seidman, 2001:253-254). 
 
Dari sudut pandang tentang bentuk ini, berpijak pada akibat wajar bahwa sebuah 
undang-undang mempengaruhi perilaku secara paling efektif ketika para pihak yang dituju 
memahaminya. Proposisi tersebut mendasari praktek penyusunan rancangan undang-
undang yang modern yang bertujuan untuk mencapai kejelasan dan mempermudah 
pemahaman kelompok-kelompok yang diharapkan mempergunakan undang-undang 
tersebut. Hal tersebut tidak berarti bahwa rancangan undang-undang harus mudah dibaca 
seperti halnya novel biasa, akan tetapi banyak rancangan undang-undang tidak dapat 
terhindar dari masalah-masalah rumit. Oleh karena itu para perancang harus 
merumuskannya dengan cara merangkai kata-kata dalam suatu bentuk yang mudah bagi 
para pengguna rancangan undang-undang itu atau paling tidak semudah mungkin. 
Teori perundang-undangan mengajarkan bahwa untuk menangani suatu masalah 
sosial dengan cara yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih diperlukan enam jenis 
ketentuan normative. Yang pertama memberitahukan kepada para pelaku peran utama 
apa yang harus mereka lakukan, apa yang dapat mereka lakukan atau apa yang tidak 
boleh mereka lakukan. Kedua jenis ketentuan berikut memberikan tiga macam perintah 
yang sama kepada para pejabat badan pelaksana. Pertama, menginformasikan kepada 
para pejabat tentang jenis tindakan yang mendorong, penyesuaian untuk mereka 
Iaksanakan dan yang kedua, menentukan kriteria dan prosedur yang harus digunakan oleh 
para pejabat dalam memutuskan apakah akan dan bagaimana cara untuk melaksanakan 
tindakan-tindakan tersebut. Ketentuan selanjutnya memberikan serangkaian perintah 
yang serupa kepada para pejabat yang terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa. 
Di dalam suatu undang-undang terdiri atas pengelompokan-pengelompokan yang 
keseluruhannya berisi enam jenis norma yang merupakan acuan untuk pengelompokan 
dan pengurutan yaitu sebagai berikut: (a) ditujukan kepada pihak utama/pemeran utama 
(Role Ocupant); (b) ditujukan kepada badan pelaksana/penegak hukum (Implementing 
Agency); (C) menentukan tindakan-tindakan yang mendorong ke arah 
penyesuaian/kepatuhan (sanksi); (d) tentang sistem penyelesaian sengketa; (e) 
menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan; (f) menyangkut masalah-masalah teknis. 
Daftar tersebut (keenam jenis ketentuan tersebut di atas) memberikan 
pemeriksaan awal untuk menginformasikan kepada para penyusun untuk secara 
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bergantian memusatkan perhatian mereka kepada masing-masing ketentuan tersebut 
guna menentukan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang 
(Seidman, 2001:266). 
Sistem baku untuk menentukan susunan rancangan undang-undang yaitu, sebagai 
berikut: 
1. Bagian UMUM. 
2. Suatu bagian UNDANG-UNDANG yang menetapkan perilaku pelaku peran. 
3. Suatu bagian PELAKSANAAN yang menggambarkan perilaku lembaga pelaksana. 
4. Suatu bagian SANKSI yang menentukan hukuman atau tindakan-tindakan pendorong 
kepatuhan yang berkaitan dengan perilaku yang ditetapkan. 
5. Suatu bagian PENYELESAIAN PERSELISIHAN yang memberikan ketentuan penyelesaian 
perselisihan berdasarkan undang-undang tersebut. 
6. Suatu bagian PENYALURAN yang menentukan sumber-sumber daya (dana yang 
diperlukan) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan rancangan undang-undang. 
7. Suatu bagian LAIN-LAIN (Seidman, 2001:276). 
Di dalam proses perancangan suatu undang-undang, unsur peran serta masyarakat 
baik pada tahap penelitian maupun pada tahap penyusunan draft sebagaimana telah 
dikemukakan pada waktu menguraikan peran Partai Politik (yang termasuk dalam suasana 
politik rakyat), yaitu bahwa lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan kritikan 
maupun masukan dalam proses perancangan suatu peraturan perundang-undangan. 
Di dalam kaitan ini Reed Dickerson mengemukakan langkah-langkah dalam proses 
perancangan antara lain bahwa rancangan tersebut harus dikonsultasikan pada pihak 
yang ahli di bidangnya. Dalam tahap ini perancang harus melakukan konsultasi dengan 
para ahli sesuai bidangnya. Di dalam praktek tahap ini dilakukan kegiatan berupa: 
Seminar, lokakarya, dan panel diskusi (Sri Hariningsth, 2000:4), pada tahap ini peran 
Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peluang untuk 
berperan (memberi masukan atau kritikan terhadap suatu rancangan peraturan 
perundang-undangan). 
Kedua konsep yang telah dikemukakan oleh dua ahli tersebut amat relevan dengan 
konteks ini, sehingga penulis sangat setuju. Namun demikian, menurut penulis bahwa 
sesuai dengan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-
undangan yang harus diterapkan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan 
yang baik, serta filosofi perancangan yang dapat dianut, akan mempunyai implikasi pada 
Iangkah-langkah yang ditempuh di dalam proses perancangan, maka dapat ditambahkan 
menurut Achmad Ruslan (2005:116), sebagai berikut: 
1. Pada Iangkah penelitian/pengkajian ditekankan pula mengenai: 
(a) Kerangka Hukum. Menyangkut asas-asas hukum yang amat mendasar (dasar 
pemikiran yang melandasi pembuatan peraturan perundang-undangan), asas-asas 
umum dan khusus; serta ketentuan-ketentuan hukum baik yang lebih tinggi 
tingkatannya maupun yang sederajat. 
(b) Partisipasi Masyarakat. Harus di buka secara luas yaitu memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya/saran/kehendak-kehendaknya. 
Hal ini ditekankan oleh karena partisipasi masyarakat inilah yang membedakan 
dengan adanya landasan sosiologis yang selama ini dipandang bahwa perancanglah 
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yang harus merekam apa yang dikehendaki oleh masyarakat (Perancang dipandang 
lebih tahu kepentingan masyarakatnya daripada masyarakat itu sendiri). 
(c) Politik hukum (perundang-undangan) yang sedang dijalankan. Perlu dikaji sehingga 
dapat diketahui oleh perancang apakah politik hukum dan peraturan perundang-
undangan yang sedang dirancang itu adalah sesuai atau sebaliknya. 
2. Pembuatan Draft Rancangan. Hasil kegiatan dari ketiga hal tersebut digunakan untuk 
menyempurnakan langkah-langkah yang diperoleh dari setiap langkah sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh dua ahli dalam metode perancangan di atas. 
 
B. Landasan Hukum Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan 
Daerah) pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena itu diperlukan 
orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu (kapasitas di bidang ilmu dan ahli di bidang 
teknis perancangan). Salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap perancang peraturan 
perundang-undangan (legal drafting) adalah merumuskan secara baik dan benar landasan 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk sehingga mampu mencerminkan 
peraturan perundang-undangan yang baik. 
Beberapa landasan yang perlu diperhatikan secara seksama dalam 
membentuk/membuat sebuat peraturan perundang-undangan, antara lain : 
1. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis adalah uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang harus 
terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan pandangan hidup 
yang mengarahkan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemikiran terdalam 
dan pandangan hidup yang harus tercermin di dalam peraturan perundang-undangan 
adalah nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila. 
2. Landasan yuridis 
Landasan yuridis adalah uraian tentang ketentuan-ketentuan hukum yang harus diacu 
(menjadi acuan) di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi : 
a. Landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjuk atau 
memberi kewenangan kepada lembaga/organ atau lingkungan jabatan untuk 
membuat suatu peraturan perundang-undangan. 
Contoh: 
Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945, masing-masing mengatur kewenangan 
Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan 
kewenangan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 
melaksanakan undang-undang. 
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, mengatur kewenangan DPR membentuk 
undang-undang. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatur kewenangan 
pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah. 
b. Landasan yuridis material, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi 
dan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk. 
Contoh: 
 61 
 Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, mengatur tentang Pajak. 
 Pasal 28 UUD 1945, mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dan pendapat, baik lisan maupun tertulis. 
3. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis ialah bahwa Undang-Undang atau Perda harus mencerminkan 
kenyataan hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang atau Perda 
yang dibentuk akan dapat diterima masyarakat, mempunyai daya laku efektif, dan 
tidak banyak memerlukan pengerahan institusi/penegak hukum di dalam 
melaksanakannya (Bagir Manan, 1992 : 15016). 
4. Landasan Ekonomis 
Landasan ekonomis ialah bahwa Undang-Undang atau Perda harus pula memuat 
pertimbangan - pertimbangan ekonomi, baik mikro maupun makro. Dengan landasan 
ekonomis maka Undang-Undang atau Perda yang dibentuk tidak terlalu memberatkan 
kepada mereka yang terkena pada saat pelaksanaan.  
5. Landasan Ekologis 
Landasan ekologis ialah bahwa di dalam pembentukan Undang-Undang atau Perda 
harus pula memuat pertimbang-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan 
keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya. Misalnya Perda 
tentang perizinan di bidang pertambangan, perikanan, kehutanan dan lain-lain (Jazim 
Hamidi, 2005 : 7-8). 
6. Landasan Cultural 
Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman atau kemajemukan yang cukup 
tinggi dan karenanya melahirkan adanya perbedaan-perbedaan: suku, kebudayaan, 
adat-istiadat dan sebagainya. Perbedaan yang sama juga ada di daerah-daerah. Oleh 
karena itu pembentukan Undang-Undang atau Perda harus pula mempertimbangkan 
berbagai culture yang ada di daerah sehingga tidak menimbulkan konflik dengan nilai-
nilai kultur yang hidup dalam masyarakat. 
7. Landasan Religi 
Sebagai bangsa dan negara yang berkeTuhanan, nilai-nilai religi (keagamaan) 
memegang peranan penting di dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. 
Karena itu nilai-nilai religi (keagamaan) juga penting untuk dipertimbangkan di dalam 
pembentukan Undang-Undang atau Perda, khususnya Undang-Undang atau Perda-
perda tertentu yang bersentuhan dengan nilai-nilai religi tersebut. 
 
C. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan dalam Hubungannya dengan Kekuasaan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Montesquieu mencetuskan doktrin pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara ke dalam kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga-tiga 
jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama Iainnya, balk mengenai tugas (functie) 
maupun mengenai alat perlengkapannya (organ) yang melakukannya (Suny, 1986:15). 
Suny (1986:16) dengan berdasarkan teori Jennings menyatakan bahwa pemisahan 
kekuasaan dalam arti materiil yaitu bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan 
dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik 
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memperlihatkan pemisahan ke 3 bagian tidak dianut oleh UUD 1945. UUD 1945 hanya 
mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti Formil. Oleh karena pemisahan kekuasaan itu 
tidak di pertahankan secara prinsipil, dalam arti bahwa UUD 1945 menganut pembagian 
kekuasaan (Devision of power) bukan pemisahan kekuasaan (Separation of power). 
 
1. Kekuasaan membentuk Peraturan Perundang-undangan (legislative Power) 
 
Presiden RI menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. ini 
dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan Presiden berhak mengajukan 
rancangan UU kepada DPR, diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUD1945, Sedang Pasal 5 ayat (2) 
UUD 1945 Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU 
sebagaimana mestinya. 
Tentang Dewan Perwakilan Rakyat antara lain diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) 
sampai (5) UUD 1945, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut: 
Pasal 20 ayat (1):  Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan untuk 
membentuk UU. 
Pasal 20 ayat (2):  Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
Pasal 20 ayat (3):  Jika Rancangan UU tidak mendapat persetujuan bersama 
RAPERDA itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR 
masa itu. 
Pasal 20 ayat (4):  Presiden mensahkan rancangan UU yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi UU. 
Pasal 20 ayat (5):  Dalam hal Rancangan Undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam jangka 
waktu tiga puluh hari semenjak RAPERDA tersebut disetujui 
RAPERDA tersebut syah menjadi UU dan wajib diundangkan. 
Selanjutnya, tentang fungsi DPR, Hak anggota DPR, Tatacara pembentukan 
Undang-undang serta pajak dan pungutan lainnya, diatur dalam UUD 1945, untuk jelasnya 
dikutip sebagai berikut: 
Pasal 20A ayat (1) : DPR memiliki fungsi Legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan. 
Pasal 21  : Anggota DPR berhak mengajukan usul Rancangan UU. 
Pasal 22  : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU 
diatur dengan UU. 
Pasal 23  : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan UU. 
Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
dan (7) UUD 1945 sebagai berikut: 
Ayat (1) : Negara kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap tiap 
provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
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Ayat (2)  : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Ayat (3)  : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
Ayat (4) : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 
secara demokratis. 
Ayat (5) : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-Iuasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Ayat (6) : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan. 
Ayat (7) : Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diatur dalam undang-undang. 
DPRD mempunyai hak, antara lain: 
Pasal 19 Ayat (1) : DPR mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan 
Daerah. 
Pasal 19 Ayat (2) : Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; 
diatur dengan tata tertib DPRD. 
Adapun Kewajiban DPRD antara lain, yaitu: 
Pasal 22 butir e : memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima 
keluhan; dan pengakuan masyarakat, serta memfasilitasi tindak 
lanjut penyelesaiannya. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka telah dapat diketahui bahwa 
kewenangan DPRD dalam hubungannya dengan Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten 
dan Kota, yaitu: 
(1) Kewenangan DPRD Propinsi, Kabupaten, dan Kota menetapkan peraturan daerah 
bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(2) Mempunyai Hak untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah. 
(3) Kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
(4) Hak anggota DPRD untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah. 
(5) Pelaksanaan kewenangan, kewajiban dan hak-hak tersebut diatur dalam tata tertib 
DPRD. 
Ini berarti bahwa lembaga DPRD dan Kepala daerah serta perangkatnya 
merupakan lembaga pemerintahan daerah, dan dalam kaitan dengan pembuatan 
peraturan perundang-undangan daerah merupakan institusi yang utama. 
Berdasarkan Ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya dapat dirangkum yaitu 
Kewajiban kepala daerah di bidang pembuatan perundang-undangan, antara lain: 
- Kewajiban mengajukan rancangan Peraturan daerah. 
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- Kewenangan menetapkan Ranperda setelah membahas dan menyetujui bersama 
menjadi Peraturan Daerah. 
- Arahan untuk pembuatan peraturan daerah yaitu perda tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan peraturan yang 
lebih tinggi 
Tata cara pembuatannya diatur dalam kententuan-ketentuan yang berlaku 
(Kepres 44 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang merupakan penjabaran 
lebih lanjut dan Kepres tersebut. Yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pembuatan 
rancangan peraturan daerah oleh pihak pemerintah daerah). 
Pelaksanaan kewenangan DPRD maupun Kepada Daerah dalam hal pembuatan 
peraturan daerah, mempunyai aturan-aturan tersendiri yaitu: 
(1) Bagi DPRD, ketentuan tentang tata cara untuk pembuatan peraturan daerah. Dalam 
arti mulai dan inisiatif dan persetujuannya diatur dalam tata tertib DPRD tersebut. 
(2) Bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), ketentuan tentang tata cara untuk 
membuat peraturan daerah mulai dan inisiatif sampai pada pengesahannya, setelah 
dibahas dengan disetujui bersama. dengan DPRD, diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggara pemerintahan dan sebagai 
alat untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah, maka peraturan daerah mengatur 
materi muatan yang merupakan kewenagan daerah otonom dan tugas pembantuan. 
Namun demikian, dalam proposal mi hanya akan menekankan pada kewenagan daerah 
otonom, yaitu kewenangan yang oleh undang-undang, menentukan pengaturannya 
melalui bentuk peraturan daerah, yakni peraturan daerah pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Adapun isi TAP MPR No. Ill Tahun 2000 dalam hal tata urutan perundang-
undangan sebagai berikut: 
- UUD 1945 
- TAP MPR 
- Undang-Undang 
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
- Peraturan Pemerintah. 
- Keputusan Presiden. 
- Peraturan Daerah. 
Hirarki perundang-undangan menurut TAP MPR tersebut di atas sudah tidak 
berlaku lagi setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/ 2003 tentang 
Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960- 
2002, yaitu ketetapan MPR yang termasuk dalam kategori Ketetapan MPR RI yang tidak 
berlaku lagi karena telah terbentuknya undang-undang. 
Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa: 
(1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 
c. Peraturan Pemerintah; 
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d. Peraturan Presiden; 
e. Peraturan Daerah. 
(2) peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; 
b. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; 
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan 
perwakilan desa atau nama Iainnya bersama dengan kepala desa atau 
nama Iainnya. 
 
D. Tahap Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
 
Untuk memperoleh sebuah produk hukum dalam arti peraturan perundang-
undangan, khususnya undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) yang 
berkualitas, maka di dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan melalui 
proses pentahapan. Proses pentahapan pembentukan suatu UU atau Perda dapat diurut, 
sebagai berikut: 
 
1. Tahap Perencanaan 
Tahap pertama pembentukan UU atau Perda (provinsi maupun 
kabupaten/kota), pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan tahap 
perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk Program Legislasi. Untuk program 
pembentukan undang-undang di sebut program legislasi nasional (\Prolegnas), 
sedangkan untuk program pembentukan Perda disebut program leslasi daerah 
(Prolegda) provinsi, kabupaten/kota. 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program 
pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan 
sistematis. Sedangkan Program Legislasi Daerah (proglegda) adalah instrumen 
perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu 
dan sistematis. 
 
2. Tahap Perancangan 
a. Perumusan: 
1. Perumusan RAPERDA dilakukan dengan mengacu pada Naskah Akademik. 
2. Hasil Naskah Akademik akan menjadi bahan pembahasan di dalam rapat 
konsultasi. 
3. Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi 
terhadap RAPERDA yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh 
(holistik). 
b. Pembentukan Tim Asistensi. 
Tim asistensi dibentuk guna membahas/ menyusun materi RAPERDA dan 




c. Konsultasi RAPERDA dengan pihak-pihak terkait. 
d. Persetujuan RAPERDA oleh Kepala Daerah. 
 
3. Tahap Pembahasan 
Pada tahap pembahasan, RAPERDA dibahas oleh DPRD dengan Gubernur, 
Bupati/ Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui 
RAPERDA dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif Kepala Daerah. 
Pembahasan sebuah RAPERDA di DPRD dilakukan di dalam Rapat Paripurna I, II, III dan 
IV, masing-masing dengan agenda tersendiri, sebagai berikut : 
 
a. Rapat Paripurna I 
Apabila RAPERDA berasal dari DPRD, maka pada Rapat Paripurna I agendanya 
adalah penyampaian keterangan/penjelasan DPRD atas RAPERDA. 
Apabila RAPERDA berasal dari usul inisiatif Kepala Daerah/ Pemerintah daerah 
maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian 
keterangan/penjelasan oleh Kepala Daerah atas RAPERDA yang diusulkan. 
b. Rapat Paripurna II 
Pada Rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan Kepala Daerah atas 
RAPERDA yang berasal dari DPRD dan jawaban DPRD atas tanggapan Kepala 
Daerah 
Atau pemandangan umum masing-masing Fraksi di DPRD atas RAPERDA usul 
inisiatif Kepala Daerah dan jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umum 
Fraksi-fraksi di DPRD. 
c. Rapat Paripurna III 
Agenda pada Rapat Paripurna III mencakup: 
- pembahasan RAPERDA dalam komisi, atau gabungan komisi, atau oleh panitia 
khusus bersama dengan Kepala Daerah. 
- pembahasan RAPERDA secara intern di dalam komisi, atau gabungan komisi, 
atau panitia khusus (tanpa mengurangi pembahasan bersama Kepala Daerah). 
d. Rapat Paripurna IV 
Agenda Rapat Paripurna IV mencakup: 
- Laporan hasil pembahasan RAPERDA pada Rapat Paripurna III. 
- Pendapat akhir Fraksi-fraksi di DPRD 
- Pengambilan keputusan oleh DPRD, dan 
- Sambutan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah. 
4. Tahap Pengundangan 
Undang-undang atau Perda yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan dengan 
menempatkannya di dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah, sedangkan 
Penjelasan Perda dicatat di dalam Tambahan Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah 
atau oleh Kepala Biro hukum/ Kepala Bagian hukum. Pengundangan Perda di dalam 
Lembaran Daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang 





5. Tahap Sosialisasi 
Meskipun Perda telah diundangkan di dalam Lembaran Daerah, namun belum 
cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui 
eksistensi Perda tersebut. Oleh karena itu Perda yang telah disahkan dan diundangkan 
tersebut harus pula disosialisasikan. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan 
Peraturan Daerah yang telah diundangkan di dalam Lembaran Daerah dan peraturan 
di bawahnya yang telah diundangkan di dalam Berita Daerah (Psl. 52 UU. No. 10 Tahun 
2004). Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: 
a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh Kepala Biro Hukum 
Provinsi atau oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/ Kota. 
b. Sosialisasi secara langsung oleh Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum atau 
dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa Perguruan Tinggi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang berkompeten. 
c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (Seminola). 
d. Sosialisasi melalui sarana internet (E-Parliament). Untuk ini Pemda dan DPRD 
hendaknya memiliki fasilitas web site agar masyarakat mudah mengakses segala 
perkembangan kegiatan kedua lembaga. 
6. Tahap Evaluasi 
Untuk dapat mengetahui sejauhmana pengaruh sebuah Perda setelah 
diberlakukan maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi akan dapat diketahui 
kelemahan dan kelebihan Perda yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya guna 
menentukan kebijakan-kebijakan, misalnya apakah Perda tetap dipertahankan atau 
perlu direvisi. 
Tahapan pembentukan Perda tersebut idealnya diberlakukan baik di dalam 
pembentukan Perda Provinsi maupun pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Hal ini 
hanya dapat dilakukan apabila ada keinginan kuat (good will) baik dari lembaga 
legislatif maupun eksekutif di daerah. Jika hanya satu pihak saja tentu akan menemui 





















Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
 
A. Latar Belakang Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Pembentukan 
Peraturan Perundang-udangan  
 
Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan 
oleh Hardjasoemantri (1993:2-4), yaitu: 
(1) Memberi informasi kepada pemerintah. 
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah 
tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah 
dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian pemerintah akan dapat 
mengetahui adanya pelbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang 
perlu diperhatikan. 
Pengetahuan tambahan dan pemahaman mengenai aspek tertentu yang diperoleh 
dari pengetahuan masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai 
pendapat oleh masyarakat tentang masalah-masalah yang mungkin timbul yang 
diperoleh sebagai masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan dapat meningkatkan kualitas 
keputusan tersebut dan dengan demikian partisipasi masyarakat tersebut akan dapat 
meningkatkan kualitas tindakan negara di bidang tersebut. 
(2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. 
Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan 
yang Iebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. 
Dengan demikian akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya 
pertentangan, asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat. 
Akan tetapi perlu dipahami, bahwa suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan 
kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan 
masyarakat untuk menerima keputusan akan dapat ditingkatkan. 
(3) Membantu perlindungan hukum. 
Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan 
yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, 
maka setelah keputusan di ambil keberatan dari warga masyarakat akan berkurang 
atau kecil kemungkinannya, karena semua alternatif sudah dibicarakan setidak-
tidaknya sampai tingkatan tertentu. 
Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, sangat 
diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan 
dan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebelum 
keputusan itu diambil. 
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(4) Mendemokrasisasikan pengambilan keputusan. 
Di dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang 
menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk 
melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. 
Dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari partisipasi 
masyarakat Karena wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan 
pula argumentasi bahwa dalam sistem perwakilan, partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga 
masyarakat, kelompok, atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan 
keputusan tidaklah dipilih atau di angkat secara demokratis. Terhadap kritik tersebut di 
atas, Gundling mengemukakan tanggapannya yaitu: 
(1) bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah salah satu bentuk demokrasi, 
bukan satu-satunya; 
(2) bahwa sistem perwakilan tidak menuntut bentuk-bentuk demokrasi langsung dan; 
(3) bahwa bukanlah warga masyarakat, kelompok warga masyarakat atau organisasi yang 
sesungguhnya mengambil keputusan. Mereka hanya berperan serta/berpartisipasi 
dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. 
(4) Monopoli lembaga negara dan Iembaga-lembaganya untuk mengambil keputusan 
tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini. Peran serta 
masyarakat/partisipasi masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan 
lembaga-Iembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima 
dan berhasil guna. 
Di dalam catatan sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan misalnya 
dalam bentuk undang-undang di Indonesia undang-undang tentang Penanggulangan 
Keadaan Bahaya merupakan undang-undang yang paling banyak menelan korban dengan 
terjadinya insiden pada tanggal 24 September 1999. Demonstrasi massa yang melibatkan 
ribuan mahasiswa dan rakyat telah membuktikan besarnya penolakan sekaligus 
pengorbanan yang harus dibayar dalam menentang RAPERDA yang ‘mengandung watak 
militeris dan anti demokrasi. (Ahmad, 2003:102). 
Departemen Dalam Negeri belum pernah melakukan konsultasi publik 
menyangkut UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti apa yang dikatakan 
oleh sekretaris umum Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia Tambah Iskandar, bahwa 
kami menolak revisi UU 22 tahun 1999 oleh tim kerja DEPDAGRI jika tidak didahului 
konsultasi publik, supervisi, dan evaluasi karena itulah tahapannya. Demikian kata tabah 
Iskandar yang juga adalah ketua DPRD Kota Batam usai menyampaikan pandangan ADEKSI 
terhadap revisi dimaksud kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono di kantor 
Menko Polkam 31 Januari 2003 (Ahmad, 2003:104) Kisah pembentukan peraturan 
perundang-undang yang tidak partisipatif bukanlah hal yang mencengangkan di negeri ini. 
Dua kutipan di atas berusaha mengungkit ingatan untuk kembali memberi perhatian pada 
konsekuensi serius yang bisa timbul dari kondisi yang demikian. 
Sebagai gejala empiris, sekurang-kurangnya empat undang-undang yang terbentuk 
akibat proses yang tidak partisipatif yaitu: 
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(1) Undang-undang atau peraturan tersebut tidak efektif dalam arti tidak mencapai 
tujuan yang diharapkan, seperti undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas. 
(2) Undang-undang tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan atau 
gagal sejak dini sebagai contoh undang-undang pemberantasan Korupsi tahun 1999 
harus segera di amandemen kurang dari satu tahun sejak di undangkannya. 
(3) Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak responsif yaitu sejak dirancang sampai 
diundangkan mendapat penolakan keras dan masyarakat misalnya UUPKB. 
(4) Undang-Undang atau peraturan yang bukannya memecahkan masalah sosial, tetapi 
malah menimbulkan kesulitan baru dimasyarakat, salah satu contohnya yaitu Undang-
Undang Yasasan nomor 16 tahun 2001 yang berlaku sejak 6 Agustus 2002 yang lalu. 
Akibatnya, muncul ketegangan hubungan tata pemerintahan, terhambatnya proses 
perubahan ekonomi dan politik, meningkatnya skop jangkaun korupsi, semakin 
terhimpitnya kehidupan kelompok-kelompok rentan, hingga melayangnya nyawa 
manusia 
(Hans, 2002; 122 — 123). 
Meskipun akibat-akibat itu berasal dari adanya kombinasi masalah yang sangat 
kompleks, tetapi cara atau proses pembentukan kebijakan peraturan perundang-
undangan atau peraturan daerah tanpa adanya partisipasi masyarakat memberikan 
sumbangan besar terhadap segala permasalahan di atas. 
Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya 
adalah memberikan ruang yang Iebih luas kepada masyarakat umumnya, khususnya bagi 
kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau rentan, agar mampu 
memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses pemerintahan dalam arti luas mulai 
dari proses pengambilan keputusan , pelaksanaan, serta evaluasinya. 
Hans (1986:138) mengemukakan keterbukaan dalam prosedur, memungkinkan 
masyarakat untuk ikut mengetahui (meeweten); ikut memikirkan (meedenken); 
bermusyawarah (meespreken); dan ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan 
(meebesllssen); serta hak ikut memutus (medebesIissingsrecht). 
Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat 
esensial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 
Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini 
diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU No. 32/2004 dan Pasal 53 UU No 10/2004 serta 
dianutnya Asas Keterbukaan41 dalam kedua UU tersebut. Pasal 53 UU No 10/2004 
menyatakan : "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan 
peraturan daerah". 
 
                                                 
41
  Dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf g UU P3, Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahahasan 
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan. 
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B. Apa dan Mengapa dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, 
mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses 
pembuatan peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Oleh 
Huntington dan Nelson42.  Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil 
(private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. 
Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001: 831) berarti ada peran serta 
atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat dalam 
suatu kegiatan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan 
evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat 
termasuk dalam kategori partisipasi politik. Ada beberapa konsep partisipasi: 
1. Partisipasi sebagai Kebijakan. 
Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat 
kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek peraturan daerah. 
2. Partisipasi sebagai Strategi. 
Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan 
dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 
3. Partisipasi sebagai Alat Komunikasi Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat 
komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan 
rakyat. 
4. Partisipasi sebagai Alat Penyelesaian Sengketa. Partisipasi sebagai alat 
penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang 
ada di masyarakat. 
Apa pun konsep partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah, setidaknya 
keterlibatan masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah dan menimbulkan kepercayaan adanya keberpihakan pemerintah 
terhadap kepentingan masyarakat. 
Peran partisipasi masyarakat (di Indonesia) dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan termasuk dalam hal pembentukan Perda, secara yuridis telah 
dinormativisasikan dalam UU. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini dinyatakan: Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan, atau 
pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah (Psl. 53 UU. 
No. 10 Tahun 2004). 
Meskipun demikian pengaturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan 
tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Untuk itu partisipasi masyarakat 
tersebut hanya bisa optimal khususnya di tingkat daerah kaitannya dengan proses 
pembentukan Perda kalau legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah mau 
                                                 
42
  Samuel P. Huntington. dan Joan Nelson, 1994. Partisipasi Politik D! Negara Berkembang, Jakarta: Rineka 
Cipta 
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menfasilitasinya. Fasilitas yang mesti disediakan adalah pengaturan tentang prosedur, 
proses dan hasil dan partisipasi masyarakat. 
Selanjutnya Kelompok Belajar partisipasi Bank Dunia merumuskan partisipasi 
masyarakat sebagai suatu proses melalui mana stakeholder mempengaruhi  dan ikut 
berbagi (share) kontrol atas/terhadap prakarsa dan keputusan serta sumber daya 
pembangunan yang mempengaruhi mereka.43 
Sherry Arnstein44 dalam A Ladder of Citizen Participation membuat skema 8 
(delapan) tingkat partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan. Tingkat tertinggi atau 
pertama adalah kontrol warga negara (citizen control). Pada tahap ini partisipasi sudah 
mencapai tataran dimana publik berwenang memutuskan, melaksanakan dan mengawasi 
pengelolaan sumber daya. 
Turun ke tingkat kedua delegasi kewenangan (delegated Power) disini kewenangan 
masyarakat lebih besar daripada penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan. 
Ketiga, kemitraan (partnership) ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan 
pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama. 
Tiga tangga ini mengakui eksistensi hak rakyat untuk membuat peraturan perundang-
undangan. 
Tangga keempat sampai keenam mengindikasikan partisipasi semu. Terdiri dari 
peredaman (placation) konsultasi dan informasi (informing). Ditangga peredaman rakyat 
sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tetapi bila akhirnya terjadi voting 
pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan ada ditangan lembaga negara, 
sedangkan kontrol dari rakyat tidak amat sangat menentukan. Di tangga konsultasi rakyat 
di dengar pendapatnya lalu disimpulkan, rakyat sudah berpartisipasi dalam membuat 
peraturan perundang-undangan dan lembaga negara sudah memenuhi kewajiban, 
melibatkan rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan. Sementara di tangga 
informasi rakyat sekedar diberi tahu akan adanya peraturan perundang-undangan, tidak 
peduli apakah rakyat apakah memahami pemberitahuan itu apalagi memberikan pilihan 
guna melakukan negosiasi atas kebijakan itu. 
Tangga ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi menunjukkan ketiadaan 
partisipasi. Di tangga terapi kelompok kebijakan masyarakat korban kebijakan dianjurkan 
mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas pengaduan itu ditindak lanjuti 
atau tidak. Paling sial di tangga manipulasi lembaga negara melakukan "pembinaan" 
terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal 




                                                 
43
  Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan (MPSP). 2002. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 
dan Pemrograman Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan (Modul Peserta), Pemkot Malang 
Bekerjasama dengan USAID 2002 
44
  Lihat dalam Esmi Warassih. 2001 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan tujuan Hukum (Proses 
Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro; dan 
dalam Bimo Nugroho, 2001. Partisipasi Rakyat Membuat UU, Artikel Opini dalam Harian Kompas tanggal 
1 Agustus 2002 
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Tabel : 4 
Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Sherry Arnstein45 
 
8 Kendali Masyarakat (citizen control) 
Degree of Citizen Power 
(Kekuasaan Masyarakat) 
7 Delegasi Kekuasaan (Delegated power) 
6 Kemitraan (Partnership) 
5 Peredaman (Placation) 
Degree of Tokenism 
(Semu) 
4 Konsultasi (Consultation) 
3 Penginformasian (Informing) 
2 Terapi (Therapy) Nonparticipation 
(Tidak Partisipatif) 1 Manipulasi (Manipulation) 
   
 
 
Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam 
lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga 
perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk 
memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat 
secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni : pelama, terhindar dari 
peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki 
masyarakat.; Kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. 
Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik dan; ketiga, meningkatkan 
kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.46 
Irfan Islamy'47 menyatakan paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai 
jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu : pertama, 
masyarakat akan semakin siap untuk untuk menerima Dan melaksanakan gagasan 
pembangunan; kedua, hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin 
baik; ketiga, masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi; keempat, 
masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah Dan 
legislatif serta bersedia bekerjasama dalam menangani tugas dan urusan publik. 
Kelima, bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide 
pembangunan maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk turut 
serta mewujudkan ide-ide tersebut; keenam, mutu/kualitas keputusan atau kebijakan 
yang diambil akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan 
masukan; ketujuh, akan memperlancar komunikasi dari bawah keatas dan dari atas 
kebawah dan; kedelapan, dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi 
masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit. 
 
                                                 
45
 Lihat Rival G. Ahmad dkk, 2003. "Dan Pademen ke Ruang Publik : Menggagas Penyusunan Kebijakan 
Partisipatif dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi ke-2 tahun 2003, diterbitkan oleh PSHK Jakarta, hal. 109 
46
  Alexander Abe, 2005 Perencanaan Daerah Partisipatil, Yogyakarta: Pembaruan, hal. 90-91 
47
  Irfan Islamy, 2004. "Membangun Masyarakat Partisipatif" artikel dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 
IV No. 2 Maret - Agustus 2004, hal. 3-9 
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C. Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan 
 
Partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi. Sebagaimana diketahui 
bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Anggota 
DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. DPRD 
sebagai legislatif memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah. Sebagai stake 
holders, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan tata cara 
sesuai dengan Tata Tertib DPRD. (Pasal 53 UU No. 10/2004) 
Pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut M. Solly Lubis tidak 
pernah lepas dan 3 landasan penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu: 
filosofis, yuridis, dan politis (Djoko Prakoso, 1985: 44). Jika landasan politis yang lebih 
mendominasi pembentukan peraturan daerah, maka para wakil rakyat kerap kali tidak 
mengindahkan kepentingan yang diwakili (rakyat), melainkan lebih mengutamakan 
kepentingan kendaraan politiknya (partai politik yang mengusungnya) atau bahkan 
kepentingan pribadinya. 
Satjipto Rahardjo melihat pembuatan peraturan perundang-undang sebagai 
medan pembentukan dan pergumulan kepentingan (Tn Harnowo. 2004: 27), dan 
sebagai suatu pelembagaan konflik sosial, memandang bahwa undang-undang 
sekaligus berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Dengan demikian peraturan 
perundang-undang mencerminkan suasana konflik antar kekuatan dan kepentingan 
dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo 2003: 127). Oleh sebab itu, keterlibatan 
masyarakat (sebagai pemangku kepentingan) dalam pembentukan peraturan daerah 
menjadi penting. 
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah juga merupakan 
wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan Prinsip-prinsip good 
governance, di antaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi 
(Mas Achmad Santoso, 2001: 87). Menurut Satjipto Rahardjo, transparansi dan 
partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (peraturan daerah) adalah untuk 
menjaga netralitas. Netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan 
bagi seluruh pihak terutama masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta 
mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi 
yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. 
Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah: 
1. Menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga perda 
yang dibuat benar-benar memenuhi syarat perda yang baik. 
2. Menjamin peraturan daerah sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam 
masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung 
jawab (sense of responsibility) dan akuntabilitas (sense of accountability) perda 
tersebut. (Sirajuddin (Ed), 2006: 119) 
3. Menumbuhkan adanya kepercayaan (trust), penghargaan (respect), dan 
pengakuan (recognition) masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah. (Rudy 
Alfonso, 2003: xi) 
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Dengan demikian tujuan utama adanya desentralisasi dapat tercapai, di mana 
pemerintahan daerah “lebih tahu” terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat 
di daerah sehingga kebijakan atau peraturan yang dibentuk memiliki daya guna dan 
tepat guna terhadap masyarakat di sekitarnya. 
Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, antara lain: 
1. Meningkatkan kualitas keputusan/ kebijakan yang diambil. 
2. Menciptakan kesadaran politik. 
3. Meningkatkan proses belajar demokrasi. 
4. Menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab. 
5. Mengeleminir perasaan terasing. 
6. Menimbulkan dukungan dan penerimaan rencana pemerintah. 
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
8. Memperlancar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (bottom up 
communication). 
9. Memperlancar kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama.  
Adapun dampak negatif tidak adanya partisipasi di dalam proses pembentukan 
peraturan daerah. antara lain: 
1. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam 
peraturan daerah. 
2. Biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dan 
program pemerintah. 
3. Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik 
masyarakat. 
4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sirajuddin (ed), 2006: 
75). 
 
Di dalam Perspektif teoritis pembuatan hukum Steven Vago48 menyebutkan 
terdapat 4 (empat) model, yakni : model rasionalistik, pandangan fungsionalis, teori 
konflik, dan tesis "moral entrepenuer°. Model rasionalistik rnenyatakan bahwa hukum 
(khususnya hukum pidana) diciptakan sebagai suatu cara rasional untuk melindungi warga 
masyarakat. 
Pandangan fungsionalis dalam pembuatan hukum adalah berkaitan dengan 
bagaimana hukum timbul. Dalam pandangan ini hukum adalah suatu jenis khusus dari 
"kebiasaan yang dilembagakan kembali" Dan hukum adalah sah karena mewakili 
menggambarkan suara rakyat. Hukum secara esensial merupakan kristalisasi kebiasaan 
dari tertib normatif yang berlaku. Walaupun ada konflik dalam masyarakat hukum secara 
relatif marginal (tidak memihak) Dan hukum tidak memerlukan nilai-nilai dasar. Dalam 
pandangan ini konflik Dan kompetisi dalam masyarakat sesungguhnya akan memberi 
sumbangan bagi kohesi Dan solidaritas masyarakat. 
Teori konflik mengemukakan bahwa pertentangan nilai, ketidaksamaan akses 
terhadap sumber-sumber ekonomi dan akibat perpecahan struktural dalam masyarakat 
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sebagai determinan pokok dari hukum. Secara khusus timbulnya hukum dapat dilacak 
pada munculnya kelas elit. Para elit ini seperti dikemukakannya, menggunakan 
mekanisme kontrol sosial seperti hukum untuk memperkokoh posisi yang 
menguntungkan diri mereka dalam masyarakat. Dalam peristiwa konflik diluar norma 
yang ada, para penganut teori konflik akan berpendapat bahwa kelompok-kelompok 
kepentingan lebih terikat erat dengan kepentingan-kepentingan kelompok elit yang 
mungkin menang dalam konflik. 
Tesis "moral entrepreneur” (usahawan pejuang moral) mengkaitkan timbulnya 
peristiwa-peristiwa penting dengan "munculnya seorang pengusaha individual atau 
kelompok". Aktivitas-aktivitas mereka dapat dengan tepat disebut "moral enterprise", 
karena apa yang mereka usahakan adalah penciptaan sebuah fragmen baru tata moral 
masyarakat, pedomannya benar atau salah. Yang patut dicatat dalam pandangan ini 
bahwa pengesahan sebuah UU mungkin juga merupakan simbolisasi supremasi kelompok-
kelompok yang mendukungnya. Penciptaan sebuah hukum adalah merupakan sebuah 
pernyataan bahwa perilaku ilegal adalah tidak terhormat. Dimana kelompok-kelompok 
secara signifikan berbeda dalam prestise dan status, atau dimana dua kelompok bersaing 
untuk status, masing-masing melihat hukum sebagai sebuah tanda Iegitimasi. Mereka 
akan berusaha menggunakannya untuk mempertahankan kehormatan cara hidup mereka 
sendiri. 
Dari paparan diatas tampak bahwa penyusunan suatu peraturan perundang-
undangan berlangsung di dalam struktur sosial tertentu dan demikian merupakan bagian 
dari proses sosial yang lebih besar. Berangkat dari perspektif yang demikian itu, maka 
penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis berjalan 
lancar, manakala struktur sosial dimana pembuatan itu berlangsung tidak demokratis. 
Dengan kata lain sangat tergantung dari kondisi masyarakat. 
Untuk menjaga netralitas suatu hukum, Satjipto Rahardjo mengusulkan perlu 
adanya 'transparansi' dan 'partisipasi' (lebih besar) dalam pembuatan hukum. Kedua hal 
ini kemudian dapat diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian 
dilakukan elaborasi lebih lanjut kedalam prosedur dan mekanismenya.49 
Namun secara jujur harus diakui bahwa partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan hukum belum berlangsung maksimal baik pada masa berkuasanya rezim 
Orde Baru maupun pada era reformasi sekarang ini. 
Menurut Loekman Soetrisno50 rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan terutama pada era Orde baru paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) 
hambatan. Pertama, adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep 
partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi partisipasi 
dikalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adafah kemauan rakyat untuk 
mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan 
tujuannya oleh pemerintah; Kedua, munculnya reaksi balik yang datang dari masyarakat 
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sebagai akibat diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di negara kita. 
Sebagai suatu ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat 
yang pada akhirnya memunculkan "budaya diam" sebagai manifestasi keengganan rakyat 
berpartisipasi; Ketiga lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah 
berakar pada banyak peraturan perundang-undangan yang meredam keinginan rakyat 
untuk berpartisipasi. 
Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Asfar dkk51 tentang 
Partisipasi masyarakat dalam implementasi Otonomi daerah menyebutkan paling tidak 
ada 8 (delapan) problem dan kendala partisipasi masyarakat. Yakni: Pertama, rendahnya 
pengetahuan masyarakat tentang kebijakan otonomi daerah; kedua, banyaknya 
masyarakat yang mengaku memperoleh informasi tentang Otonomi daerah dari TV yang 
menimbulkan persoalan tersendiri bagi upaya penyebarluasan informasi otonomi daerah 
sebab kebanyakan masyarakat desa -khususnya bagi penduduk miskin- belum memiliki 
TV; ketiga, tingginya pengetahuan masyarakat ternyata tidak banyak berkaitan dengan 
tingkat kemajuan suatu daerah tetapi lebih berhubung dengan persepsi dan harapan 
masyarakat terhadap masa depan otonomi daerah bagi kehidupannya. Persolannnya tidak 
semua orang mempunyai persepsi dan harapan positif terhadap masa depan otonomi 
daerah; keempat, Beberapa organisasi kemasyarakatan atau organisasi tertentu yang 
ditunjuk oleh masyarakat sebagai fasilitator dalam banyak hal mereka sering terlibat 
konflik kepentingan politik; kelima, model partisipasi konvensional melalui demonstrasi 
dan unjuk rasa-yang tidak jarang melibatkan kekerasan fisik yang biasa dilakukan oleh 
masyarakat lokal selama ini agaknya kurang kondusif bagi penciptaan budaya politik yang 
demokratis dimasa depan; keenam, lembaga-lembaga politik di tingkat lokal umumnya 
kurang responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat; ketujuh, masyarakat lokal 
seringkali menemui beberapa kendala dalam melakukan aktifitas politiknya diantaranya 
adalah soal keterbatasan dana, fasilitator, ijin penyelenggaraan, kepemimpinan, teror dan 
transportasi; dan kedelapan, kebanyakan masyarakat tidak bersedia dan tertarik terlibat 
dalam kegiatan politik di era otonomi daerah. 
Selanjutnya Penelitian yang dilakukan penulis52 menunjukkan adanya keengganan 
dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Perda) untuk melibatkan masyarakat di 
dalam suatu proses pembentukannnya. Alasan yang dikemukakan oleh pihak eksekutif 
dan DPRD adalah tidak dilibatkannya masyarakat secara maksimal karena tidak adanya 
peraturan perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat terlibat di dalam suatu 
proses pembuatan peraturan daerah termasuk model-model partisipasi yang harus 
diterapkan. 
Disamping itu, partisipasi belum optimal oleh karena, lemahnya kemauan politik 
dari Pemerintah daerah di dalam menerjemahkan konsep otonomi daerah dan rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam proses implementasi otonomi 
daerah khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. 
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Padahal Partisipasi masyarakat di dalam suatu proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan menjadi penting karena : Pertama, Menjaring pengetahuan, 
keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan benar-
benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik; Kedua, menjamin 
peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam 
masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain); Ketiga, Menumbuhkan rasa memiliki 
(sense of belonging), rasa bertanggungjawab (sense of responsibility dan sense of 
accountability) atas peraturan perundang-undangan tersebut; Keempat, akhir-akhir ini 
para anggota DPR maupun anggota DPRD dalam pengambilan keputusan seringkali 
mengabaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, mereka asyik dengan logika kekuasaan 
yang dimilikinya dan cenderung menyuarakan dirinya sendiri.  
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas menunjukkan bahwa 70 persen 
responden masih menganggap wakilnya di parlemen lebih peduli kepada dirinya sendiri 
dan kelompoknya. Berbagai kalangan menilai DPR sejauh ini belum mampu menangkap 
aspirasi publik dalam membuat dan menuangkan undang-undang. Produk beberapa 
Undang-undang politik seperti undang-undang Pemilu, Pemilu Presiden dan Wapres 
menjadi contoh bahwa rumusan undang-undang tidak lebih merupakan hasil kompromi 
yang menguntungkan sekelompok golongan.53 
Di Belanda di dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publiknya, ada 
institusi-institusi yang memberi kesempatan untuk mengerti tindakan-tindakan 
pemerintah secara kritis dan melakukan protes untuk menentangnya jika dianggap perlu. 
Institusi-institusi tersebut adalah openbaarheid (Publicity) dan Inspraak. Institusi-institusi 
ini dihormati di Belanda sebagai sebuah tahap dalam pengembangan demokratisasi 
politik. Demokratisasi berarti bahwa lebih banyak kelompok-kelompok yang dilibatkan 
dalam pembentukan kebijakan-kebijakan atau bahwa mereka akan terlibat secara lebih 
intensif. Publicity berarti bahwa pemerintah memberi informasi tentang tindakan-
tindakan kepada warga negara berkepentingan. Inspraak berarti bahwa warga negara 
memberi informasi kepada pemerintah mengenai harapan-harapannya. Publicity dan 
Inspraak adalah dua sisi dari sebuah sistem komunikasi antara pemerintah dan warga 
negara, dimana informasi bersifat dua arah (two way traffic communication). 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak tepat jika hanya pada 
tataran seberapa jauh masyarakat terlibat di dalam suatu proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan, tetapi seberapa jauh masyarakat terutama masyarakat marginal 
dan rentan dapat menentukan hasil akhir atau dampak positif dari keberadaan peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
Selanjutnya berangkat dari situasi dan kondisi belum optimalnya partisipasi 
masyarakat maka kedepan diperlukan terobosan gerakan masyarakat sipil untuk 
mendorong maju partisipasi masyarakat di dalam suatu proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Bukan lantaran alasan reformasi, otonomi daerah atau 
demokratisasi maka terobosan harus dilakukan tetapi karena peraturan perundang-
undangan itu akan berdampak pada masyarakat luas bukan pada segelintir orang yang 
ada dipihak eksekutif maupun legislatif. 
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Paling tidak ada 4 (empat) model yang bisa dikembangkan di dalam partisipasi 
masyarakat, yakni : Pertama, mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli 
dan independen di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan; Kedua, Melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar, 
lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat-
rapat penyusunan peraturan perundang-undangan; Ketiga, dengan melakukan uji sahih 
kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; Keempat, mengadakan 
kegiatan Musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas 
oleh institusi yang berkompten dan; kelima, mempublikasikan rancangan peraturan 
perundang-undangan agar mendapatkan tanggapan masyarakat/publik. 
Rival G. Ahmad dkk54 mengajukan 8 prinsip di dalam rangka optimalisasi partisipasi 
masyarakat di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu : 
1. Adanya kewajiban publikasi yang efektif; 
2. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sitematis, bebas dan mudah 
diakses; 
3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk 
terlibat dalam mengawasi proses sejak perencanaan;  
4. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RAPERDA selain angota DPR, 
DPD dan pemerintah; 
5. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan 
bebas diakses oleh publik, misalnya naskah akademik dan rancangan peraturan 
perundang-undangan; 
6. Disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan secara partisipatif; 
7. Adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, 
pembahasan RAPERDA dan diseminasi UU yang telah dilakukan dan; 
8. Adanya pertanggungjawaban yang jelas yang memadai bagi pembentuk undang 
undang yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi. 
Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengelola konflik aspirasi di dalam 
suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Dimana pun masyarakat 
adalah semesta yang heterogen, multi kepentingan dan ada stratifikasi posisi sosial dan 
yang pasti plural. Konflik aspirasi adalah konsekuensi logis yang pasti terjadi karena 
keberagaman komunitas masyarakat. Tanpa adanya pengelolaan konflik aspirasi, maka 
partisipasi di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan 
berakhir pada dua ujung, Pertama, proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
akan berlarut-larut sehingga mengacaukan tatanan sosial; Kedua, pengerasan pihak anti 
demokrasi untuk mengambil keputusan sendiri dan memberlakukan secara sewenang-
wenang bagi pihak-pihak lain.55 
Oleh karena itu agar partisipasi masyarakat di dalam suatu proses pembentukan 
peraturan daerah dapat berjalan dengan baik maka hadirnya peraturan perundangan-
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perundangan (UU dan Perda) yang mengharuskan masyarakat terlibat di dalam suatu 
proses pembentukan Peraturan daerah menjadi sangat urgent dan mendesak. 
Sementara untuk menentukan aspirasi kelompok mana yang diutamakan dalam 
proses pengambilan keputusan maka harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) 
Mengutamakan kelompok yang terabaikan; (2) Prinsip penguatan rakyat; (3) Prinsip rakyat 
setempat sebagai pelaku & orang luar sebagai fasilitator; (4) Prinsip saling belajar dan 
menghargai perbedaan; (5) Prinsip santai dan informal; (6) Prinsip mengoptimalkan hasil; 
(7) Prinsip orientasi praktis; (8) Prinsip keberlanjutan; (9) Prinsip belajar dari kesalahan; 
(10) Prinsip terbuka. Wallahu'alam 
 
C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Di dalam Proses Perancangan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  
 
Bentuk partisipasi masyarakat sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan 
kondisi di suatu tempat dan waktu dalam konsep negara demokrasi dengan sistem 
perwakilan, kekuasaan pembentukan undang-undang atau peraturan daerah hanya ada di 
tangan kelompok orang-orang yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Di dalam 
konsep ini, bahwa tiap wakil itu akan bertarung di Parlemen demi kepentingan umum dan 
bila mereka bertindak sebaliknya, maka kursi yang didudukinya akan serta merta lepas 
dalam pemilihan umum yang akan datang. Disinilah titik kontrol yang utama dari rakyat 
kepada sang wakil. Di samping itu di mungkinkan pula adanya kontrol dari rakyat berupa 
demonstrasi atau bentuk-bentuk pengerahan massa, atau melalui prosedur hukum. 
Konsep tersebut mengabaikan kenyataan bahwa posisi tawar antara rakyat dan 
negara/pemerintah masih tidak seimbang. 
Di dalam negara seperti Indonesia ini kontrol dari rakyat melalui pemilihan umum 
ternyata kurang berarti. Sumber legitimasi wakil rakyat tidak lagi ada pada rakyat, tetapi 
ada pada partai politik, modal, kekuatan politik lain yang dominan. 
Kasus Indonesia yaitu institusi politik rakyat yang sudah hancur akibat kebijakan 
politik di masa orde baru yang represif, menjadi sangat mudah dimanipulasi oleh partai 
politik dan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang dominan sehingga pengawasan 
rakyat jadi sangat kecil pengaruhnya (Ahmad, 2003:106). 
Pandangan tersebut di atas mengabaikan realitas sosial yang ada di dalam 
masyarakat itu sendiri, yaitu bahwa di dalam suatu masyarakat pasti ada kelas-kelas yang 
satu sama lain yang berbeda kepentingannya yang mungkin saja bertentangan atau 
berhadapan. Selain itu timpang posisinya ketika berhadapan dengan negara oleh karena 
itu mengakui negara sebagai ruang netral dimana semua kalangan mampu memberi 
pengaruhnya secara signifikan adalah sebuah sesat pikir. Kenyataan aktual yang juga 
memperlihatkan bahwa wakil rakyat memiliki beban ekonomi politik yang nyata, baik 
institusional maupun personil. Situasi ini yang mendorong tindakan-tindakan wakil rakyat 
dan institusi birokrasi bisa bertolak belakang dengan kepentingan publik oleh karena itu 
monopoli birokrasi dari parlemen dalam proses pembentukan peraturan sudah tidak 
mungkin lagi dipertahankan (Ahmad, 2003:106-107). 
Dengan demikian untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan tersebut 
syarat pertama yang harus dipenuhi adalah keterlibatan rakyat/partisipasi masyarakat di 
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dalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan tersebut mulai dari proses 
Iahirnya sampai pelaksanaannya di lapangan sampai tahap evaluasi. 
Habermas dalam Hardiman (2001:46) menyatakan, bahwa titik tolak yang dapat 
menjadi acuan untuk menata ulang proses tersebut adalah memperluas perdebatan 
politis di dalam parlemen ke masyarakat sipil. Bukan hanya aparat negara dan wakil 
rakyat, melainkan juga seluruh warga negara berpartisipasi di dalam wacana politis untuk 
mengambil keputusan politik bersama. Melalui radikalisasi konsep negara hukum klasik 
kedaulatan rakyat bergeser dari proses pengambilan keputusan di parlemen ke proses 
partisipasi dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku 
dalam perkumpulan para wakil rakyat, melainkan juga terdapat di pelbagai forum warga 
negara, orgnisasi non-pemerintah, gerakan sosial atau singkatnya di manapun diskursus 
tentang kepentingan bersama warga negara dilancarkan. 
Di dalam kondisi inilah muncul gagasan tentang sistem demokrasi yang melibatkan 
partisipasi yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat yang rendah 
dari segi ekonomi, politik dan sosial. 
Konsep partisipasi masyarakat mengalami pemaknaan yang berbeda-beda 
sehingga perlu diperjelas tentang proses yang mana yang dapat disebut partisipasi dan 
yang bukan, sehingga terjadi kesamaan cara pandang dalam menilai sebuah proses 
partisipasi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. 
Arenstein (Ahmad, 2003:108) menyusun model yang dapat membantu untuk 
menilai tingkat partisipasi di dalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan 
secara umum perundang-undangan/peraturan daerah. Secara umum ada tiga derajat 
partisipasi masyarakat: 
(1) Tidak partisipatif (Non participation); 
(2) Derajat semu (Degrees of tokenism); 
(3) Kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Power); 
Dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat 
dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tapi 
seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau 
program tersebut. Derajat terbawah terdiri dari dua tingkat partisipasi yaitu manipulasi 
(manipulation) dan terapi (therapy). 
Di dalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan 
mengobati luka timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Tidak 
ada niatan sedikitpun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau 
program pemerintah. Derajat menengah (yang semu) terdiri dari tiga tingkat partisipasi 
yaitu: Pemberitahuan (Informing); Konsultasi (consultation); dan peredaman (Placation). 
Di dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa 
mendengar (tingkat pemberitahuan) dan di dengar (tingkat konsultasi), namun begitu 
tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka 
diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik. Sedang pada tahap 
peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang 
rentan untuk memberikan masukan secara Iebih signifikan dalam penentuan hasil 
kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih di pegang penuh oleh 
pemegang kekuasaan. 
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Derajat tertinggi terdiri dari tiga tingkat partisipasi yakni kemitraan (Partnerships), 
delegasi kekuasaan (delegated power), dan yang teratas adalah kendali masyarakat 
(Citizen Control). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah 
masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah 
bisa bernegoisasi dengan penguasa tradisional dalam posisi politik yang sejajar (tingkat 
kemitraan). Bahkan Iebih jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan 
keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan). 
Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya 
yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu 
mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut (tingkat 
kendali masyarakat). Untuk ringkasnya ditampilkan dalam bagan sebagai berikut: 
 
Figur 1. Delapan tingkat partisipasi masyarakat 
 
1 Kendali masyarakat 
(Citizen control) 




2 Delegasi kekuasaan (Delegated Power) 
3 Kemitraan (Partnerships)  
4 Peredaman (Placation) Degrees Tokenism 
(Semu) 5 Konsultasi (Consultation) 
6 Penginformasian (Information) 
Non participation 
 (Tidak partisipasi) 
7 Terapi (Therapy) 
8 Manipulasi (Manipulation) 
 
 
D. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
 
Sherry Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat berdasarkan kekuatan 
masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir kebijakan pemerintah sebagai berikut: 
1. Manipulasi (manipulation) 
2. Terapi (therapy) 
3. Penginformasian (informing) 
4. Konsultasi (consultation) 
5. Peredaman (placation) 
6. Kemitraan (partnership) 
7. Delegasi kekuasaan (delegated power) 
8. Kendali masyarakat (citizen control). (Sirajuddin dkk, 2006: 183) 
Berdasarkan tahapan tersebut Sirajuddin mengklasifikasikan kedelapan tingkat 
partisipasi tersebut di atas menjadi 3 tingkat. Tingkatan Pertama diklasifikasikan 
sebagai tidak partisipatif (non participation) yaitu tingkat manipulasi dan terapi. 
Tingkat Kedua disebut dengan partisipasi semu (degree of Takonism) yaitu tingkat 
peredaman, konsultasi dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat 
didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan 
tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-
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sungguh oleh penentu kebijakan. Dan Tigkat Ketiga adalah kekuasaan masyarakat 
(degree of citizen power) yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali 
masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan 
kebijakan. 
Khairul Muluk menguraikan 6 tahapan partisipasi Arnstein di atas dan 
mengklasifikasikannya dalam 5 tingkat. Namun menurut Muluk hanya 4 tahapan yang 
tergolong partisipatif, satu tergolong nonpartisipatif karena partisipasi yang ada hanya 
formalitas, pengerahan masa “bayaran” maupun distorsi informasi. Oleh sebab itu 
tahap ini disebut dengan non pertisipatif. dan terakhir kendali warga (bukan lagi 
sekedar patisipasi, tetapi wargalah yang mengambil keputusan (decision maker). 
Gambaran lebih jelas lihat di dalam tabel berikut: 
 
Tabel 1 
Tingkat Partisipasi Masyarakat 
 
 
Tingkat Partisipasi Klasifikasi 







2. Informasi Lemah 
1. Manipulasi  Non-Partisipasi 
 Dikutip dari (Khalik Muluk, 2007: 171) 
 
E. Mekanisme dan Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang yang duduk di 
lembaga perwakilan, karena situasi di dalam institusi politik cenderung menggunakan 
politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok 
atau kelompok pribadi. Oleh sebab itu, dalam kegiatan wakil rakyat juga perlu ada 
ruang publik untuk berperan serta dalam proses kebijakan. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang 
paling utama adalah masyarakat itu sendiri. Yang perlu dibangun adalah kesadaran 
berpartisipasi dan dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. 
Yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan politik bagi 
masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi lokal, baik 
berupa institusi akademis, media massa, lembaga swadaya masyarakat. Selain itu 
harus ada dukungan dan Pemerintah Daerah dan DPRD. Mungkin banyak yang 
beranggapan bahwa partisipasi masyarakat telah cukup (cukup representatif dan 
legitimatif) terwakili oleh wakil rakyat di DPRD (Khairul Muluk, 2007: 225). Namun kini 
hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih dibutuhkan dalam memberi 
masukan pada saat proses pembuatan peraturan daerah dan memberikan legitimasi 
terhadap perda tersebut. 
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Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka di dalam setiap tahap 
pembentukan peraturan daerah, secara aktif maupun pasif. Partisipasi aktif dalam arti: 
masyarakat memiliki inisiatif sendiri untuk berperan serta dalam pembentukan 
peraturan daerah. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan cara: mengikuti debat 
publik, rapat umum, demonstrasi atau melalui surat terbuka di media massa. 
Partisipasi pasif berarti inisiatif partisipasi datang dan luar din masyarakat. Inisiatif bisa 
datang dan lembaga legislatif atau eksekutif dengan mengadakan dengar pendapat 
(hearing), dialog publik, kunjungan kerja maupun wawancara penelitian dalam rangka 
perencanaan atau perancangan peraturan daerah. 
Bentuk-bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat sangat tergantung pada 
situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Tingkat kualitas sumberdaya 
masyarakat, kepedulian lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat dan 
sikap pemerintah sangat mempengaruhi pola-pola partisipasi yang digunakan oleh 
masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. 
Masyarakat berhak menentukan cara yang digunakan untuk berpartisipasi 
dalam proses penyusunan peraturan daerah. Partisipasi dapat dilakukan secara 
langsung, yaitu dengan ikut serta dalam salah satu atau seluruh proses pembentukan 
baik dilakukan melalui lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi juga dapat 
dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kegiatan yang kurang lebih 
dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan daerah. Cara paling 
konvensional dalam upaya mempengaruhi proses persidangan pembentukan 
peraturan daerah adalah demonstrasi atau unjuk rasa. UU Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum No. 9/1998 menyatakan bahwa bentuk 
mengeluarkan pendapat di muka umum adalah unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau 
rapat umum. Melalui 4 cara tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi meneriakkan 
keinginan dan sikapnya mengenai materi yang sedang dihahas dalam sidang 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun cara-cara tersebut kurang 
efektif, namun cara ini banyak digunakan karena kurangnya ruang partisipasi secara 
langsung melalui lembaga pemerintah sangat minim. Di antara model partisipasi yang 
dapat dilakukan antara lain: 
1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahh dan independen dalam 
team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 
2. Melakukan public hearing melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-
pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-
undangan, musyawarah rencana pembangunan. 
3. Melakukan uji sahih terhadap perda. 
4. Melakukan jajak pendapat, kontak publik melalui media masa, 
5. Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk 
forum warga (Sirajuddin dkk, 2006: 189). 
Apa pun model partisipasi yang disediakan, tidak akan berarti jika masyarakat 
masih saja bersikap apatis terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah. Untuk itu 
harus ada strategi khusus untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi 
dalam setiap proses kebijkan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk 
menstimulasi partisipasi masyarakat, antara lain: 
 85 
1. Mensolidkan kekuatan masyarakat terutama para stakeholders. 
2. Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat.) 
3. Publikasi hasil-hasil investigasi atau riset-riset yang penting. 
4. Berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan. Memunculkan aksi dan gerakan 
secara kontinyu. (Sirajuddin (ed), 2006: 152) 
Ada beberapa problematika yang terjadi berkaitan dengan hal partisipasi 
masyarakat dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 3 faktor yang 
melatarbelakangi munculnya problematika partisipasi yaitu: Faktor masyarakat, Faktor 
yuridis, dan Faktor birokrasi. Dari ketiga faktor tersebut ditemukan beberapa 







































Problematik Partisipasi Masyarakat 
 
Faktor Problematika 
Masyarakat 1. Sikap apatis masyarakat. 
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat. 
3. Budaya paternalistik yang masih kuat mengakar. 
4. Tidak ada reward (berupa tindak lanjut) 
partisipasi masyarakat. 
5. Responsibilitas masyarakat yang kurang. 
6. masyarakat tidak mengetahui mekanisme 
penyaluran aspirasi. 
7. Keterbatasan akses masyarakat informasi. 
8. Kurangnya dukungan elemen masyarakat yang 
seharusnya membantu memberdayakan seperti: 
LSM atau media masa yang cenderung 
provokatif dan/atau profit oriented 
Yuridis 1. Banyak peraturan yang belum ber-pihak pada 
kepentingan masyarakat. 
2. Belum ada peraturan yang dapat memaksa 
pemerintah untuk melibatkan rakyat dl proses 
pembentukan Perda. 
3. Belum ada peraturan yang menjamin masyarakat 
mendapatkan informasi. 
4. Mudahnya melakukan korupsi kebijakan dibawah 
payung legalitas. 
5. Adanya ketentuan partisipasi yang tidak 
mengikat karena tidak adanya sanksi atas 
pengabaiannya. 
6. Banyak peraturan yang menyangkut kewajiban 
masyarakat (ex. Perda retribusi), tetapi 
mengabaikan hak-hak masyarakat. 
7. Tidak adanya sosialisasi peraturan atau 
kebijakan. 
Birokrasi 1. Sistem birokrasi yang belum memberikan ruang 
bagi publik. 
2. Birokrasi diposisikan sebagai mesin yang hanya 
bekerja sesuai jalur. 
3. Tidak ada keterlibatan masyarakat dl 
pengambilan kebijakan dengan dalih high cost. 
4. Kurang fahamnya birokrat akan makna 
partisipasi secara mendasar. 
5. Image birokrasi yang kental dengan uang. 
6. Saluran aspirasi yang kurang baik. 
7. Kerap terjadi mobilitas massa untuk kepentingan 
politik. 
8. partai tidak mampu berperan untuk kepentingan 
rakyat. 
  




Di dalam rangka membentuk peraturan daerah partisipatif, ada beberapa cara 
atau teknik yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Brenda Dubois dan Karla Kongsrud 
Miley mengungkapkan beberapa teknik pemberdayaan masyarakat yang biasa 
digunakan oleh kelompok lembaga swadaya masyarakat (an empowering proffession). 
Diantaranya terdapat cara untuk menciptakan masyarakat yang berdaya (secara 
politis) yang dapat diadopsi oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan good 
governance yang transparan, partisipatif, aksesabel dan akuntabel. 
Berikut ini teknik pemberdayaan masyarakat (peningkatan partisipasi 
masyarakat) dalam proses pembentukan pembentukan peraturan daerah: 
1. Membangun relasi pertolongan yang: 
a.Merefleksikan respon empati. 
b. Menghargai pilihan dan hak masyarakat. 
c. Menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing kelompok masyarakat. 
d. Menekankan pola kerjasama klien (client partnerships). 
2. Membangun komunikasi yang: 
a.Menghormati martabat dan harga din. 
b. Mempertimbangkan keragaman inividu. 
c. Fokus pada kepentingan masyarakat (umum). 
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: 
a.Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemecahan masalah sosial. 
b. Menghargai hak-hak masyarakat. 
c. Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar. 
d. Melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan 
evaluasinya. 
4. Merefleksikan sikap dan nilai dalam kode etik jabatan pemerintahan yang: 
a.Ketaatan terhadap kode etik dan prinsip-prinsip good governance. 
b. Keterlibatan dalam proses perumusan peraturan daerah. 
c. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. (Edi Suharto, 2005b: 
68). 
 
F. Salah Satu Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk E- Parlement 
 
Dunia selalu mengalami perubahan, termasuk di lingkungan pemerintahan 
dan program legislasi daerah. Salah satu wujud dan perubahan tersebut adalah 
berkembangnya teknologi informasi, yang ditandai oleh kesadaran akan pentingnya 
electronic government, electronic parliament, dan electronic pada lingkup yang lain. Di 
sinilah urgensitas gagasan kami tentang E-Parlemen. 
Alasan yang menunjukkan urgensi elektronik parlemen di Indonesia adalah; 
1. Faktor geografis dan kewilayahan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan 
yang mempunyai wilayah yang sangat luas, total luas wilayahnya adalah 1.919.440 
km2, memiliki 17.504 pulau, sekitar 6000 pulau masih belum berpenghuni. Dan 
sekian puluh ribu pulau, Indonesia mempunyai 5 pulau besar, yaitu Jawa, 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pulau Papua adalah pulau terbesar 
 88 
kedua di dunia setelah Greenland. Di susul pulau Kalimantan sebagai pulau 
terbesar ketiga, Sumatera ke enam (Profil md. Wikipedia.com) 
2. Faktor politis. Visi rezim reformasi mewujudkan transparansi dan pemenuhan 
kebutuhan rakyat untuk berinteraksi dengan para wakilnya sebagai bentuk good 
parlemen. Visi ini merupakan jawaban terhadap sistem penyelenggaraan tugas 
dan kewajiban lembaga legislatif pada zaman rezim orde baru yang kurang efisien 
dan tidak aksesable. Sebaliknya, kinerja parlemen pada saat ini menjadi begitu 
dinarnis, berawal dan fenomena amandemen UUD 1945 yang berusaha membagi 
kekuasaan ekskutif dan legislatif secara proporsional, menjadi latar belakang 
munculnya perbaikan kualitas kinerja lembaga legislatif. Kualitas kinerja yang 
meningkat sangat terlihat dan menjanjikan harapan-harapan yang ideal. Sudah 
seharusnya hal ini diimbangi dengan pengaturan informasi yang cepat dan akurat 
agar apa yang telah dikerjakan oleh lembaga legislatif bisa tersampaikan dengan 
cepat, akurat dan baik kepada rakyat. Inpres No. 23 Tahun 2001 tentang 
pemanfaatan teknologi komunikasi secara optimal dan tepat guna adalah wujud 
kebijakan pemerintah yang menginginkan teknologi informasi menjadi sarana 
untuk mewujudkan pelaksanaan. kinerja pemerintah yang lebih baik, diharapkan 
teknologi menjadi salah satu sarana demi terwujudnya sebuah pemerintahan yang 
akuntable, transparan, dan aksesable. Demikian adanya lembaga legislatif, 
pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun komunikasi 
multi arah dengan rakyat menjadi sangat penting untuk diwujudkan. 
3. Faktor sosiologis. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia sejak 
dekade 90-an meningkat secara tajam, namun karena kebijakan pemerintah orde 
baru yang kurang sponsif terhadap hal ini, maka hingga akhir dekade 90-an, 
pemanfaatan teknologi tidak bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan 
dengan hegemoni usaha-usaha yang masuk dalam wilayah pemanfaatan teknologi, 
seperti teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan industri. Keadaan 
berbalik ketika rezim reformasi berkuasa, ada liberalisasi kebijakan dalam hal 
pemanfaatan teknologi, usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran teknologi 
yang dilakukan banyak pihak mendapat dukungan yang positif dan pemerintah, hal 
ini berimplikasi pada munculnya maksimalisasi kemanfaatan teknologi. Salah satu 
sektor teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah teknologi informasi, 
sektor ini memberikan sumbangsih konkrit terhadap efisiensi dan kemudahan 
berkomunikasi. 
 
Teknologi informasi dan komunikasi dihadirkan untuk menciptakan kemungkinan 
(kesempatan) pada pembangunan demokrasi yang partisipatif, mengembangkan 
komunikasi antara parlemen, pemerintah dan masyarakat. Pada sisi lain, teknologi 
informasi dan komunikasi juga diciptakan untuk mengorganisir komunikasi antara 
parlemen dan konstituennya dalam menentukan keputusan-keputusan. Penggunaan 
teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari, saat ini, pilihan yang 
paling tepat untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pemerintah, parlemen, 
dan rakyat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus menerus 
 89 
berkembang. Banyak kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi dan penyampaian 
informasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. 
Electronic government, online government, atau disebut juga transformational 
government, adalah istilah yang ditujukan pada langkah pemerintah yang memanfaatkan 
teknologi informasi untuk menyebarkan informasi, melakukan pelayanan pada 
masyarakatnya. Sistem pemerintahan elektronik ini digunakan oleh lembaga ekskutif, 
legislatif, dan yudikatif, dalam rangka mengembangkan efisiensi kinerja internal lembaga. 
Tujuan utama adanya elektronik government adalah terciptanya pelayanan publik 
yang lebih baik. Sementara i, electronic government banyak dipahami sebagai (sekedar) 
pemanfaatan media internet untuk menunjang kinerja pemerintah. Padahal pemaknaan 
electronic government lebih luas, yaitu pemanfaatan semua media elektronik (teknologi 
informasi) untuk menunjang kinerja pemerintah. Dari pemaknaan ini, diketahui definisi 
dan konsep elektronik parlemen. Elektronik parlement adalah sebuah gagasan yang 
diwujudkan dalam suatu bentuk sistem, sistem baru yang memanfaatkan teknologi 
informasi untuk memudahkan interaksi antara parlemen dan rakyat (Parlement to Citizen, 
Citizen to Parlemen). Konsep e-government di atas adalah bingkai besar, di dalamnya 
muncul konsep elektronik parlemen, tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
keduanya, hanya saja elektronik parlemen merupakan konsep turunan yang digunakan 
khusus untuk lembaga legislatif. 
Tujuan dan adanya elektronik parlemen; sebagai sistem dasar yang menciptakan 
transparansi informasi, komunikasi, dan layanan kepada masyarakat. Dengan penggunaan 
teknologi informasi, dimungkinkan layanan secara online dan digital, sehingga informasi, 
komunikasi, dan layanan bisa diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Elektronik 
parlemen menyediakan sarana interaksi antara anggota dewan dan konstituennya, fraksi 
dan konstituennya, setwan dan konstituennya, dan anggota dewan dengan masyarakat 
secara umum (komunikasi tersebut meliputi usulan, kritikan dan pengawasan terhadap 
kinerja parlemen), serta mendukung manajemen persidangan, risalah rapat, agenda, 
kliping, dokumen, surat, publikasi aturan daerah, RAPBD & APBD, manajemen 
penanganan aduan dan keluhan masyarakat. Interaksi dua arah dapat dilakukan melalui 
media website, sms, e-mail, telepon dll (konsep e-parlement, www.e-
democracyenterprise.co .id) 
Sistem e-parlemen yang dibangun harus mempunyai contain (isi); informasi 
tentang profil parlemen yang bersangkutan secara iengkap dan jujur, seluruh aktifitas 
yang telah, sedang, dan akan dilakukan, serta menyediakan Peraturan Daerah yang 
dibuat, baik yang masih dalam bentuk rancangan dan yang sudah disahkan, Data yang ada 
dalam sistem elektronik parlemen harus selalu di update, sehingga dapat memberikan 
informasi yang semestinya pada masyarakat. Kemudian diperlukan juga adanya 
optimalisasi dalam manajemen sistem, sehingga sistem tersebut bisa establish dan selalu 
berkembang. 
Berangkat dan kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan kelebihan-
kelebihan yang dimiliki oleh teknologi yang baru itu dalam menjawab kebutuhan-
kebutuhan publik akan informasi, transparansi dan partisipasi, maka konsep e-parlemen 
kemudian muncul. Dalam tahapan lebih lanjut e-parlernen diharapkan memberi implikasi 
pada munculnya E-demokrasi. E-demokrasi merepresentasikan penggunaan teknologi 
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informasi dan komunikasi oleh pelaku-pelaku demokrasi pada proses-proses politik dan 
kepemerintahan dalam komunitas-komunitas lokal, negara dan dalam tataran 
internasional. E-demokrasi mensyaratkan partispisasi masyarakat secara lebih luas dan 
lebih aktif yang dimungkinkan melalui penggunaan Internet, Telepon seluler, dan 
teknologi-teknologi yang lain dalam demokrasi representatif saat ini serta melalui bentuk-
bentuk keterlibatan publik yang iebih partisipatif dan langsung (Nazaruddin, E-Pariemen 
dan www.dprddiyyogya.go.id) 
Analisa di atas menunjukkan bahwa alasan kondisi geografis di Indonesia dan 
tuntutan untuk menghadirkan pemerintahan reformatis yang lebih transparan, akuntable, 
dan aksesable menjadikan konsep e-pariemen sangat penting untuk diwujudkan dalam 
sebuah sistem yang konkrit. 
Wal-hasil, Elektronik parlemen adalah penggunaan segala bentuk teknologi 
informasi sebagai alat dalam sebuah sistem untuk mewujudkan pola interaksi (meliputi 
komunikasi dan informasi) multi arah antara parlemen dan rakyat secara umum. 
Teknologi yang digunakan meliputi media internet dan non internet, yang harus dipahami 
bahwa sebuah sistem akan kering dan kurang artificial manakala tidak ada kesadaran dan 
kesungguhan dan pihak parlemen untuk menggunakan teknologi informasi sebagai 
sebuah sarana. Elektronik parlemen adalah solusi yang dirasa paling cepat untuk 
mewujudkan asas-asas good governance, karena dengan elektronik parlemen, akan 
tercipta sebuah lembaga parlemen yang aksesabel, transparan dan akuntabel. 
 
G. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah 
 
Pembentukan peraturan daerah baik yang berasal dan inisiatif DPRD maupun 
yang berasal dan inisiatif pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa tahapan. 
Adapun tahapan pembentukan peraturan daerah sama dengan tahapan penyusunan 
peraturan perundang-perundangan yang lain meliputi perencanaan, perancangan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang 
partisipasi bagi masyarakat harus ada di setiap tahapan tersebut. Dengan demikian 
diharapkan akan lahir perda yang partisipatif, masyarakat yang kritis, dan 
pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan sosial (society need). 
Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam proses penyusunan 
peraturan daerah, namun dalam seluruh tahapan pembentukannya sampai dengan 
evaluasi. Dalam agenda ROCCIPI — rule, opportunity, communication, capacity, 
interest, process and ideology (peraturan, kesempatan, komunikasi, kemampuan, 
kepentingan, proses dan nilai/ sikap) (Seidman, dkk, 2001: 135)— dinyatakan bahwa 
dalam penyusunan peraturan yang baik harus memperhatikan tujuh agenda tersebut. 
Kategori ini dapat memberikan gambaran awal reaksi masyarakat terhadap peraturan 
yang akan dibentuk. 
Kategori ROCCIPI mengidentifikasi faktor-faktor yang kerap menimbulkan 
masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang--undangan. Faktor 
interest dan ideology merupakan faktor yang bersifat subyektif sedangkan rule, 
opportunity, communication, capacity, dan process merupakan faktor objektif. Agenda 
ini bermanfaat untuk mempersempit dan mensistematiskan ruang lingkup hipotesis 
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yang muncul dalam benak perancang peraturan tentang penyebab suatu perilku 
bermasalah. Di dalam agenda ini terdapat menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah 
berkaitan materi yang terdapat dalam peraturan daerah. Faktor-faktor dimaksud 
yaitu: 
 
1. Rule (Peraturan). 
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang terhadap suatu peraturan, 
mungkin terjadi karena banyak peraturan yang tumpang tindih, tidak jelas, atau 
multi tafsir/bisa ditafsirkan sesuka hati, bertentangan atau saling tidak 
mendukung, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak partisipatif, atau 
memberikan wewenang yang berlebihan kepada pelaksana peraturan. Dan satu 
hal yang tidak bisa ditawar bahwa peraturan tidak dapat menghilangkan penyehab 
perilaku bermasalah. 
 
2. Opportunity (kesempatan/ Peluang) 
Sebuah peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, namun jika 
terbuka kesempatan untuk tidak mematuhinya. Orang dengan mudah melakukan 
perilaku bermasalah. Ingat kata Bang Napi (seorang karakter kriminal taubat 
bertopeng yang terdapat dalam Acara salah satu stasiun TV Swasta nasional) yang 
selalu menyatakan bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat tetapi 
juga karena adanya kesempatan. Pelanggaran terhadap peraturan daerah kerap 
terjadi karena adanya kesempatan dan tidak adanya tindakan tegas dan aparat 
yang berwenang. 
 
3. Capacity (kemampuan). 
Peraturan tidak dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang dia tidak mampu. Peraturan harus dibuat dengan mengetahui kondisi-kondisi 
masyarakat yang menjadi subyek peraturan. Kemampuan masyarakat dapat dirinci 
ke dalam kemampuan politik, kemampuan ekonomi dan kemampuan sosial 
budaya. 
 
4. Communication (komunikasi) 
Komunikasi pemerintah daerah dengan rakyat tidak efektif, terutama 
dalam mengumumkan peraturannya. Media sosialisasi yang digunakan tidak 
familiar dan sulit untuk diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan indikasi 
kesengajaan, supaya masyarakat tidak tahu cacat yang ada di dalam suatu 
peraturan. Sebut saja dalam kaitan dengan masalah anggaran, masyarakat tidak 
pernah mengetahui berapa besar dana yang dimiliki oleh daerah dan tidak pernah 
tahu untuk apa saja atau oleh siapa saja anggaran tersebut dialokasikan. (Daud 
Gauraf,2002:62). 
 
5. Interest (kepentingan) 
Aspek kepentingan terkait erat dengan manfaat bagi pelaku peran 
(pembuat peraturan maupun stakeholder/ masyarakat yang akan menjadi sasaran 
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pemberlakuan aturan tersebut). Kepentingan ini bisa terdiri dari kepentingan 
ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan sosial budaya. 
 
6. Process (Proses)  
Yang dimaksud proses dalam hal ini adalah proses bagi pelaku untuk 
memutuskan apakah akan mematuhi atau tidak mematuhi suatu peraturan 
daerah. Proses ini sangat dipengaruhi oleh substansi peraturan yang berdampak 
positif atau tidak bagi kepentingan masyarakat dimana perda tersebut 
diberlakukan. 
 
7. Ideology (Nilai dan Sikap) 
Kategori ideologi ini secara umum dimaknai sebagai sekumpulan nilai yang 
dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa berpikir, dan bertindak. Termasuk di 
dalamnya antara lain sikap mental, pandangan tentang dunia, pemahaman 
keagamaan. Kadang-kadang ideologi juga disamakan dengan budaya yang sangat 
luas cakupannya. Di dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk (beragam) 
harus dapat diakomodir oleh pengambil kebijakan agar dapat dengan mudah 
diterima oleh masyarakat. (Jazim Hamidi, 2008:77). 
 
Bagaimanapun rumit dan konpleksnya permasalahan yang ditemukan di 
dalam masyarakat, jika dijabarkan berdasarkan kategori ROCCIPI sebagaimana 
diuraikan di atas, kemungkinan besar akan dapat dicegah (preventif) atau dicarikan 
solusinya, tentunya dengan menyesuaikan dengan substansi (materi) suatu perda 
yang hendak dibuat dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap 
keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari masyarakat dimana perda itu kelak 
hendak diberlakukan. Tentunya pengkajian tersebut disandarkan pada tujuh 
kategori ROCCIPI tersebut di atas. Meskipun demikian, akan lebih tepat jika di 
dalam setiap proses pembentukan perda tersebut, masyarakat setempat 
senantiasa disediakan ruang untuk berpartisipasi dan dijamin adanya informasi 
mengenai prosedurnya. 
 
Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat (partisipasi) di dalam proses 
pembentukan suatu Perda telah diatur dan dijamin oleh Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Provinsi, 
Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka dapat 
dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada koridor hukum yang jelas melindungi hak atas 
informasi masyarakat. Ketentuan ini juga berarti dalam pembentukan sebuah perda harus 
terdapat prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses 
perancangan tersebut. 
Praktek yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan perda peran 
masyarakat masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang 
dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) 
yang melandasi perencanaan pembentukan perda. Itu pun, dilakukan hanya pada tahap 
perencanaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa banyak 
perda (kalau tidak semuanya) yang terbit dengan tidak didahului proses penelitian, 
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walaupun akhirnya ”secara tiba-tiba” memiliki naskah akademik. Sementara di dalam 
tahap perancangan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh 
Pansus dari DPRD. Meskipun pada tahap ini kemungkinan melibatkan akademisi atau 
pakar-pakar yang kompeten di bidangnya. Namun di dalam realitasnya masyarakat umum 
yang berkepentingan tidak memiliki pintu masuk untuk ikut serta di dalamnya. Kemudian 
dalam tahap pembahasan di DPRD, masyarakat yang sudah ”terlanjur” mewakilkan 
kekuasaannya pada wakil rakyat di DPRD tidak lagi mendapatkan hak suara. Sidang 
paripurna anggota DPRD yang terhormat memang bersifat terbuka, tetapi kebal kritik 
karena protokol dan tata tertib sidang. Sementara rakyat yang tidak puas, harus cukup 
puas dengan meneriakkan aspirasi dan kepentingannya dengan cara ”itu-itu saja” demo 
dan unjuk rasa yang tidak pernah efektif. 
Menurut Rival G. Ahmad (Sirajuddin dkk, 2006:189) berpendapat bahwa terdapat 
sedikitnya 8 Prinsip mengenai optimalisasi partisipasi masyarakat di dalam proses 
pembentukan suatu perda, yaitu : 
a. Adanya kewajiban publikasi yang efektif; 
b. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesabel; 
c. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk 
terlibat dalam mengawasi proses sejak tahap perencanaan. 
d. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RAPERDA selain anggota 
DPRD dan Pemerintah. 
e. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan 
aksesabel seperti Naskah akademik dan Ranperda. 
f. Adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan 
secara partisipatif. 
g. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, 
pembahasan Raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan. 
h. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi proses pembentukan perda 
yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi. (Dahlan 
Thaib, 2005:25). 
Sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis harus 
menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjaring partisipasi 
masyarakat yang dapat dilakukan oleh pembentuk Perda dalam pembentukan peraturan 
daerah, yaitu: 
a. Melakukan penelitian terpadu sebelum perancangan Perda. 
b. Menggelar public hearing materi yang akan diperdakan. (hal ini bisa dilakukan di 
DPRD tapi juga bisa dilakukan dengan cara turun langsung ke tengah-tengah 
masyarakat terkait/ stakeholder). 
c. Memberikan kesempatan kepada warga untuk mengikuti persidangan di Kantor 
DPRD. (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan perda tersebut). 
Jika pihak pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi 
partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif 
menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD atau Partai politik 




H. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan 
 
Salah satu tahapan yang penting dilakukan dalam proses penyusunan perda adalah 
communication yaitu adanya komunikasi antara pemangku kepentingan dan pengambilan 
kebijakan. Komunikasi ini sangat penting dalam pelaksanaan peraturan daerah. 
Setidaknya komunikasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi. Meskipun 
bersifat searah, informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui sosialisasi perda 
sedikit banyak dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk melaksanakan atau 
tidak melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian 
pelaksanakan perda yang tidak mencerminkan atau tidak mengakomodir kepentingan 
masyarakat mendapat reaksi negatif dari masyarakat. 
Secara teoritis di dalam ilmu hukum dikenal adanya fiksi hukum yang menyatakan 
bahwa semua orang dianggap tahu hukum, namun teori fiksi ini tidak dapat diberlakukan 
begitu saja, karena masalah komunikasi seringkali muncul karena selama ini pemerintah 
(pemerintah daerah) kurang dalam mengumumkan peraturannya (sosialisasi). 
Ketidakefektifan suatu peraturan daerah mungkin terjadi karena beberapa faktor 
yang saling berkaitan dalam sistem hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman, ada 3 
unsur yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur 
hukum dalam masyarakat. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan 
suatu peraturan daerah, antara lain : 
 
a. Substansi Perda yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat memancing reaksi 
masyarakat, sedangkan prosedur partisipasi tidak jelas; 
b. Kurangnya optimalnya kinerja aparatur pemerintah yang berwenang dalam 
menangani setiap penyelewengan atau pelanggaran peraturan. Dalam struktur 
hukum, masyarakat sebagai subyek hukum memiliki peran yang sangat besar dalam 
pelaksanaan peraturan daerah. 
c. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran serta kesadaran politik masyarakat yang rendah 
karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat 
yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga kepekaan 
masyarakat terhadap proses pembentukan suatu perda sangat rendah.   
 
I. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan 
 
Hukum bukanlah sebuah mekanisme yang dibuat dan bekerja di dalam sebuah 
ruang hampa. Hukum senantiasa berinteraksi dengan berbagai faktor-faktor yang bersifat 
non hukum (faktor sosial). Partisipasi masyarakat dalam tahap penegakan suatu perda 
adalah salah satu bentuk dimana hukum dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada 
disekitarnya. Penegakan perda berarti upaya yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran 
peraturan daerah. 
Kesenjangan antara das sollen dengan das sein adalah suatu hal yang lazim 
ditemui di dunia hukum. Demikian halnya dengan proses penegakan suatu perda yang 
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terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Terdapat 
berbagai faktor yang terkadang menjadi penyebab proses pelaksanaan suatu perda 
menjadi tidak maksimal dan banyak pelanggaran yang terjadi. Sementara proses 
penegakannya tidak mendapat perhatian yang serius. 
Pada proses tahapan penegakan perda ini, masyarakat berada pada posisi 
peran sentral, oleh karena bagaimanapun masalah penegakan perda senantiasa berkaitan 
dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat baik karena tidak tahu 
atau karena kesengajaan. 
Penegakan perda dapat dilakukan secara preventif, dan represif. Penegakan 
secara preventif dilakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada 
masyarakat mengenai berlakunya perda dan sanksi dalam perda tersebut. 
Penegakan secara represif tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak 
hukum saja, tetapi harus melibatkan peran serta masyarakat. Meskipun masyarakat tidak 
berwenang mengambil tindakan hukum, namun masyarakat dapat menjadi ujung tombak 
penegakan perda dan kemudian dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Hal ini 
harus dilakukan karena: 
a. Pelanggaran terjadi di masyarakat, dan masyarakat lebih mudah mengetahui setiap 
pelanggaran yang terjadi 
b. Pelanggaran kadang-kadang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, masyarakat 
secara tidak langsung adalah korban yang paling dirugikan. Oleh sebab itu 
masyarakat harus mendapatkan wadah atau saluran khusus untuk melaporkan 
tersebut. 
c. Proses hukum represif kerap menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat (seperti 
tebang pilih). 
Dengan keterlibatan rakyat, penegakan perda dapat dilakukan secara adil dan 
merata terhadap semua pelaku pelanggaran tanpa pandang bulu. Peran serta masyarakat 
dalam penegakan perda dapat dilakukan dengan cara: 
 Mentaati perda yang telah diberlakukan 
 Mencegah pelanggaran yang diketahui akan dilakukan oleh orang lain 
 Melaporkan tindakan yang menunjukkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 
siapa saja kepada pihak yang berwajib 













Metode Penyusunan Naskah Akademik Dalam 




A. Pengertian Naskah Akademik 
 
Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa hak legislasi pembuatan 
undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergeseran 
kewenangan dari eksekutif beralih menjadi kewenangan legislatif. Hal ini diatur di dalam 
Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan membuat undang-undang". Sedangkan posisi Eksekutif seperti diatur dalam 
Pasal 5 UUD 1945 melalui Presiden "berhak mengajukan rancangan undang-undang 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pergeseran ini ditinjau dari lahirnya kemurnian 
kekuasaan melalui teori "Trias Politika" menandakan telah kembalinya kekuasaan asli 
kepangkuan pihak legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sebagai 
pemangku kekuasaan membuat Undang-Undang maka pihak legislatif dalam menjalankan 
tugas dipegangi sebuah hak yang kemudian lazim disebut dengan hak inisiatif. 
Dalam proses pembuatan undang-undang baik yang melibatkan pihak legislatif 
maupun pihak eksekutif ada juga hak yang dimiliki pihak akademisi untuk membuat 
sebuah naskah akademik. Menurut Harry Alexander yang dimaksud naskah akademis 
naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-
undangan bidang tertentu. Bentuk dan isi naskah akademik memuat gagasan pengaturan 
suatu materi hukum bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari 
berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat ; urgensi, konsepsi, 
landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-
norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa 
alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistimatis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah 
digariskan.56 
Sementara di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Peraturan Presiden menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, 
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  Harry Alexander, 2004, Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta XSYS Solusindo, hal. 
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tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau 
arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.57 
Dari pendapat dan ketentuan tersebut, kalau dikupas lebih jauh menunjukan 
bahwa pembuatan naskah akademis tidak lebih dari sebuah upaya pendekatan 
menyeluruh (holistik) dari sebuah rencana pembuatan sebuah peraturan perundang-
undangan. Pendekatan ini dijalankan melalui sebuah metoda riset sebagai langkah awal 
untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik pihak masyarakat maupun 
pemegang hak legislasi (pemerintah dan parlemen). Namun karena luasnya ruang lingkup 
pendekatan maka ada baiknya kalau digunakan konsep dasar "tritunggal"58 dalam 
menelaah lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek yuridis, 
sosiologis dan filosofis. Aspek yuridis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah 
masyarakat, aspek sosiologis, yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan 
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, 
misinya adat istiadat dan aspek filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan 
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki ditengah-tengah masyarakat, 
misalnya agama.59 
Dengan batas yang jelas ini, maka akan memudahkan untuk menginventarisasi 
seluruh bahan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dari ketiga aspek tersebut 
jugalah akan dijadikan rambu-rambu penting di dalam merumuskan batasan akademis 
dari naskah akademis yang akan dibuat tersebut. Hal ini penting untuk di tekankan agar 
naskah akademis yang dibuat tidak saja bertumpu kepada keilmuan tetapi juga harus 
ditunjang dengan kenyataan sosial. Tumpuan keilmuan dibuat didasarkan kepada kaidah-
kaidah teori dan pendapat para pakar (doktrin) sedangkan tumpuhan kenyataan 
didasarkan kepada kebutuhan nyata yang diinginkan masyarakat agar kehidupannya 
terlindungi dan dijamin oleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum baik dimasa kini 
(does sein) maupun masa yang akan datang (does sollenlfuturistik). 
Dengan demikian naskah akademis akan terjaga netralitasnya sebagai sebuah 
kajian yang murni karena "tuntunan ilmu" bukan karena tuntunan dan tuntutan 
kepentingan pemerintah dan elit politik melalui politik hukum yang dia kehendaki. Karena 
itulah naskah akademis dibuat untuk "bandul penyeimbang" rancangan undang-undang 
yang dibuat oleh pihak parlemen bersama pemerintah atau sebaliknya, agar lebih obyektif 
dan tidak menabrak kaidah-kaidah keilmuan hukum yang ada. Harapannya naskah 
akademis benar-benar dijadikan pertimbangan utama bagi proses pendampingan 
rancangan peraturan perundangan-undangan sehingga pengidaman sebuah undang-
undang yang sempurna dan jauh dari cacat hukum benar-benar akan terwujud. Yang 
                                                 
57  Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden 
58
  Disebut dengan konsep "Trltunggal" karena tiga landasan tersebut baik secara yuridis, landasan 
sosiologis dan landasan filosofis tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga keberadaannya disebut 
dengan 3 (tiga) yang satu dan 1 (satu) yang tiga.. 
59
 Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi 
Muatan Produk-Produk Hukum Daerah, HIm. D9 
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paling penting dari proses itu semua diharapkan sudah tidak ada lagi wajah undang-
undang yang berwatak represif, tetapi diganti dengan wajah undang-undang yang 
berwatak otonom dan berwatak responsif'60. 
 
Skema 9 
Letak Naskah Akademis Sebagai Bandul Penyeimbang Diantara  
Produk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang dikeluarkan Oleh Pihak 


















Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akademik adalah 
urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan bahwa : 
1. Hasil inventarisasi hukum positif; 
2. hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;  
3. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam. rancangan 
undang-undang; 
                                                 
60  Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick hukum yang otonom adalah hukum sebagai 
Pranata yang mampu menjinakkan refresi dan melindungi integritasnya sendiri. Hukum 
responsif adalah hukum yang merupakan sarana respon alas kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Sedangkan hukum represif ialah hukum yang merupakan sarana 
implementasi kepentingan penguasa sehingga bersifat menindas. Selanjutnya lihat 
salam Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition: Toward 
Responsive Law, Harper and Raw Publisher, New York, Hlm 29-52 
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4. Konsepsi landasan, alasan hukum dan prinsip yang akan digunakan; 
5. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-
pasal; 
6. Gagasan awal naskah rancangan undang-undang dan/atau  
7. Rancangan produk hukum yang disusun secara sistematik: bab demi bab, serta pasal 
demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan Undang-Undang atau 
rancangan Produk hukum lainnya selanjutnya oleh instansi yang berwenang 
menyusun Undang-Undang atau Rancangan Produk Hukum lainnya tersebut. 
Kedudukan naskah akademik merupakan : 
1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup 
dan materi muatan suatu Undang-Undang; 
2. Bahan Pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa 
penyusunan Undang-Undang 
3. Bahan Dasar bagi penyusunan Undang-Undang/Rancangan Produk Hukum lainnya. 
 
B. Dasar Hukum Eksistensi Naskah Akademik 
 
Naskah akademik merupakan bentuk konkrit dan partisipasi masyarakat dalam 
rangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah yang 
berbasis riset), hal ini telah memiliki legitimasi dan dasar hukum yang jelas dan konkrit. 
Out-put konkrit dari keterlibatan masyarakat (khususnya kalangan akademik) adalah 
terbentuknya sebuah Naskah Akademik. 
Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yang pertama kali muncul adalah 
sebuah SK KBPHN (Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) SK KBPHN 
No. 159. PR.09.lO Tahun 1994 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik 
Peraturan Perundang-undangan. Di dalam surat keputusan tersebut dijelaskan mengenai 
nama atau istilah, bentuk dan isi, kedudukan serta format dari Naskah Akademik. 
Dasar hukum bagi partisipasi masyarakat lewat pembentukan naskah akademik 
mengalami perbaikan dengan munculnya aturan-aturan baru. Aturan baru yang mengatur 
tentang pembentukan naskah akademik adalah Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden. 
Pengertian Naskah Akademik; di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah 
Nomor 68 Tahun 2005 diatur bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, 
tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau 
arah pengaturan rancangan undang-undang. 
Dilanjutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa Pemrakarsa dalam menyusun 
rancangan Undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai 
materi yang akan diatur di dalam rancangan Undang-undang. Dilanjutkan di dalam Pasal 5 
ayat 2 diatur bahwa Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 100 
dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya dapat 
diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian 
untuk itu. 
Secara teoritis dan sosiologis, Naskah Akademik diartikan sebagai konsepsi 
pengaturan suatu masalah (objek peraturan perundang-undangan), mengkaji dasar 
filosofis, dasar yuridis, dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga 
mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dikaitkan dengan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 
2004 diatur mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, salah satunya 
terdapat Peraturan Daerah (Perda) sebagai jenis peraturan perundang-undangan. 
Dijelaskan lebih lanjut, berdasar UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
produk-produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
Jadi kebolehan pembentukan suatu Naskah Akademik juga berlaku bagi produk hukum 
daerah. 
Definisi lain dari Naskah akademik ialah naskah awal yang memuat gagasan-
gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan tertentu. Naskah Akademik 
mengandung uraian yang berisi penjelasan tentang (Jazim Hamidi, 2006, Tanpa Halaman): 
1. Perlunya sebuah peraturan dibuat. 
2. Tujuan dan kegunaan dan peraturan yang akan dibuat. 
3. Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut. 
4. Aspek-aspek teknik penyusunan. 
Jadi, Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
penyusunan sebuah Rancangan Produk Hukum (termasuk Rancangan Produk Hukum 
Daerah). 
Di dalam kaitan dengan Produk Hukum Daerah, Naskah Akademik dimuat gagasan-
gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan daerah bidang tertentu yang telah 
ditinjau secara sistemik, holisitik, dan futuristik, dari berbagai aspek ilmu. Naskah 
Akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan 
izin pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Kepala Daerah. 
 
C. Pentingnya Naskah Akademik dalam Proses Perancangan Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
 
Walaupun Naskah Akademik bukan merupakan suatu keharusan dalam proses 
pembentukan peraturan daerah, tetapi perlu sekali lagi ditekankan urgensi (penting/ 
sangat dibutuhkan) keberadaan Naskah Akademik dalam proses pembentukan 
peraturan daerah. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta 
masyarakat secara aktif dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan terlibatnya 
masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah, maka aspirasi-
aspirasi masyarakat akan lebih terakomodir. 
Argumen yang menunjukkan bahwa Naskah Akademik merupakan media 
konkrit bagi peran serta masyarakat secara akiif dalam proses pembentukan peraturan 
daerah adalah (Mahendra P. K. Dkk, 2007, 57); 
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a. Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang 
tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan 
sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah. Aspek 
yang dikaji dalam latar belakang mi adalah aspek ideologis, politis, budaya, 
sosial, ekonomi, ekologi, pertahanan dan keamanan. Manfaat dan informasi 
yang ada di dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan daerah adalah 
mereka bisa mengetahui dengan pasti tentang perlunya dibuat sebuah 
peraturan daerah demi kepentingan daerah secara umum. 
b. Naskah Akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan daerah 
dari aspek filosofis (cita-cita hukum, recht idea), aspek sosiologis (nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal 
tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya), 
dan aspek politis (kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi 
kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan) Peraturan daerah 
dimungkinkan menjadi efektif apabila tidak melupakan sejauh mana tingkat 
kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap 
peraturan tersebut. 
c. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang 
lingkup dan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam hal mi dijelaskan 
mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas dan materi hukum yang perlu 
diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya. Naskah Akademik menggambarkan 
bahwa materi hukum tidak hanya terikat pada asas-asas yang telah ditentukan 
dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo. Pasal 138 Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu mencermati nilai-nilai hukum adat di daerah 
bersangkutan. 
d. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan 
keputusan bagi pihak ekskutif dan legislatif mengenai pembentukan peraturan 
daerah tentang permasalahan yang dibahas. Sebuah Naskah Akademik juga 
memberikan saran-saran apakah semua materi yang dibahas dalam naskah 
akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk peraturan daerah atau ada 
sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau 
peraturan lainnya. 
Kehadiran Naskah Akademik juga menepis pandangan sebagian masyarakat 
yang melihat peraturan daerah sebagai suatu produk yang (hanya) berpihak pada 
kepentingan pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat 
seringkali tidak merasa memiliki dan menjiwai peraturan daerah tersebut. Oleh 
karena itu Naskah Akademik digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani 
dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dan pembentuk peraturan 
daerah. Melalui Naskah Akademik, partisipasi aktif dan masyarakat dalam proses 
pembentukan peraturan daerah akan muncul. 
Partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan 
daerah sesuai dengan isi Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Pasal ini 
menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau 
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rancangan peraturan daerah. Hal ini perlu diatur secara jelas, sebab peraturan 
daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, 
kebijakan-kebijakan dan/ atau aspirasi-aspirasi masyarakat, dengan tujuan 
pembangunan daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, adanya Naskah Akademik 
merupakan usaha menghindari kondisi suatu peraturan daerah tidak menjadi 
insrumen bagi pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat daerah tersebut. 
 
D. Kedudukan dan Kegunaan Naskah Akademik dalam Proses Perancangan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Secara umum kedudukan naskah akademik dapat dirumuskan, sebagai berikut: 
1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas 
lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah. 
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa 
penyusunan Raperda atau Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada kepala 
Daerah. 
3. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda atau Rancangan Produk Hukum Daerah 
lainnya kepada Kepala Daerah. (Mahendra, dkk, 2007: 31) 
Sedangkan kegunaan naskah akademik dapat dirumuskan, sebagai berikut : 
1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dan 
faktor yang melingkupi suatu proses penyusunan rancangan peraturan daerah. 
2.  Memastikan bahwa di dalam proses perancangan suatu peraturan daerah 
perancang telah menyusun fakta-fakta dengan mempertimbangkan berbagai 
faktor yang melingkupinya secara logis, rasional dan obyektif. 
3. Menjamin bahwa suatu rancangan peraturan daerah tersebut muncul dari proses 
pengambilan keputusan yang logis, rasional dan obyektif. (Mahendra, dkk, 2007: 
31).  
 
E. Proses Pembentukan Naskah Akademik Suatu Peraturan Perundang-undangan 
 
Pembentukan Naskah Akademik di suatu daerah, didasari oleh kebutuhan akan 
hadirnya Produk Hukum Daerah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat dan kepentingan umum di daerah yang bersangkutan. 
Dasar kebutuhan terhadap pembentukan Naskah Akademik yang 




































Gambar di atas menunjukkan suatu proses kepekaan dan penyusun Naskah 
Akademik terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat, kepekaan ini 
diwujudkan dalam sebuah riset (penelitian) terhadap permasalahan yang timbul, 
mengidentifikasi, menganalisa dan mencarikan alternatif solusi (jalan keluar) bagi 
permasalahan tersebut. (Mahendra P. K. dkk, 2007: 63) 
Wujud dari riset tersebut salah satunya adalah pembentukan Naskah 
Akademik, kemudian Pemerintah Daerah merespon hasil penelitian tersebut dengan 
menggunakan Naskah Akademik sebagai salah satu dasar dan alat pertimbangan 
pembentukan Produk Hukum Daerah yang partisipatif. 
Ketika kesadaran bahwa Naskah Akademik merupakan wujud konkrit 
partisipasi masyarakat telah terbangun, maka langkah konkrit berikutnya yang harus 
dilakukan adalah pelaksanaan konsultasi publik, konsultasi publik dalam hal ini 
dilakukan dalam hal perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah tahap Naskah 
Akademik. (Mahendra P. K. dkk, 2007:66) Hal ini digambarkan, sebagai berikut:: 
Permasalahan atau perubahan 
dalam masyarakat 
Kepekaan penyusun naskah akademik 
terhadap  masalah atau perubahan sosial 
yang muncul dalam masyarakat 
Identifikasi dan verifikasi 
permasalahan 
Membangun jejaring dengan 
pihak-pihak yang terkait 
Adanya kesamaan visi dan persepsi dan 
pihak-pihak yang terkait tentang 
penyusunan naskah akademik 
Proses penyusunan  naskah 
akademik 
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Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah Tahap Naskah 

































Rencana Pembuatan Draft Naskah Akademik Produk 
Hukum Daerah (D-1) 
1. Membentuk tim persiapan rencana tim penyusunan 
Naskah Akademik dan Tim Prakarsa. 
2. Indentifikasi dasar hukum materi dalam naskah 
akademik produk hukum daerah. 
3. Menyusun pokok-pokok pikiran naskah akademik. 
1. Masukan dari masyarakat atau dari para pemangku 
kepentingan (multistakeholder) mengenai para pakar 
dan anggota tim penyusun 
2. Masukan terhadap pokok-pokok pikiran Naskah 
akademik 
1. Mengidentifikasi anggota tim pakar dan (substansi) 
Naskah Akademik 
2. Membuat rangkuman masukan pokok-pokok pikiran 
dari masyarakat 
3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai tim 
penyusunan dan pokok-pokok pemikiran 
1. Membahas draft inisiatif menjadi Naskah Akademik 
(D1) 
2. Membuat agenda kerja 
3. Menyusun pokok-pokok pikiran berdasarkan keahlian 
4. Menginformasikan perkembangan 1,2,3 kepada 
masyarakat. 
1. Mendiskusikan dan membahas Draft Naskah 
Akademik (D1) 
2. Menghimpun masukan dari pemangku kepentingan 
melalui diskusi, seminar, lokakarya, dll, dan 
masyarakat. 
1. Perbaikan D1 Menjadi D2 hasil masukan masyarakat 
2. Mengirim D2 kepada masyarakat. 
Klarifikasi atas D2 
1. Penyempurnaan D2 menjadi Draft Final Naskah 
Akademik 
2. Mengirim Draft Final kepada pemangku kepentingan 
atau masyarakat luas 

















Proses evaluasi di atas kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan 
Naskah akademik. (Mahendra P. K. dkk, 2007: 69) Adapun proses penyusunan Naskah 
Akademik yang partisipatif bisa dijelaskan dengan gambar sebagai berikut: 
 
Gambar Proses Penyusunan Naskah 























Tahap persiapan penyusunan naskah akademik: 
1. Pembentukan tim penyusun naskah akademik 
2. Pengumpulan data-data dan informasi, penyusunan 
agenda dan pembagian kera serta persiapan-persiapan 
Tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik: 
1. Penyusunan kerangka draft naskah akademik. 
2. Penyusunan draft naskah akademik. 
Diskusi public (Public Hearing) draft naskah .akademik: 
1. Menginformasikan draft naskah akademik. 
2. Menghimpun masukan-masukan dan berbagai pihak. 
Evaluasi draft naskah akademik: 
1. Menginventarisasi masukan-masukan. 
2. Mengakomodir masukan-masukan yang dianggap 
bermanfaat ke dalam draft naskah akademik,. 
Penetapan atau finalisasi draft naskah akademik  
Memberikan naskah akademik kepada lembaga legislatif 
dan lembaga eksekutif untuk di jadikan sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan dalam pembahasan 
pembentukan peraturan daerah. 
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F. Naskah Akademik 
 
Pada dasarnya tidak ada format baku dan sebuah Naskah Akademik, biasanya Naskah 
Akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab. Berdasar lampiran Surat Keputusan 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. G-159.PR.09.1O Tahun 1994 tentang 
petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, Naskah 
Akademik terdiri dan dua bagian, yaitu: 
a. Bagian Pertama: adalah laporan hasil pengkajian dan penelitian tentang Rancangan 
Undang-undang yang akan dirancangkan. Secara terperinci, format bagian pertama mi 
adalah sebagai berikut; 
I. Pendahuluan 
1. Latar belakang. 
2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai. 
3. Metode Pendekatan. 
4. Pengorganisasian. 
II. Ruang Lingkup Naskah Akademik 
1. Ketentuan Umum. 
2. Materi. 
III. Kesimpulan dan Saran 
IV. Lampiran 
b. Bagian Kedua: adalah konsep awal Rancangan Undang-undang yang terdiri dan pasal-
pasal yang diusulkan dan sudah memuat saran-saran yang konkrit. Formatnya sebagai 
berikut: 
1. Konsiderans. 
2. Alas atau dasar hukum. 
3. Ketentuan umum. 
4. Materi. 
5. Ketentuan Pidana. 
6. Ketentuan Peralihan. 
7. Penutup. 
 
Selain format yang diberikan oleh BPHN di atas, terdapat alternatif format Naskah 








Format Naskah Akademik Alternatif 
 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang. 
Latar belakang penyusunan berisi tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu 
masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam latar belakang mi adalah 
aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan 
(ipoleksosbudharikam). 
B. Tujuan. 
Tujuan Penyusunan merupakan hasil yang diharapkan, dengan diaturnya suatu 
masalah atau urusan dalam peraturan perundang-undangan. 
C. Metode. 
Bagaimana cara penyusunan Naskah Akademik yang bersangkutan (riset normatif atau 
riset sosiologis). Dijelaskan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik sangat 
diperlukan data yang akurat yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
keilmuan, sehingga validitasnya tidak diragukan lagi. Metode penggalian data tersebut 
dapat dilakukan dengan cara misalnya: 
1. Penelitian. 
2. Pooling (jajak pendapat). 
3. Seminar dan lokakarya. 
4. FGD (Fokus Group Disscusion) di antara stakeholder. 
5. Public Hearing. 
 
BAB II: TELAAH AKADEMIK. 
A. Kajian Filosofis. 
Diuraikan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu 
menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. 
B. Kajian Yuridis. 
Diuraikan landasan hukum yang berasal dan peraturan perundang-undangan lain 
untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar 
hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. 
C. Kajian Politis. 
Diuraikan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-
kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. 
D. Kajian Sosiologis. 
Diuraikan realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi 
masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). 
E. Konsep-konsep. 






BAB III: MATERI DAN RUANG LINGKUP 
 
Pembahasan gambaran umum materi dan ruang lingkup peraturan perundang-
undangan yang akan dibuat. Umumnya materi dan ruang lingkup peraturan perundang-
undangan terdiri dan: 
A. Pengaturan Asas dan Tujuan 
Asas dan tujuan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat berupa nilainiiai 
dasar yang akan mengilhami norma pengaturan selanjutnya. Dengan demikian ruang 
lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan yang akan disusun tidak terlepas 
dan asas dan tujuan dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya di 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup 
maka dipakai asas sustainability (keberlanjutan), responsibility (pertanggung jawaban) 
dan Utility (manfaat). 
B. Pengaturan Hak dan Kewajiban. 
C. Pengaturan Kewenangan dan Kelembagaan. 
D. Pengaturan Mekanisme. 
E. Pengaturan Larangan-larangan. 
F. Pengaturan Sanksi dan Larangan (jika perlu). 
 



































Penelitian Substansi RAPERDA 
 
Penelitian substansi RAPERDA merupakan kegiatan awal dalam proses yang 
panjang untuk membentuk suatu undang-undang. Dengan melakukan penelitian terhadap 
pokok persoalan tertentu dalam masyarakat yang memerlukan pengaturan, diharapkan 
lembaga yang berwenang dapat menghasilkan undang-undang yang secara substantif 
dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam hal kepastian dan keteraturan. 
A. Proposal Penelitian 
1. Pengertian dan Tujuan Pembuatan Proposal 
Proposal penelitian adalah program yang dituangkan dalam bentuk 
rencana kerja. Memuat uraian tentang hal-hal yang akan diteliti dan bagaimana 
penelitian akan dilaksanakan. 
Tujuan pembuatan proposal penelitian adalah: 
a. Sebagai informasi kepada instansi terkait tentang masalah yang akan 
diteliti dan manfaat dan penelitian. 
b. Mendesain penelitian dengan karakteristik yang sesuai dengan objek 
penelitian, sehingga diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang 
diperlukan untuk memecahkan masalah dan sekaligus menunjukkan 
bagaimana data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diintepretasikan. 
Isi proposal penelitian terdiri dan desain penelitian (research design), 
perencanaan penelitian (research plan) atau prosedur penelitian (research 
procedure) yang bersifat tentatif. Desain penelitian tersebut mencakup berbagai 
jenis kegiatan yang akan dilakukan, seperti pemilihan judul, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, 
hipotesis, dan metode penelitian. 
2. Sistematika Proposal Penelitian 
Proposal penelitian berisikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Judul Proposal Penelitian 
b. Latar Belakang 
c. Perumusan Masalah 
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
e. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual 
f. Metode Penelitian 
1) Jenis Penelitian 
2) Penentuan Lokasi Penelitian 
3) Sumber Data 
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4) Teknik PengumpuIan Data 
5) Teknik Pengolahan Data 
6) Teknik Analisis Data 
g. Pertanggungjawaban Sistematika 
h. Jadwal Penelitian 
i. Anggaran Penelitian 
j. Daftar Pustaka 
k. Lampiran: 
1) Daftar Pertanyaan 
2) Daftar Narasumber 
3) Susunan Keanggotaan Tim 
Ad.a. Judul Proposal Penelitian 
Pada umumnya judul proposal penelitian mencerminkan hubungan antara 
dua variabel atau lebih. Judul sebaiknya dibuat singkat dengan menggunakan frasa 
yang lugas dan spesifik.  
Ad.b. Latar Belakang 
Berisi uraian tentang apa yang menjadi tema pokok, mengapa 
dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok tersebut dan sejauh mana 
kajian terhadap tema pokok tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis 
sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: 
1) Situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2) Alasan mengapa peneliti ingin meneliti masalah tersebut. 
3) Hal-hal yang telah atau belum diketahui peneliti tentang masalah yang 
ditelitinya. 
4) Sumber hukum yang menguatkan pernyataan masalah. 
Ad.c. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Dan tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Tiap 
pertanyaan melahirkan sub pertanyaan dan sub pertanyaan melahirkan 
pertanyaan lainnya (jika ada). 












 Apakah yang dimaksud dengan perbuatan sewenang-wenang 
penguasa? 
 Bagaimana mekanisme pemilu Presiden? 




Ad.d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Perumusan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan (deklaratif) dan 
sinkron dengan perumusan masalah. 
Perumusan kegunaan atau manfaat penelitian antara lain sebagai berikut: 
1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai tujuan teoritis. 
2) Untuk dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah yang timbul 
sebagai tujuan praktis. 
3) Untuk membuat perkiraan tentang suatu kejadian, sehingga kejadian yang tidak 
diinginkan bisa dihindari atau untuk dapat membuat perencanaan lebih balk. 
Ad.e. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual 
Kerangka teori atau kerangka konseptual adalah alat atau instrumen untuk 
membedah atau menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan 
teori dan konsep sesuai dengan bidang (disiplin) ilmu yang dianalisis. Penggunaan 
kerangka teori lazim dipakai dalam disiplin ilmu hukum empirik, sedangkan 
kerangka konseptual lebih kerap digunakan dalam disiplin ilmu hukum normatif. 
Ad.f. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan, instrumen dan suatu penelitian, yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1) Jenis Penelitian 
Setelah selesai merumuskan masalah, tujuan penelitian, hipotesis (jika 
diperlukan) dan kerangka teoritis atau kerangka konseptual, maka langkah 
berikutnya adalah merancang atau mendesain metode penelitian, yaitu dengan 
langkah pertama menetapkan jenis penelitian. Jenis penelitian ini disesuaikan 
dengan obyek ilmu yang akan diteliti. Khusus untuk penelitian hukum, maka 
jenis penelitian terdiri atas penelitian empirik dan normatif. 
Penelitian empirik dilakukan karena ada kesenjangan antara fakta 
hukum (law in the book) dan fakta sosial (law in action), sehingga diperlukan 
pencarian kebenaran (kebermaknaan) terhadap fenomena yang terjadi. Karena 
itu penelitian hukum jenis ini lebih menekankan pada data primer di lapangan. 
Penelitian hukum normatif kadangkala disebut juga penelitian 
dokumentasi. Penelitian ini lebih melihat pada persoalan-persoalan hukum dan 
fakta-fakta hukum yang timbul. Fakta-fakta hukum tersebut didasarkan kepada 
pengaturan dalam hukum positif, sehingga data utama penelitian ini 
bersumber pada bahan-bahan hukum tertulis atau data sekunder. 
2) Penentuan Lokasi Penelitian 
Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan topik, permasalahan 
dan sifat data dan obyek yang akan diteliti. Contoh lokasi penelitian: 
 Penelitian RAPERDA Pariwisata dapat dilakukan di daerah Provinsi Bali, 
Sumbar, NTB, dan Manado yang merupakan daerah tujuan pariwisata. 
 Penelitian RAPERDA Keistimewaan Daerah dapat dilakukan di daerah-
daerah istimewa seperti Dl Yogyakarta. 
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 Penelitian RAPERDA Hak-hak Masyarakat Adat dapat ditentukan 
berdasarkan teori pembagian wilayah hukum adat (yang bersumber kepada 
tulisan Snouck Hurgronje), atau dapat pula dilakukan di daerah-daerah 
yang mewakili masyarakat adat di Indonesia. 
3) Sumber Data 
Sumber data penelitian meliputi : 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan masyarakat. 
Contoh: hasil wawancara dengan responden atau observasi langsung 
oleh peneliti. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan kepustakaan. Contoh 
data kepustakaan misalnya terdapat dalam buku, jurnal, dokumen 
resmi (seperti peraturan perundang-undangan), laporan hash 
penelitian, dan lain sebagainya. 
4) Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data meliputi : 
a) Teknik observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja 
dan sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan 
pencatatan oleh peneliti. Dalam melakukan observasi diperlukan alat-
alat, yaitu daftar isian, daftar angket, catatan berkala, dan lain-lain. 
b) Interview (Wawancara) 
Interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan tanya jawab dengan responden, yang dilakukan dengan 
menggunakan atau tidak menggunakan pedoman wawancara. 
c) Angket (Kuesioner) 
Angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis 
kepada sejumlah responden dan dapat dibedakan ke dalam : 
 Angket berstruktur; dalam hal ini responden hanya diminta untuk 
memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia, misalnya memilih 
jawaban “ya” atau “tidak’“ setuju” atau “tidak setuju”. 
 Angket tidak berstruktur; dalam hal ini responden diberi 
keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk 
uraian atau penjelasan secara panjang lebar. 
5) Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut : 
a) Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk 
menjamin apakah data sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai 
dengan kenyataan. Di dalam tahap editing yang diperiksa adalah : 
 jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan jawaban. 
 apakah jawaban itu benar atau salah atau kurang tepat. 
 apakah jawabannya seragam untuk pertanyaan yang sama. 
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b) Coding, yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode 
atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan, dengan maksud agar 
data dapat ditabulasikan. 
c) Tabulating, yaitu memindahkan data dan jawaban pertanyaan ke dalam 
tabel-tabel yang telah disiapkan. Bentuk pengaturan data dalam tabel 
meliputi : 
 tabulasi frekuensi, yaitu pengaturan data menurut banyaknya; 
 tabulasi klasifikasi, yaitu pengaturan data menurut kelasnya; dan 
 tabulasi korelasi, yaitu pengaturan data yang masing-masing data saling 
mempengaruhi. 
6) Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam jenis penelitian hukum normatif dimulai dan 
identifikasi masalah, yang kemudian dideskripsikan, disistematisasikan dan 
disinkronisasikan dengan seluruh ketentuan-ketentuan hukum positif. 
Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan teori atau konsep yang digunakan 
dalam penelitian. Akhirnya analisis sampai kepada kajian tentang prinsip 
hukum dan asas hukum; dan kajian tentang sistem hukum yang dapat 
memenuhi prinsip atau nilai keadilan. 
Dalam jenis penelitian empirik analisis data dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a) Memahami rincian data yang diperoleh dan kemudian menelaah hubungan 
masing-masing data dengan keseluruhan konteks dan berbagai sudut 
pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang 
datanya telah diolah. 
b) Menguraikan data menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang 
lebih kecil untuk mengetahui komponen yang menonjol dan 
membandingkan suatu komponen dengan totalitas untuk mengetahui 
proporsi/prosentase. Hasil analisis data tersebut kemudian diuraikan dalam 
bentuk deskripsi kualitatif. 
Ad.g. Pertanggungjawaban Sistematika 
Pertanggungjawaban sistematika memuat uraian singkat setiap bab dan 
penelitian sesuai dengan substansi penelitian itu sendiri yang meliputi hal-hal 
sebagai berikut : 
Bab I  berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,  tujuan dan 
kegunaan penelitian, kerangka teori atau  kerangka koseptual, dan metode 
penelitian. 
Bab II  berisikan tinjauan pustaka berupa deskripsi teori dan konsep  yang 
relevan dengan topik dan permasalahan penelitian. 
Bab Ill  berisikan temuan lapangan yang mencakup penjelasan data  baik data 
primer maupun sekunder. 
Bab IV  berisikan pembahasan penelitian yang meliputi signifikansi  temuan 
dan deskripsi kualitatif penelitian. 







Ad.h. Jadual Penelitian 
Setiap desain atau rancangan penelitian harus dilengkapi dengan jadual 
kegiatan yang akan dilakukan. Jadual tersebut berisi kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan serta lamanya waktu yang diperlukan. 
Contoh:  
1) Pembuatan usulan penelitian, 1 minggu. 
2) Pembuatan alat/instrumen pengumpul data, 1 minggu. 
3) Pengecekan validasi instrumen dan penentuan besarnya sampel, 1 minggu. 
4) PengumpuIan data di lapangan, 4 minggu. 
5) Analisis data, 4 minggu. 
6) Pembuatan draft laporan, 1 minggu. 
7) Seminar hasil laporan sementara, 1 minggu. 
8) Penyempurnaan isi laporan, 1 minggu. 
9) Penggandaan laporan, 1 minggu. 
Ad.i. Anggaran Penelitian 
1) Anggaran penelitian bersumber dan APBN dan donasi yang tidak mengikat. 
2) Rincian Anggaran Penelitian : 
Biasanya anggaran untuk penelitian sudah direncanakan mulai dan 
usulan program kegiatan tahun sebelumnya. Besaran dananya ditentukan 
berdasarkan: 
a) Rapat tim peneliti. 
b) Biaya pengumpulan data, meliputi pekerjaan yang dilakukan dengan pakar, 
kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian, dan kunjungan ke lokasi 
penelitian. 
c) Honor pakar. 
d) Honor tim peneliti. 
e) Biaya konsultasi dengan narasumber. 
Ad.j. Daftar Pustaka 
Daftar pustaka terdiri dan daftar buku, daftar peraturan perundang-
undangan dan daftar bacaan lain (website, kamus makalah). 
Ad.k. Lampiran 
Lampiran berisi daftar pertanyaan, daftar narasumber dan susunan 
keanggotaan tim peneliti. Daftar pertanyaan harus mampu menterjemahkan 
tujuan penelitian menjadi pertanyaan yang spesifik atau khusus, sebab pertanyaan 
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tersebut akan menghasilkan data atau jawaban yang berguna untuk tujuan 
hipotesis. 
Pada umumnya daftar pertanyaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
pertanyaan faktual dan pertanyaan mengenai pengalaman subyektif. Pertanyaan 
faktual adalah pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan data berkenaan 
dengan latar belakang, lingkungan,  kebiasaan, dan lain sebagainya. Pertanyaan 
pengalaman subyektif meliputi kepercayaan, sikap, perasaan, dan pendapat. Jenis 
pertanyaan terdiri dari : 
 Pertanyaan tertutup atau disebut juga pertanyaan terstruktur, yaitu beberapa 
jawaban sudah tersedia, responden diminta memilih salah satu yang tepat. 
 Pertanyaan terbuka atau tidak terstruktur, yaitu jawaban belum disediakan, 
terserah pada responden. 
 Pertanyaan kontingensi adalah pertanyaan tertutup yang ditujukan untuk 
responden tertentu, misalnya mereka yang pernah berurusan dengan penegak 
hukum. 
B. Pelaksanaan Penelitian 
Setelah proposal diajukan oleh instansi yang bersangkutan, penelitian 
dilaksanakan dengan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam proposal penelitian yang 
meliputi hal-hal tersebut : 
1. Pengumpul data 
2. Pengolahan data 
3. Analisis data 
4. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian 
C. Laporan Penelitian 
Laporan penelitian adalah uraian tentang kegiatan penelitian dan basil 
penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap terakhir dan penelitian yang dibuat 
secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil penelitian. Garis besar 
kerangka laporan penelitian terdiri dari : 
Bab I  Pendahuluan, berisi hal-hal yang ditujukan untuk  membangkitkan 
perhatian pembaca laporan, memusatkan  perhatian mereka dengan masalah 
yang dilaporkan, dan  menunjukkan dasar pikiran yang melatarbelakangi laporan, 
 seperti : 
a. Latar Belakang. 
b. Perumusan Masalah. 
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
d. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual. 
e. Metode Penelitian. 
f. Pertanggungjawaban Sistematika. 
Bab II  Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan atau deskripsi terhadap  teori dan 
konsep yang relevan dengan topik dan permasalahan  penelitian. Teori dan konsep 
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tersebut bersumber pada  pendapat pakar (doktrin), baik dan buku atau hasil 
penelitian,  seperti : 
a. Tinjauan literatur, yang terbagi ke dalam : 
1. Sumber primer, yaitu dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau 
fakta yang diketahui ataupun tentang pemikiran. 
2. Sumber sekunder, yaitu dokumen yang berisi informasi tentang 
bahan pustaka primer, contoh bahan-bahan referensi, ensiklopedia, 
kamus, dan lain-lain. 
b. Tinjauan dokumen atau peraturan perundang-undangan, yang terbagi 
ke dalam : 
1. Sumber primer, contoh Undang-Undang Dasar 1945 Undang-
Undang, Perpu, PP, Perpres, Peraturan Daerah, bahan hukum yang 
tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat peraturan dan jaman 
penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 
2. Sumber sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 
atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta 
implementasinya, contoh rancangan undang-undang, laporan 
penelitian, dan lainnya. 
3. Sumber tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder, contoh 
abstrak, buku petunjuk, dan lainnya. 
Bab Ill  Temuan Lapangan, memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. Penjelasan/analisa temuan penelitian. 
b. Data primer/sekunder yang digunakan untuk mendukung argumen. 
c. Teknik analisis yang digunakan untuk meringkas data dan menguji 
hipotesa, antara lain dalam bentuk distribusi frekuensi, korelasi, 
statistik, diagram dan grafik. Penyampaian temuan penelitian dapat 
bervariasi tergantung pada jenis masalah, sifat penelitian dan sesuai 
dengan urutan pertanyaan penelitian. Informasi dan data harus akurat 
agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 
Bab IV  Pembahasan Penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. Menjelaskan arti dan temuan penelitian. 
b. Menjelaskan sejauh mana data yang dihimpun dapat menjawab 
pertanyaan penelitian. 
c. Mendeskripsikan temuan penelitian dan mensinkronkan dengan 
seluruh ketentuan-ketentuan hukum positif. 
d. Mendeskripsikan prinsip hukum dan asas hukum dalam sistem hukum 
yang memenuhi prinsip atau nilai keadilan. 
Bab V  Penutup, berisikan kesimpulan dan saran/rekomendasi. 
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BAB II 
Diskusi Dengan Narasumber 
 
Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian atau 
pengalaman dalam suatu bidang tertentu yang menjadi sumber informasi dalam suatu 
pembahasan. Narasumber dapat terdiri dan pakar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
baik lokal maupun internasional, profesional, dan praktisi, Posisi narasumber dapat 
bertindak sebagai pengamat atau kritikus. Penentuan narasumber didasarkan pada 
kebutuhan yang disesuaikan dengan pembahasan. 
Tahapan diskusi dengan narasumber : 
a. Tahap Persiapan, dilakukan dengan menyiapkan outline diskusi, menentukan 
narasumber, dan menentukan peserta diskusi. 
b. Tahap Pelaksanaan, dilakukan diskusi yang dipimpin oleh moderator dan dilakukan 
pencatatan diskusi berupa notulensi. 
c. Tahap Perumusan, dilakukan oleh tim kerja untuk merumuskan dan menganalisa 
hasil diskusi. 
d. Tahap Pemanfaatan, hasil diskusi digunakan sebagai bahan dalam penyusunan 
laporan penelitian, penyusunan draf naskah akademis dan penyusunan draf 
RAPERDA. 
Diskusi dengan narasumber dapat dilakukan pada saat : 
a. Penelitian diprogramkan melalui perencanaan penelitian untuk mendapatkan 
kerangka/desain penelitian maupun pada saat setelah penelitian atau pada saat 
akan melakukan analisa hasil penelitian. 
b. Penyusunan naskah akademik, dilakukan sebelum penulisan naskah akademik 
maupun setelah naskah akademik dibuat. Diskusi dengan narasumber dalam 
penyusunan naskah akademik bertujuan untuk membantu mengkritisi dan 
melengkapi hal-hal yang tidak terlihat oleh tim peneliti. Untuk kelengkapan 
informasi kepada narasumber dapat dilampirkan laporan penelitian dan naskah 
akademik yang sudah disusun oleh tim peneliti. 
c. Penyusunan draf rancangan undang-undang untuk membantu dalam merumuskan 
draf rancangan undang-undang (dapat dilakukan sebelum dan sesudah 
penyusunan draf rancangan undang-undang). 
Narasumber ditentukan berdasarkan kualifikasi yang dimiliki berupa pengetahuan, 
keahlian dan pengalaman tentang teknik perancangan undang-undang dan pengetahuan, 
keahlian dan pengalaman mengenal substansi dan RAPERDA yang sedang diteliti. Setelah 
perbaikan draf RAPERDA dapat dilakukan focus group discussion (FGD) dengan 
mengundang narasumber yang mempunyai relevansi dengan RAPERDA yang sedang 
diteliti . 
Teknis pelaksanaan diskusi dengan narasumber meliputi : 
a. Menyiapkan daftar pertanyaan, berupa : 
 Penentuan informasi yang diperlukan. 
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 Perumusan pertanyaan dengan kalimat sederhana dan jelas, disertai informasi 
yang cukup. 
b. Menggali Informasi dan narasumber dengan teknik tanya jawab, yang meliputi : 
 Tanya jawab terstruktur, dengan terlebih dulu mempersiapkan daftar 
pertanyaan. Penanya hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan 
tidak menyimpang dan pokok pembicaraan yang telah ditetapkan. 
 Tanya jawab tidak terstruktur, dengan tidak mempersiapkan pertanyaan yang 
akan diajukan dan tidak harus terikat pada aturan-aturan yang ketat. Teknik 





Naskah akademik sangat diperlukan dalam setiap penyusunan Rancangan undang-
Undang karena ia akan menjadi dasar acuan akademik, sehingga diharapkan RAPERDA 
tersebut akan memiliki kualitas yang baik. 
Pengertian naskah akademik adalah suatu naskah yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang berisikan latar belakang, tujuan penyusunan, 
sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup, obyek atau arah pengaturan RAPERDA. 
Sebagai suatu dokumen akademik, penulisan naskah akademik harus mengikuti 
sistematika tertentu, sebagai berikut : 
A. Pendahuluan 
1. LatarBelakang 
Latar belakang naskah akademik harus dapat menggambarkan pentingnya suatu 
pengaturan untuk diwujudkan dengan cara menguraikan atau mengungkapkan 
apa dan bagaimana kondisi mater, hukum yang ada pada saat naskah akademik 
disusun dan mengungkapkan permasalahan atau fakta yang muncul sebagai alasan 
untuk melakukan pengaturan. Latar belakang harus mencantumkan landasan 
filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga pengaturan tersebut mempunyai 
landasan yang kuat untuk dapat diwujudkan. 
Landasan filosofis suatu naskah akademik harus dapat menggambarkan pemikiran 
masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
hendak diarahkan, sehingga Rancangan Undang-Undang yang disusun dapat 
menggambarkan cita-cita kolektif tentang nilai-nilai luhur yang hendak diwujudkan 
melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. Cita-cita filosofis 
masyarakat dan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagai cita hukum (rechtsidee) dan cita Negara (Staatsidee). 
Landasan sosiologis suatu naskah akademik harus dapat menerangkan bahwa 
setiap norma hukum yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang 
mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan realitas kesadaran hukum 
masyarakat. Oleh sebab itu dalam konsideran Rancangan Undang-Undang harus 
dirumuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga 
suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang benar-
benar didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat (rechtsbewustzijn). 
Landasan yuridis naskah akademik mencantumkan ketentuan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan Undang-
Undang yang dijadikan rujukan dalam menyusun materi Rancangan Undang-
Undang. Ketentuan tersebut dapat didasarkan kepada perintah UUD 1945, 
perintah UU tertentu atau dibentuk berdasarkan relevansi materi muatan dan 
UUD 1945 dan UU. 
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2. Permasalahan 
Permasalahan dalam naskah akademik harus dapat menggambarkan persoalan-
persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang perlu diselesaikan atau 
dipecahkan. 
3. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik adalah memberikan 
pembenaran secara akademik/ilmiah terhadap pemecahan permasalahan yang 
ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan-ketentuan 
dalam RAPERDA yang akan  disusun. 
4. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan adalah metode yang dipakai dalam pengkajian untuk 
menyusun naskah akademik. Pengkajian dapat dilakukan dengan metode 
pendekatan yang mengkombinasikan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Jika perlu dapat dilakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. 
Penyusunan naskah akademik didasarkan kepada substansi ilmu hukum dengan 
menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu : pendekatan sejarah 
(historical approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
konsep (conceptual approach), pendekatan sosial budaya (social-cultural 
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Keseluruhan 
pendekatan akan digunakan secara simultan dengan penarikan kesimpulan secara 
induktif dan deduktif. 
Pendekatan sejarah dilakukan dengan penggalian secara mendalam perjalanan 
bangsa Indonesia terkait dengan fakta yang diangkat. Pendekatan statuta 
dilakukan dengan berpijak pada kerangka konseptual peraturan perundang-
undangan. Pendekatan sosial budaya dilakukan dengan melihat kondisi sosial dan 
budaya yang berkembang di masyarakat. Pendekatan perbandingan dilakukan 
dengan memperbandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lain 
dan atau hukum yang berlaku di negara lain. 
 
B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 
Inventarisasi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar materi muatan yang akan 
dijadikan dasar hukum penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, 
norma UU tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga UUD 1945 
merupakan sumber pengaturan terhadap RAPERDA yang akan dibentuk. Di samping 
itu sumber pengaturan RAPERDA dapat berasal dan UU terkait. 
Inventarisasi dibuat dalam daftar berurut, dimulai dan UUD 1945, berupa pasal-pasal 
terkait, balk yang memerintahkan secara langsung ataupun yang relevan dengan 
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materi muatan RAPERDA. Berikutnya adalah undang-undang yang relevan berurutan 
secara kronologis, lengkap dengan data lembaran negara dan tambahan lembaran 
negara. 
C. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mengkaji permasalahan yang akan diungkapkan dalam naskah 
akademik dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian teori dan konsep yang 
digunakan dapat dijadikan sandaran untuk pembahasan terhadap permasalahan-
permasalahan materi muatan yang timbul, dengan tetap berpijak pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
D. Ruang Lingkup Naskah Akademik 
1. Ketentuan Umum 
Ketentuan umum berisikan definisi, pengertian, dan istilah-istilah yang terkait 
dengan materi yang akan diatur. Di samping itu ketentuan umum juga dapat 
memuat rumusan prinsip-prinsip atau asas-asas yang dijadikan acuan dalam 
penyusunan draf RAPERDA, 
2. Asas danTujuan 
Asas dan tujuan bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas tersebut 
dapat berupa asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; 
kenusantaraan; kebhinekatunggalikaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sedangkan tujuan berisi hal-hal atau 
sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan materi muatan RAPERDA. 
3. Materi Muatan 
Materi muatan berisikan materi muatan yang perlu diatur, seperti kelembagaan, 
kewenangan, hak dan kewajiban, persyaratan, hal-hal yang dilarang dan 
dibolehkan. Materi muatan tersebut disusun berdasarkan teknis pembentukan 
draf peraturan perundang-undangan sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Materi 
muatan yang diatur dengan Peraturan daerah adalah sebagai berikut : 
a) Mengatur Iebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: 
1. Hak-hak asasi manusia; 
2. Hak dan kewajiban warga negara; 
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian 
kekuasaan negara; 
4. Wilayah negara dan pembagian daerah; 
5. Kewarganegaraan dan kependudukan; 
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6. Keuangan negara. 
b) Mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur 
dengan Peraturan daerah. 
c) Mengatur hal-hal yang tidak diperintahkan oleh UUD 1945 atau oleh UU atau 
Perda, tetapi ditetapkan dalam Prolegda untuk menjadi Peraturan daerah. 
4. Ketentuan Sanksi 
Untuk menjamin Peraturan daerah dapat berlaku efektif, maka salah satunya 
adalah adanya unsur paksaan, yaitu ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap 
apa yang dilarang, apa yang tidak diIaksanakan apa yang diwajibkan atau apa yang 
disyaratkan dalam bentuk ketentuan berupa sanksi pidana, sanksi perdata, 
ataupun sanksi administratif. 
5. Ketentuan Peralihan 
Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan daerah yang sudah 
ada pada saat Peraturan daerah baru mulai berlaku. 
6. Ketentuan Penutup 
Ketentuan penutup suatu peraturan daerah memuat pernyataan tentang tidak 
berlakunya atau dicabutnya peraturan daerah yang ada sebelumnya dan memuat 
pernyataan tentang efektifnya keberlakuan suatu peraturan daerah. 
E. Usulan Sistematika RAPERDA 
Naskah akademik suatu peraturan daerah memegang peran yang sangat penting 
karena berfungsi sebagai naskah pembenaran secara ilmiah dalam mempersiapkan 
RAPERDA. Oleh karena itu naskah akademik juga memuat usulan sistematika dan 
Peraturan daerah yang akan disusun, sehingga materi muatan suatu peraturan daerah 
dapat ditentukan berdasarkan teknis pembentukan peraturan daerah yang baik. 
F. Ketentuan Penutup 
Ketentuan penutup memuat kesimpulan atas pemecahan masalah dan naskah 
akademik RAPERDA yang dibahas, antara lain mengenal jenis pengaturan, pokok-
pokok materi yang perlu diatur, dan lain-lain. Ketentuan penutup juga memuat 
rekomendasi, misalnya berupa saran tentang perlunya pembentukan RAPERDA yang 
menyangkut pokok permasalahan yang dibahas dalam naskah akademik. 
G. Daftar Pustaka 
Daftar pustaka terdiri dari daftar buku, daftar peraturan perundang-undangan dan 
daftar bacaan pendukung lain yang terdapat dalam website, kamus, dan makalah. 
H. Lampiran 
Lampiran memuat beberapa hal, antara lain : 
a. Peraturan Perundang-undangan. 
b. Hasil penelitian atau makalah. 
 123 
BAB IV 
Penyusunan Draf RAPERDA 
Penyusunan draf RAPERDA merupakan puncak dari kegiatan penyiapan sebuah 
RAPERDA. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari langkah awal berupa penyusunan 
proposal penelitian yang dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian dan penyusunan 
naskah akademik. Diharapkan kegiatan-kegiatan sebelumnya memberikan bahan yang 
memadai bagi penyusunan draf RAPERDA. 
A. Judul 
Judul Peraturan daerah merupakan frasa yang menyatakan gambaran pokok 
substansi, yang memuat nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama 
Peraturan daerah tersebut. Judul Peraturan daerah ditulis dengan huruf besar (kapital), 




PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR 15 TAHUN 2009 
TENTANG 
RETRIBUSI PASAR 




PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR. . ..TAHUN.... 
TENTANG 
PENGELOLAAN SAMPAH 
Judul untuk Peraturan daerah perubahan atau Peraturan daerah yang mengubah 
Peraturan daerah sebelumnya maka judul Peraturan daerah perubahan ditambahkan 
frasa “PERUBAHAN ATAS” di depan nama Peraturan daerah yang diubah. 
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Contoh: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR 17 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 
TENTANG RETRIBUSI PASAR 
Pada Peraturan daerah yang telah diubah Iebih dan 1 (satu) kali, di antara kata 
“PERUBAHAN” dan kata “ATAS” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali 
perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. 
Contoh: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR....TAHUN 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR....TAHUN....TENTANG.... 
Jika Peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan daerah 
perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan daerah yang diubah tersebut. 
Contoh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
mempunyai nama singkat Peraturan Daerah Tata Ruang Tahun 1998. Jika Peraturan 
Daerah tersebut akan diubah maka judul Peraturan Daerah perubahannya sebagai 
berikut: 
Contoh: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR .... TAHUN 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH TATA RUANG  TAHUN 1998 
Pada Peraturan Daerah yang mencabut Peraturan Daerah sebelumnya tanpa 
adanya penggantian Peraturan Daerah yang baru, maka judul Peraturan Daerah tersebut 








PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR 15 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 1999 
TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN 
B. Pembukaan 
Pembukaan Peraturan daerah terdiri atas frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa”, Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten/Kota, Konsiderans, Dasar Hukum, 
dan Diktum, 
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dicantumkan di antara judul dan 
nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dan diketik dengan jarak 2 (dua) spasi di 
antaranya. Frasa tersebut ditulis seluruhnya dengan huruf besar (kapital), diletakkan di 
tengah marjin. 
Contoh: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLMAN 
NOMOR 15 TAHUN 2007 
TENTANG 
PENANAMAN MODAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KABUPATEN POLMAN, 
2. Jabatan Bupati Kabupaten Polman 
Jabatan BUPATI KABUPATEN POLMAN ditulis seluruhnya dengan huruf besar 
(kapital) yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. 
Contoh: 
PERATURAN DAERA KABUPATEN POLMAN 
NOMOR 7 TAHUN 2005 
TENTANG 
PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KABUPATEN POLMAN, 
 
3. Konsiderans 
Konsiderans memuat uraian singkat mengenal pokok-pokok pikiran Yang menjadi 
latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah Yang dirumuskan dalam 
rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Konsiderans memuat unsur 
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filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijabarkan Iebih 
lanjut dalam bagian Penjelasan Umum. 
Dalam membuat konsiderans, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut : 
1. Konsiderans dicantumkan antara frasa “BUPATI KABUPATEN POLMAN’ dan Dasar 
Hukum (Mengingat); 
2. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”; 
3. Setelah kata “Menimbang’ dicantumkan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar 
belakang dan alasan pembuatan Peraturan daerah yang dimaksud; 
4. Rumusan pokok pikiran tersebut hanya berupa uraian singkat yang memuat landasan 
filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis; 
5. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan 
kesatuan pengertian; 
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf alphabet dengan huruf kecil (a, b, c, dan 
seterusnya) dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan 
diakhiri dengan tanda baca titik koma; 
7. Konsiderans ditutup dengan kesimpulan bahwa Peraturan daerah yang hendak dibuat 
memang diperlukan dengan rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi: “bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf…, huruf…, dan huruf… 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang…;” 
 
Contoh :  
Menimbang:  a.  bahwa untuk membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha 
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang merupakan bagian 
integral dari ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan 
peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 
yang seimbang; 
 b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan peranan 
Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pembinaan dan 
pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Menengah 
sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor: 
32 Tahun 2004, yang dapat mendorong dan memberi perlindungan 
serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan 
peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah 
Sulawesi Selatan; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil 
dan Usaha Menengah.  
4. Dasar Hukum 
Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”. Dasar hukum memuat peraturan 
perundang-undangan yang Iebih tinggi atau setingkat dengan Peraturan Daerah meliputi : 
1. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan daerah mencantumkan Pasal yang 
mengatur dasar kewenangan pemerintah daerah dalam membuat Peraturan daerah di 
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dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian halnya jika 
rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka ketentuan Pasal yang mengatur 
hak/kewenangan DPRD dalam mengajukan suatu rancangan Peraturan Daerah 
dicantumkan, 
2. Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang secara tegas memerintahkan pembuatannya; 
3. Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang terkait dengan substansi yang akan diatur 
dalam Peraturan Daerah; 
4. Undang-undang yang secara tegas memerintahkan pembuatannya; dan/atau 
5. Peraturan Daerah yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan substansi 
yang akan diatur di dalam Peraturan daerah yang akan dibentuk. 
Secara umum pedoman menyusun dasar mengingat di dalam suatu Peraturan 
Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat dirangkum 
menjadi beberapa hal, yaitu : 
1. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya pasal-
pasal yang ada di dalam undang-undang; 
2. Peraturan daerah yang akan dicabut dengan Peraturan daerah yang akan dibentuk, 
atau Peraturan daerah yang sudah diundangkan tapi belum resmi berlaku, tidak 
dicantumkan sebagai dasar hukum; 
3. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari 
satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan 
perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis 
berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya; 
4. Penulisan dasar hukum yang memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, 
tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, diakhiri dengan 
tanda baca titik koma; 
5. Dasar hukum yang diambil dari satu pasal atau lebih dalam UUD 1945, maka harus 
dituliskan dengan menyebut pasal-pasal yang berkaitan frasa Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan 
kedua huruf u ditulis kapital; 
Contoh: 
Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
6. Dasar hukum yang bukan dari UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tapi cukup 
mencantumkan nama judul undang-undang dengan dilengkapi pencantuman Nomor 
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang diletakkan di antara tanda 
baca kurung. 
Selain itu pengaturan lain terkait dengan dasar hukum mengingat adalah sebagai 
berikut : 
1. Dasar hukum yang berasal dan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda 
atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 
Desember 1949, ditulis Iebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan 
kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor 




Mengingat :  1.  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van   
 Koophandel, Staatsblad 1847:23); 
  2. …; 
2. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 berlaku juga untuk pencabutan 
peraturan perundang-undangan yang berasal dan jaman Hindia Belanda atau yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 
1949. 
3. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar 
hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda 
baca titik koma. 
Contoh: 
Mengingat:  1. ...; 
 2. …: 
 3. ...; 
5. Diktum 
Diktum dalam Peraturan Daerah menandakan pernyataan formal yang dikeluarkan 
lembaga atau pejabat pembuat Peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Diktum terdiri 
atas beberapa komponen yaitu : 
a. kata Memutuskan; 
b. kata Menetapkan; 
c. nama Peraturan daerah. 
Kata “Memutuskan” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara 
suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. 
Sebelum kata “Memutuskan” dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI KABUPATEN POLMAN yang 
diletakkan di tengah marjin. 
Contoh: 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan 
BUPATI KABUPATEN POLMAN 
MEMUTUSKAN: 
Selanjutnya dalam penulisan kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata 
“Memutuskan” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat” 
Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca 
titik dua. 
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Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan setelah kata 





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR. 
C. BatangTubuh 
Batang tubuh merupakan bagian inti dan suatu Peraturan daerah didalamnya 
memuat seluruh ketentuan materi yang diatur dalam suatu peraturan daerah. Undang-
Undang Nomor l0 Tahun 2004 mendefinisikan batang tubuh Peraturan Perundang-
undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan 
dalam bentuk pasal-pasal. 
Pada umumnya substansi di dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 
1. Ketentuan Umum; 
2. Materi Pokok yang diatur; 
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan); 
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan/atau 
5. Ketentuan Penutup. 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam 
membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang 
meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan. 
Terdapat 2 (dua) hal penting di dalam batang tubuh, yaitu pengelompokan 
penomoran materi dan pengelompokan materi muatan. 
1. Pengelompokan Penomoran Materi 
PengeIompokan penomoran materi dibagi kedalam buku, bab, bagian, dan 
paragraf yang dibagi berdasarkan kesamaan materi. Urutan pengelompokan adalah 
sebagai berikut : 
a. bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf; 
b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau 
c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. 
Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya 
ditulis dengan huruf kapital. 
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Contoh: 
BUKU PERTAMA UMUM 
 
Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya 
ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 
BAB II 
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN 
 
Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf 
dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul 
bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak 
pada awal frasa. 
Contoh: 
Bagian Keempat  
Tugas dan Wewenang 
Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal 
dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, 
kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. 
Contoh: 
Paragraf 1 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
Pasal merupakan satuan aturan di dalam suatu peraturan daerah yang memuat 
satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan 
lugas. Materi Peraturan daerah Iebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang 
singkat dan jelas dan pada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal 
memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu 
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab. 
Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 
Pasal 97 
Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana 
Pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan 
pengalihan jaringan usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha 
tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur. 
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Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan 
angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. Satu ayat 
hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. 




1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM, 
dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha uang 
dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola: 
a. Inti Plasma; 
b. Subkontrak; 
c. Perdagangan Umum; 
d. Waralaba; 
e. Keagenan; 
f. Bentuk-bentuk lain. 
Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam 




Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 
(tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih. 




Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang : 
a. telah berusia 17 (tujuh belas)tahun atau telah kawin; dan 
b. telah terdaftar pada daftar pemilih. 
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa 
pembuka; 
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b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik; 
c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil; 
d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; 
e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil maka unsur tersebut 
dituliskan masuk ke dalam; 
f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca 
titik dua; 
g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang 
diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad 
kecil dengan tanda baca kurung tutup; 
h. angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan 
i. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi 
empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke 
dalam pasal atau ayat lain. 
Jika unsur atau rincian dalam penomoran (numbering) dimaksudkan sebagai 
rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua 
dan rincian terakhir. Jika rincian dalam penomoran (numbering) dimaksudkan sebagai 
rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua 
dan rincian terakhir. Jika rincian dalam penomoran (numbering) dimaksudkan sebagai 
rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di 
belakang rincian kedua dan rincian terakhir. Kata “dan”, “atau”, “dan/atau” tidak 
perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. 
Contoh: 






b. …; (dan, atau, dan/atau) 
c. …. 
b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 






b. …; (dan, atau, dan/atau) 
c. …; 
1. ...; 
2. ...; (dan, atau, dan/atau) 
 134 
c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu 






b. …; (dan, atau, dan/atau) 
c. ....: 
1. ...; 
2. ...; (dan, atau, dan/atau) 
3. .... 
a) ...; 
b) ...; (dan, atau, dan/atau) 
c) .... 
d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu 






b. …; (dan, atau, dan/atau) 
c. ….; 
1. ...; 
2. … (dan, atau, dan/atau) 
3. …. 
a)...; 
b)...; (dan, atau, dan/atau) 
c).... 
1. ....; 
2. ….; (dan, atau, dan/atau) 
3. …. 
Dari aturan penomoran seperti di atas, pasal merupakan satuan 
pengaturan terkecil. Di dalam pasal, norma dari sebuah peraturan dinyatakan. 
Oleh karena itu terdapat prinsip bahwa satu pasal hanya mengandung satu pokok 
pikiran. Meskipun demikian karena karena dalam prakteknya satu pikiran 
terkadang mengandung beberapa norma yang sulit dimuat dalam satu kalimat 
saja. Sehingga kemudian dipecah ke dalam ayat-ayat. 
 
2. Pengelompokan Materi Muatan 
Materi muatan di dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur di dalam 
Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan 







f. bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Kemudian Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur bahwa materi muatan yang 
harus diatur dengan Peraturan daerah berisi hal-hal yang : 
a. mengatur Iebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang meliputi : 
1. hak-hak asasi manusia; 
2. hak dan kewajiban warga negara; 
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 
negara; 
4. wilayah negara dan pembagian daerah; 
5. kewarganegaraan dan kependudukan; 
6. keuangan negara, 
b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Peraturan daerah. 
Materi muatan penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih 
pengaturan maupun penyalahgunaan wewenang. Jika suatu peraturan daerah 
memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki banyak pasal maka pasal-pasal 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, 
dan paragraf. Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya 
bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk 
masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri 
dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur. 
Pengelompokan tersebut dilakukan atas dasar kesamaan materi, dan 
diidentifikasi dengan nama khusus terhadap masing-masing pengelompokan 
pengaturan, sehingga pengaturan dalam suatu bab atau paragraf atau bagian haruslah 
merupakan suatu materi yang sama. Dengan demikian pengelompokan yang lebih 
rendah merupakan pengelompokan materi yang lebih detail dan materi yang diatur 
pada pengelompokkan yang lebih tinggi. 
Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma, dirumuskan menjadi satu bagian atau pasal dengan norma yang 
memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat Iebih dan satu pasal, 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dan 
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bagian atau pasal tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang 
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 
bab. 
Sanksi administratif dapat berupa, antara lain: 
1. pencabutan izin; 
2. pembubaran; 
3. pengawasan; 
4. pemberhentian sementara; 
5. denda administratif; dan/atau 
6. daya paksa polisional. 
Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lam ganti kerugian.  
3. Ketentuan Umum 
Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I dan dapat memuat lebih dan satu 
pasal. Jika dalam suatu undang-undang tidak dilakukan pengelompokan bab, 
ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal. Ketentuan umum berisi : 
a. batasan pengertian atau defenisi; 
b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam undang-undang; dan/atau 
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara 
lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 
Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi: ”Dalam 
Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan”. Jika ketentuan umum memuat 
batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dan satu, maka masing-
masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf 
kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 
Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau 
istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya. Suatu kata 
atau istilah yang hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan 
pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata 
atau istilah tersebut diberi definisi. 
Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam 
ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan maka rumusan batasan pengertian 
atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan 
pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang 
dilaksanakan tersebut. 
Batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk 
menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Definisi, singkatan, atau akronim tidak 
perlu diberi penjelasan, agar tidak menimbulkan pengertian ganda. Urutan 
penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai 
berikut :  
 137 
a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan Iebih dahulu dan 
yang berlingkup khusus; 
b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur 
ditempatkan dalam urutan yang Iebih dahulu; dan 
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan 
berdekatan secara berurutan. 
D. Materi Pokok 
Materi pokok yang diatur ditempatkan setelah bab ketentuan umum. Jika tidak 
ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal 
ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan 
menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. 
Contoh: 
a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
1. kejahatan terhadap keamanan negara; 
2. kejahatan terhadap martabat Presiden; 
3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya; 
4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; 
5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya. 
b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara 
pidana, dimulai dan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. 
c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa 
Agung, dan Jaksa Agung Muda. 
E. Ketentuan Pidana 
Pada prinsipnya dalam menentukan ketentuan pidana tidak terlepas pada dasar 
pemidanaan, alasan, dan maksud pemidanaan. Dasar pemidanaan merupakan dasar 
pembenaran dan pemerintah untuk menjatuhkan pidana. 
Dalam menentukan ketentuan pidana harus diperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu : 
a. Tidak terburu-buru meningkatkan beratnya sanksi pidana atau menciptakan sanksi 
pidana baru, tetapi bentuklah pelaksana peraturan yang efektif. 
b. Tentukan berat-ringannya sanksi pidana secara adil berdasarkan tingkat 
pelanggarannya. Sanksi pidana yang paling serius hanya diberikan bagi pelanggaran 
yang paling serius pula. Dalam hukum pidana, faktor yang menentukan tingkat 
keseriusan tindak pidana terdapat dalam dasar pemidanaan serta unsur pemberat 
atau peringan tindak pidana. Faktor tersebut antara lain berupa : 
1. Jenis pelanggaran; 
2. Posisi pelakunya. 
c. Sanksi pidana berupa denda atau penjara akan lebih efektif bila perilaku mayoritas 
masyarakat saat itu sudah sesuai dengan tujuan peraturan. 
 138 
Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas 
pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Dalam 
merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 
yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena 
ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut 
Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain 
(Pasal 103 KUHP). 
Selanjutnya, dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu 
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam 
masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. 
Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana 
yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. 
Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. 
Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan 
pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal-pasal yang berisi 
ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan 
pidana diletakkan sebelum pasal penutup. 
Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Dalam 
merumuskan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau 
perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut, 
serta perlu dihindari : 
a. pengacuan kepada ketentuan pidana undang-undang lain. 
b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-
unsur dan norma yang diacu tidak sama; atau 
c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma 
yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang tindak 
pidana khusus. 
Suatu bentuk ketentuan pidana yang berlaku bagi siapapun, subyek dan ketentuan 
pidana dirumuskan dengan frasa “setiap orang” 
Contoh : 
Pasal 41 
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta). 




Sedangkan apabila ketentuan pidana yang hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu 
dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi. 
Terkait dengan pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan ketentuan pidana 
pun harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan ;. 
Contoh: 
Pasal 33 
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal…. dipidana dengan para kurungan paling 
lama ………. atau denda paling banyak Rp …………..,00 Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
Dalam menentukan rumusan ketentuan pidana harus dinyatakan apakah 
ketentuan pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, , alternatif atau kumulatif alternatif. 
Ketentuan pidana yang bersifat kumulatif adalah ketentuan pidana yang dijatuhkan 
merupakan gabungan antara pidana kurungan pidana denda. 
Ketentuan pidana yang bersifat alternatif adalah ketentuan pidana yang dijatuhkan 
merupakan pilihan apakah pidana yang akan dikenakan adalah pidana kurungan atau 
pidana denda. Sedangkan ketentuan pidana yang bersifat kumulatif adalah ketentuan 
pidana yang akan dijatuhkan dapat merupakan ketentuan pidana gabungan antara pidana 
kurungan dan pidana denda atau ketentuan pidana pilihan apakah pidana yang akan 
dikenai adalah pidana kurungan atau pidana denda. 
Contoh : 
Sifat kumulatif : 
Pasal 17 
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam asal 61 huruf c, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 
Sifat alternatif: 
Pasal 46 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
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Terkait dengan perumusan ketentuan pidana, hindari ketentuan pidana yang tidak 
menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau 
alternatif. 
Contoh: 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 
dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6  (enam) bulan. 
Jika suatu Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, 
ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana 
tidak boleh berlaku surut. 
Contoh: 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak 
tanggal 1 Januari 2009, kecuali untuk ketentuan pidananya. 
Terhadap ketentuan pidana dalam bidang ekonomi dapat tidak diatur sendiri di 
dalam Peraturan daerah bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang 
yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. 
Tahun 1955 tentang. Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 
Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada : 
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; 
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai 
pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau 
c. kedua-duanya. 
F. Ketentuan Peralihan 
Ketentuan peralihan di dalam suatu Peraturan Daerah adalah ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang sudah pada saat mulai 
berlakunya Peraturan Daerah yang baru, sehingga dapat berlaku atau tidak membawa 
dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. 
Ketentuan peralihan berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi 
kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan dari ketentuan lama 
ke ketentuan baru. Ketentuan peralihan disebut juga peralihan transisional, atau 
ketentuan transisi. 
Ketentuan peralihan termasuk dalam bagian batang tubuh, dan letakkan dalam 
Bab Ketentuan Peralihan di antara Bab Ketentuan Pidana dan bab Ketentuan Penutup. 
Namun jika dalam sebuah Peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal 
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yang berisi ketentuan peralihan diletakkan sebelum pasal yang memuat ketentuan 
penutup. 
Ketentuan peralihan tidak mutlak harus ada dalam sebuah Peraturan daerah, dan 
baru dirumuskan hanya jika diperlukan. Namun ketentuan peralihan memiliki peran yang 
penting karena ketentuan peralihan berfungsi sebagai semacam katalisator agar 
penyesuaian keadaan yang diakibatkan oleh Peraturan daerah yang baru dapat berjalan 
lancar dan teratur serta tidak menimbulkan kegoncangan yang tidak perlu. 
Pada prinsipnya, pada saat sebuah Peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, segala 
hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, 
maupun sesudah Peraturan daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada 
ketentuan Peraturan daerah yang baru tersebut sehingga ketentuan peralihan merupakan 
ketentuan yang memuat penyesuaian terhadap kondisi yang sudah ada.  
Namun dalam sebuah Peraturan daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang 
memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum, 
hubungan hukum, atau akibat hukum tertentu yang telah ada. Penyimpangan atau 
penundaan sementara tersebut harus dinyatakan secara tegas juga dalam Ketentuan 
Peralihan. Contoh Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia: 
Pasal 39 
1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara 
Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik 
Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku 
dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang 
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 39 tersebut, terdapat penyimpangan bahwa permohonan 
kewarganegaraan tetap mengacu kepada UU tentang Kewarganegaraan yang lama 
walaupun sudah ada UU tentang Kewarganegaraan yang baru. Syaratnya, permohonan 
kewarganegaraan tersebut telah diproses tetapi belum selesai pada saat berlakunya UU 
tentang Kewarganegaran yang baru. 
Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. 
Jika suatu Peraturan daerah diberlakukan surut, Peraturan daerah tersebut hendaknya 
memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan 
hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal 
mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, 
penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang 
menyangkut pidana atau pemidanaan. 
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G. Ketentuan Penutup 
Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang menjadi bagian terakhir batang tubuh 
suatu Peraturan daerah, yang biasanya memuat : 
a. penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan daerah 
yang bersangkutan; 
b. nama singkat (citeer title) dan judul kutipan peraturan daerah; 
c. status Peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya; 
d. saat mulai berlakunya Peraturan daerah tersebut 
Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir (Bab Ketentuan Penutup). 
Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-
pasal terakhir, dan berbeda dengan kalimat penutup sebuah Peraturan daerah. 
Cara merumusan ketentuan penutup: 
a. Dalam hal “penunjukan organ pemerintahan yang melaksanakan Peraturan Daerah” 
dapat berupa : 
1) Penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, 
mengangkat pegawai, dan lain-lain; 
 




1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10(sepuluh) bulan terhitung 
sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. 
2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 
(sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
2) Pemberian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. 
Contoh: Pasal 66 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
Pasal 66 
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus 





b. Dalam hal pemberian ”nama singkat” dan ”judul kutipan” Peraturan daerah, 
diperhatikan ketentuan sebagai berikut : 
1) Peraturan Daerah yang akan diberi nama singkat merupakan Peraturan Daerah 
yang memiliki nama yang panjang, sedangkan Peraturan daerah yang namanya 
sudah singkat tidak perlu diberi nama singkat. 
2) Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan daerah yang bersangkutan tidak 
dicantumkan; 
3) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau 
akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian; 
4) Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dan isi dan nama 
peraturan. 
5) Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat. 




Peraturan Daerah ini ini disebut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. 
c. Dalam menyatakan “status Peraturan Perundang-undangan yang sudah  ada”, perlu 
diperhatikan ketentuan sebagai berikut : 
1) Jika materi dalam Peraturan daerah yang baru menyebabkan perlunya 
penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan daerah yang lama, 
maka di dalam Peraturan daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai 
pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan daerah yang lama. 
2) Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau ketentuan 
Peraturan perundang-undangan yang lebih tingginya khierarkhinya. 
3) Rumusan pencabutan diawali dengan frasa ”Pada saat Peraturan daerah ini mulai 
berlaku kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah perlu 
Peraturan Daerah pencabutan tersendiri. 
4) Demi kepastian hukum, dalam pencabutan Peraturan Daerah, disebutkan dengan 
tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut (tidak dirumuskan secara umum); 
5) Untuk mencabut Peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai 
berlaku, digunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 
Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut Iebih dan 1 (satu), dapat 







Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
1999 tentang Retribusi Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku. 
6) Pencabutan Peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status 
hukum dan peraturan pelaksanaan, peraturan Iebih rendah, keputusan yang telah 
dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah dicabut. 
7) Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai 
berlaku, gunakan frasa “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku” 
Contoh: 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun ... 
tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…. Nomor ..., Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....) ditarik kembali dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
d. Dalam hal menyatakan “saat mulai berlaku Peraturan Daerah” perlu diperhatikan 
ketentuan sebagai berikut: 




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
2) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang 
bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di 
dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan tersebut dengan  
Contoh:  
a) menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan diberlakukan; 
Contoh: 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009. 
b) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan daerah lain 
yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh 




Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
c) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat 
pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan 
penafsiran, gunakan frasa “setelah ... (tenggang waktu) sejak….” 
Contoh: 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
pengundangan. 
3) Hindari frasa “mulai berlaku efektif pada tanggal” atau yang sejenisnya, karena 
frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu 
Peraturan daerah, saat pengundangan, atau saat berlaku efektif. 
4) Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan daerah adalah sama bagi seluruh 
bagian Peraturan Daerah, dan seluruh wilayah Kabupaten/ Kota……….. Namun 
penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan daerah hendaknya 
dinyatakan secara tegas dengan : 
a) Menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda 
saat mulai berlakunya; 
Contoh: 
Pasal 45 
1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal…. 




1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai 
berlaku untuk wilayah ………………………..pada tanggal ………………………... 
5) Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan 
lebih awal daripada saat pengundangannya. 
6) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah lebih awal 
daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku, surut), perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut : 
a) Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, 
maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan. 
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b) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut terhadap tindakan 
hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada perlu 
dimuat dalam ketentuan peralihan; 
c) awal dan saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak Iebih 
dahulu dari saat rancangan peraturan daerah tersebut mulai diketahui oleh 
masyarakat, misalnya: saat rancangan peraturan daerah itu disampaikan ke 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
7) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan 
Iebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan daerah yang mendasarinya. 
H. Penutup 
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat : 
a. Rumusan pemerintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah; 
c. Pengundangan peraturan daerah; dan 
d. Akhir bagian penutup. 
Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam 
Lembaran Daerah yang berbunyi sebagai berikut : 
Contoh: 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan 
Daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Berita 
Lembaran Daerah yang berbunyi sebagai berikut : 
Contoh: 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan... (jenis Peraturan 
Daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Daerah. 
Penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat : 
a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; 
b. Nama jabatan; 
c. Tanda tangan pejabat; dan 
d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 
Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah 
kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama 




Contoh untuk pengesahan: 
Disahkan di Makassar 





Contoh untuk penetapan: 
Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal…. 
 
    WALIKOTA MAKASSAR, 
    tanda tangan 
    NAMA 
Pengundangan Peraturan Daerah memuat : 
a. Tempat dan tanggal Pengundangan; 
b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan; 
c. Tanda tangan; dan 
d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 
Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah Kiri 
(dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan). Nama jabatan dan nama 
pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 
Contoh: 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DAERAH   
tanda tangan 
NAMA 
Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani 
rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat 
yang mengundangkan yang berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan 
ketentuan Pasal …. ayat (….) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004. 
Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten …….., Berita 
Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dan Lembaran Daerah Kabupaten ….., Berita 
Lembaran Daerah tersebut. Penulisan frasa Lembaran Daerah Kabupaten ……., Berita 





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN…………… TAHUN .... NOMOR ……………………..... 
Contoh: 
BERITA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ……………… TAHUN ... NOMOR ………... 
I. Penjelasan 
Penjelasan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan 
batang tubuh Peraturan daerah. Penjelasan dapat membantu untuk mengetahui maksud 
latar belakang Peraturan daerah itu diadakan, serta untuk menjelaskan segala sesuatu 
yang dipandang masih memerlukan suatu penjelasan. 
Penjelasan merupakan uraian dari pembentuk Peraturan Daerah. Melalui 
penjelasan, pihak-pihak yang dituju oleh Peratura Daerah akan mengetahui tentang : 
a. Latar belakang pembentukan Peraturan daerah; 
b. Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan daerah; dan 
c. Segala sesuatu yang dipandang oleh pembentuk Peraturan Daerah perlu dijelaskan. 
Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 
1. Penjelasan Umum 
Penjelasan umum berisi penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang 
pemikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan bagi 
pembentuk Peraturan daerah. Oleh karena itu, penjelasan umum merupakan 
penjabaran dan konsiderans menimbang dan suatu Peraturan daerah. 
Penjelasan umum berisi uraian naratif tentang : 
a. Masalah sosial yang menjadi perhatian dan hendak diselesaikan; 
b. Penyebab-penyebab munculnya masalah tersebut; dan 
c. Jalan keluar yang menjadi pilihan pembentuk Peraturan Daerah. 
2. Penjelasan Pasal Demi Pasal 
Penjelasan pasal demi pasal berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan 
Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh, yang didalamnya memuat uraian 
atau penjabaran Iebih lanjut dan norma yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan 
pasal demi pasal tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat 
peraturan Iebih lanjut. Dengan demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti 
materi Peraturan Daerah, karena sifatnya hanya sebagai sarana untuk memperjelas 
norma dalam batang tubuh. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun penjelasan : 
a. Tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 
b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh; 
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c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur di dalam batang 
tubuh; dan 
d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam 
ketentuan umum. 
Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan 
angka romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 
Contoh : 
I. PENJELASAN UMUM 
II. PASAL DEMI PASAL  
 
Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenal latar  belakang 
pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum 
secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas tujuan atau pokok-pokok yang 
terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah. 
Bagian-bagian dan penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika ini 
lebih memberikan kejelasan. 
Contoh: 
I. PENJELASAN UMUM 
1. Dasar Pemikiran 
…………………….. 
2. Pembagian Wilayah 
……………………… 
3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah 
……………………… 
4. Daerah Otonomi 
………………………. 




Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah lain atau 
dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya. Di 
dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya : 
a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur di dalam batang tubuh; 
b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh; 
c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur di dalam batang 
tubuh; dan 
d. Tidak mengulangi uraian kata istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam 
ketentuan umum. 
Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi kata atau 
istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi 
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harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan 
penjelasan lebih lanjut. 
Pada pasal yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa penjelasan pasal 
demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang 
tidak memerlukan penjelasan 
Contoh yang kurang tepat: 








Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan 
penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan “Cukup jelas”, tanpa 
merinci masing-masing ayat atau butir. Sedangkan jika suatu pasal terdiri dari 
beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan 
penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan 
penjelasan yang sesuai. 
Contoh: 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan daya saing daerah dalam ayat ini adalah merupakan 
kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan 
publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi yang secara 







Cukup jelas  
J. Lampiran 
Lampiran suatu Peraturan daerah dapat berupa teks, gambar, atau foto, seperti 
peta wilayah, topografi suatu daerah, skema-skema atau bagian-bagan organisasi, dan 
lain-lainnya. 
Muatan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan 
daerah. Di dalam hal Peraturan daerah memerlukan lampiran, lampiran tersebut harus 
dinyatakan di dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir 
lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang 




Di dalam proses penyusunan RAPERDA ditemukan hal-hal khusus yang menjadi 
perhatian perancang peraturan daerah. Hal-hal tersebut antara lain : pendelegasian 
kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan daerah, penetapan 
peraturan daerah, pengesahan perjanjian internasional dan ragam bahasa undang-
undang. Berikut ini akan dibahas pokok-pokok persoalan yang menyangkut hal-hal khusus 
tersebut. 
A. Pendelegasian Kewenangan 
Pendelegasian kewenangan didasarkan kepada sumber kewenangan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan peraturan perundang-undangan 
terdiri dari kewenangan atribusi, dan kewenangan delegasi (pendelegasian kewenangan). 
Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD atau 
UU kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan 
perundang-undangan. 
Contoh: 
 DPR RI mendapatkan wewenang atribusi dari UUD 1945 dan UU untuk membentuk 
UU. 
 DPRD mendapatkan wewenang atribusi dari UUD 1945 dan UU untuk membentuk 
Peraturan daerah. 
Pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan oleh pembentuk 
peraturan perundang-undangan kepada pihak lain untuk membentuk peraturan 
perundang-undangan. Pendelegasian kewenangan terjadi apabila suatu badan atau organ 
yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat aturan hukum (wewenang 
atributif) menyerahkan (overdragen) kepada suatu badan untuk atas kekuasaan dan 
tanggung jawab sendiri berwenang untuk membuat atau membentuk aturan hukum. 
Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan dengan tegas ruang lingkup 
materi yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan. Pengaturan pendelegasian 
kewenangan dimuat di dalam ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan atau di dalam 
pasal tersendiri dan perlu diperhatikan beberapa hal yang perlu dihindari untuk tidak 
digunakan di dalam perancangan undang-undang, yaitu : 
a. Peraturan perundang-undangan yang sudah didelegasikan tidak boleh didelegasikan 
lagi (delegatus non potest delegare). 
b. Pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada 
direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat (pejabat teknis administratif) ; 








Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah 
d. Pengutipan kembali rumusan norma yang telah diatur di dalam peraturan 
perundangan yang mendelegasikan, kecuali rumusan norma tersebut diperlukan 
sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di 
dalam pasal atau ayat selanjutnya. 
B. Penyidikan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
dibedakan istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur di dalam undang-undang ini. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya. 
Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana, dan hanya dapat 
dimuat di dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum di dalam 
lampiran Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen atau instansi tertentu untuk menyidik 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Di dalam 
merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik dilakukan 
dengan tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. 
C. Pencabutan 
1. Dalam hal peraturan daerah lama akan diganti dengan peraturan daerah baru, 
maka peraturan daerah yang baru harus secara tegas menyatakan bahwa 
peraturan daerah yang sama “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 
2. Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau Peraturan Perundang-
undangan yang Iebih tinggi. 
3. Peraturan perundang-undangan yang Iebih rendah tidak boleh mencabut 
peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi. 
4. Pencabutan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan 
untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu. 
5. Di dalam hal peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah 
diatur di dalam peraturan daerah lama, dan sudah diberlakukan, maka pencabutan 
peraturan daerah lama tersebut, dinyatakan di dalam “pasal ketentuan penutup” 
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dan peraturan daerah yang baru, dengan rumusan “dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku” 
6. Di dalam hal suatu peraturan daerah dicabut dengan peraturan daerah secara 
tersendiri, maka hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab 
yaitu: 
a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan 
daerah yang sudah diundangkan berlaku. 
b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah 
pencabutan yang bersangkutan. 
Contoh : 
Pasal 1 
Peraturan daerah Nomor…. Tahun….tentang…. (Lembaran Daerah 
Kabupaten……….. Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 2 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 Pencabutan atas peraturan daerah tidak mengubah peraturan daerah lain 
yang terkait, kecuali dinyatakan secara tegas. 
 Peraturan daerah atau ketentuan di dalam Peraturan daerah yang telah 
dicabut tidak berlaku, meskipun Peraturan daerah yang mencabut itu di 
kemudian hari dicabut pula. 
D. Perubahan Peraturan Daerah 
1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan : 
a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan daerah; atau 
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan daerah. 
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap : 
a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau 
b. Kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 
3. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah 
perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah. 
4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan daerah perubahan cukup terdiri atas 2 
(dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu : 
a. Pasal 1 menuat judul Peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan 
Lembaran Daerah Kabupaten ......... dan Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten........ yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat 
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materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan Iebih dan satu, setiap 
materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3, dan 
seterusnya). 
Contoh : 
Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang ……... 
(Lembaran Daerah Kabupaten……… Tahun ... Nomor Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten …………. Nomor …...) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
3. dan seterusnya 
b. Jika Peraturan daerah telah diubah Iebih dan satu kali, Pasal 1 memuat tahun 
dan nomor dari Peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah 
Kabupaten …………. dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten …………… yang 
diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) 
kecil (a, b, c dan seterusnya). 
Contoh: 
Pasal 1 
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah 
Kabupaten………. Tahun ... Nomor ... ; Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten ………… Nomor ……. ) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Daerah : 
a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten …………Tahun…. 
Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ………. Nomor ……...); 
b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten ……… Tahun 
......Nomor …………… Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ………… 
Nomor…………….). 
c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten ……………….. Tahun 
...... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten …………… Nomor…………….). 
d. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal 
tertentu, Pasal III juga dapat memuat ketentuan peralihan dari 
Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan 
ketentuan peralihan dari Peraturan daerah yang diubah. 
5. Jika di dalam peraturan daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, 
atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan 








Contoh penyisipan bab: 
Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IX A sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
BAB IX A 








Pasal 79 B 
1) …. 
2) …. 
Contoh penyisipan pasal : 
Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 128 A 
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-
hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. 
6. Jika di dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, 
penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat 
yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara 
tanda baca kurung. 
Contoh: 
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 1a) dan 
ayat (1 b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 18 
1) ….. 




7. Jika dalam suatu Peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bagian, 
paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat 
tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. 
Contoh: 
Pasal 16 dihapus 





8. Jika suatu perubahan peraturan daerah mengakibatkan : 
a. Sistematika peraturan daerah berubah; 
b. Materi peraturan daerah berubah Iebih dari 50% (lima puluh persen); atau 
c. Esensinya berubah, 
Peraturan daerah yang diubah tersebut Iebih balk dicabut dan disusun kembali di 
dalam Peraturan daerah yang baru mengenai masalah tersebut. 
9. Jika suatu Peraturan daerah telah sering mengalami perubahan sehingga 
menyulitkan pengguna Peraturan daerah, sebaiknya Peraturan daerah tersebut 
disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah 
dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada : 
1) Urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; 
2) Penyebutan-penyebutan; dan 
3) Ejaan, jika peraturan daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama. 
10. Penyusunan kembali Peraturan daerah di dalam naskah sesuai dengan perubahan-
perubahan yang telah dilakukan, dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota 
dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut : 
Contoh: 
PERATURAN BUPATI POLMAN 
NOMOR...TAHUN… 
TENTANG 
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH 
PERATURAN DAERAH NOMOR……..TAHUN…….. 
TENTANG 
BUPATI POLMAN, 
Menimbang  :  bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang  
 diatur di dalam Peraturan Daerah  Nomor ….... Tahun…… tentang  
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 ... sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir   
 dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang  
 Perubahan Peraturan Daerah Nomor Tahun ... tentang  
 ... perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah  
 tersebut dengan memperhatikan segala perubahan  
 yang telah diadakan; 
Mengingat   : Pasal …… ayat (…) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004; 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
KESATU  :  Naskah Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang yang telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
...Tahun ... tentang ... dan dengan mengadakan penyesuaian 
mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan 
butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, 
berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden 
ini. 
KEDUA  :  Peraturan Bupati ini dengan Lampirannya ditempatkan di dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Polman. 
KETIGA  : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
E. Bahasa Peraturan Daerah 
Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa 
Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik 
penulisan, maupun pengejaannya. Penggunaan bahasa di dalam Peraturan daerah 
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, 
ketugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan karakteristik 
hukum. 
Contoh: 
1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi 
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 
Rumusan yang Iebih baik: 
1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan 
lahir bathin. 
Di dalam merumuskan ketentuan Peraturan daerah digunakan kalimat yang 





Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan daerah ini, harus dipenuhi syarat-
syarat, sebagai berikut : 
Rumusan yang Iebih baik: 
Permohonan beristri Iebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
Dalam menggunakan ragam bahasa Peraturan daerah harus menggunakan 
kata atau frasa yang jelas maknanya. 
Contoh: 
Istilah minuman beralkohol mempunyai makna yang lebih jelas dibandingkan 
dengan istilah minuman keras. 
Selanjutnya juga perlu menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. 
Contoh kalimat yang tidak baku : 
Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dapat dicabut. 
Contoh kalimat yang baku: 
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dapat dicabut izin usahanya 
 
Selanjutnya, untuk memperluas atau mempersempit pengertian kata atau 
isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata 
meliputi atau tidak meliputi. 
Contoh : 
 Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan 
usaha milik daerah. 
 Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 
Di dalam Peraturan daerah yang sama hindari penggunaan: 
1) Beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian. 
 
Contoh: 
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika 
untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka 
dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan 




2) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 
Contoh : 
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau 
pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian 
pengamanan. 
Di dalam membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, hindari penggunaan 
frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dan. Jika 
kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan 
rumusan dalam Peraturan daerah, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan di dalam 




1) Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, 
adalah…………….. 
2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polman, yang selanjutnya disebut 
DPRD Polman , adalah………………… 
Definisi atau batasan pengertian yang dicantumkan kembali didalam  
peraturan pelaksanaan, harus sama dengan rumusan definisi atau batasan untuk 
menghindari perubahan nama suatu Dinas, penyebutan Kepala Dinas pengertian yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. 
Untuk sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan 
tanggungjawab di bidang yang bersangkutan. 
 
Contoh: 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
Pendidikan. 
Penyerapan kata atau frasa bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan 
ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa 
tersebut: 
1) mempunyai konotasi yang cocok; 
2) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; 
3) mempunyai corak internasional 
4) lebih mempermudah tercapainya kesepakatan atau 
5) lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. 
Selanjutnya, penggunaan kata atau frasa bahasa asing digunakan di dalam penjelasan 
Peraturan daerah yang didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis 
miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung. 
 
Contoh: 
1) penghinaan terhadap DPRD (contempt of parlement) 
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2) alat pembayaran luar negeri (devisa) 
F. Pilihan Kata atau Istilah 
Dalam pilihan kata atau istilah, untuk menyatakan maksimum dan minimum 
bagi satuan: 
1) waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama; 
2) jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; 
3) jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi; 
Contoh : …… dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
 
Dalam penggunaan kata “kecuaIi”, terdapat ketentuan sebagai berikut: 
a. ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat  
Contoh: Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan 
sidang pengadilan 
b. ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang dikecualikan adalah kata 
yang bersangkutan 
Contoh: Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, 
dan koki, kecuali koki magang  
Selanjutnya, untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata “selain” 
Contoh: Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, 
pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud 
dalam 
Pasal 14 
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika”, 
“apabila” atau frasa “dalam hal” terdapat ketentuan sebagai berikut: 
a. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena 
maka). 
Contoh: Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. 
 
b. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang 
mengandung waktu. 
Contoh: Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam 
masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti 
sampai habis masa jabatannya. 
 
c. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan 
atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola 
kemungkinan-maka). 
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Contoh: Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua. 
 
d. Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan 
terjadi di masa depan. 
Contoh: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan 
Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor:.......... Tahun ......... Tentang ....... 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
Penggunaan kata “dan”, “atau”, “dan/atau” 
 Kata “dan” menyatakan sifat kumulatif 
 Kata “atau” menyatakan sifat alternatif 
 Kata “dan/atau” menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif 
Kata “berhak” digunakan untuk menyatakan adanya suatu hak. 
Kata “berwenang” digunakan untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada 
seseorang atau lembaga. 
Kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu 
kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga. 
Kata “wajib” digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 
ditetapkan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan 
dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. 
Kata “harus” digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau 
persyaratan tertentu. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan 
tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi 
kondisi atau persyaratan tersebut. 
Kata “dilarang” digunakan untuk menyatakan adanya larangan. 
G. Teknik Pengacuan 
Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa 
mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan 
dapat digunakan teknik pengacuan. 
Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan 
Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang 
lain dengan menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...“ atau 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ...” 
Pengacuan dua atau Iebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu 
menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan 
menggunakan frasa “sampai dengan”. 
Pengacuan dua atau Iebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat 
dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu 
dinyatakan dengan kata “kecuaIi” 
Contoh: 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga 
bagi calon pegawai negeri sipil, kecuali Pasal 7 ayat (1). 
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Kata ”Pasal ini” tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah 
satu ayat dalam pasal yang bersangkutan Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan 
dan pengacuan dimulai dan ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian 
diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Pengacuan sedapat mungkin 
dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu. 
Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi. 
Di dalam melakukan teknik pengacuan, hindari pengacuan ke pasal atau ayat 
yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Pengacuan dilakukan dengan 
menyebutkan secara tegas nomor dan pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan 
penggunaan frasa “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas”. Pengacuan 
untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan” 
Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dan suatu 
peraturan perundang-undangan masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama 
belum diadakan penggantian dengan peraturan Perundang-undangan yang baru, 
gunakan frasa “berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam……….” (jenis peraturan yang bersangkutan). Jika Peraturan Perundang-
undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan 


























































Bagan 2 : Alur dan materi Muatan 
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